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ABSTRAK

Nama : Agus Surahman

Program Studi : Hukum Ekonomi Program Pasca Sarjana FHUI

Judul. : Tnsentif Pajak Dalam Mendorong Peningkatan [nvestasi
Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal.

Insentif pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan
dunia usaha dan dalam rangka menarik datangnya investasi ke Indonesia, tetapi
disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu masuknya investasi, akan
tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi
pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut harus
menarik dan dapat bersaing dengan pemberian insentif negara lain khususnya di
Asia Tengpgara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang
mendukung datangnya invesiasi, dan mengurangi semua faktor yang dapat
menghambat datangnya investasi. Pemberian insentif pajak juga harus
berdasarkan undang-undang dan tidak boleh bertentangan secara vertikal maupun
horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci:
Insentif Pajak
ABSTRACT

Name : Agus. Surahman

Study Program : Economic Law Postgraduate.

Title : Tax Incentives To Encourage Investment Improvement
and Its Relation With Laws No. 25 Year 2007 On Capital
Investment.

Tax Incentives has very important role for the continuation of business world
activities and in the framework of attracting the coming of investments in
Indonesia, but it is realized that tax incentives is not the determining factor for
investment entry, nevertheless tax incentives is one of the attracting factors for
investment. Therefore providing tax incentives to encourage that investment
improvement must be atoactive and competitive through the giving of other
country incentives particularly in Southeast Asia, accompanied by fixation and
improvement on all supportive factors for investment entries, and reducing all
factors capable to hamper the investment entries. Giving tax incentives also must
be based on the laws and must not be contravening vertically as well as
horizontally, as well as easy to be applicd in its implomentation.

Key words:
Tax Incentives
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal merupakan hal yang sangat penting bagi
pembangunan ekonomi suatu negare, setiap negara akan selalu berusaha untuk
meningkatkan pembangunan khususnya dibidang ekonomi untuk mensejahterakan
dan memakmurkan rakyatnya.

Di Indonesia, pembangunan khususnya dibidang ekonomi yang terus
dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewnjudkan masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi
hal itu tidak akan tercapai jika tidak didukung adanya suatu pemerintahan yang
kuat dan mampu, serta peran aktif dari masyarakat yang sangat diperlukan untuk
mendukung program-program pemerintah dalam melaksanakan  tujuan
pembangunan tersebut.

Sudah menjadi tckad suatu negara untuk mewujudkan kemandirian dalam
melaksanakan pembiayaan pembangunan ekonominya, begitu pula dengan
Indonesia. Dana pembangunan ekonomi yang utama hendsknya berasal dan
dalam negeri sedangkan dana luar negeri digunakan sebagai pendukungnya.

Kekuatan kemandirian tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa
Indonesia dalam menggalt berbagai sumber dana yang ada di Indonesia,
diantaranya yaitu dari sektor pajak disamping sumber daya alam dan sumber
penerimaan lainnya. Hal ini sangatlah sulit dalam kenyataannya, sehingga
pemerintah juga memerlukan dana dar pihak swasta atau dunia usaha baik
berbentuk pinjaman maupun dalam bentuk investasi atau penanaman modal.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan
ekonomi dan menjadi primadona setelah terjadinya krisis perekonomian di negara
Indonesia. Pajak dapat dipergunakan untuk mendorong kegiatan dunia uszha dan
untuk menambah daya tarik dalam peningkatan investasi, Dengan masuknya
investasi maka dapat dibarapkan adanya pertumbuhan ckonomi karena investasi

berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum, dan
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adanya harapan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat serta peningkatan
kesejahteraan yang lebih baik.

Pajek sangat diperlukan oleh negara Indonesia, dimana penerimaan pajak
menjadi tulang punggung untuk menopang anggaran belanja negara, yang
dipergunakan oleh nepara untuk membiayai pelaksanaan tujuan negara
sebagaimana terdapat pada Alinea [V Pembukaaan UUD 1945 yang menegaskan :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

perdamaian abadi dan keadilan sosial.” '

Pemerintah harus terus berupaya untuk mendorong peningkatan
penerimaan negara, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara,
serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan negara.
Peningkatan penerimaan negara, khususnya penernimsaan perpajakan, harus
dilakukan secara bijeksana dan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan
perkembangan dunia usaha sebagai basis pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal dengan beberapa
sistem pemungutan antara lain: *

1. Official assessment system, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah / fiskus untuk menentukan
besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2. Self assessment system, yakmi suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendir
besarnya pajak yang terhutang. Sistem self assessment ini umumnya
diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajaknya dipandang cukup
mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

3. With Holding system, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besamya pajak yang terhutang oleh

"Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Alinea Ke IV Pembukaan UUD 1945.

2 Dra. Haula Rosiang,M.Si dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, Perpajakan, Teori Dan
Aplikasi, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2005), him 108-109.
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wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang menentukan
besarnya pajak yang terhutang ada pada pibak ketiga selain fiskus dan
wajib pajak.

Pajak ditangan pemenintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang
ampuh untuk mengatur perekonomian negara dan pajak didalam masyarakat
mempunyai dua fungsi yang penting.3 Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan
negara atau untuk memasukan uang kedalam kas negara dikenal dengan sebutan
fungsi budgetair, disisi lain pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan lain yang ada diluar bidang keuangan seperti bidang ekonomi,
sosial dan politik misalnya pajak digunakan sebagai insttument peningkatan
investasi dengan memberikan berbagai macam insentif pajak. Fungsi terscbut
disebut fungsi mengatur.

Fungsi mengatur atau regulerend tersebut diaplikasikan dengan cara positif
yaitu dengan memberikan tax incentive, maupun dengan cara negatif yaitu dengan
memberikan des incentive tax.*

Sesuai dengan karakteristik dari pengertian pajak, fungsi budgetair
merupakan posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi regulerend
(mengatur) dan hubungan kedua fungsi tersebut tidak seimbang, artinya bila
pemerintah memerlukan penerimaan maka fungsi budgetair akan mendapatkan
peranan yang lebih besar dan sebaliknya apabila pemenntah mengutamakan untuk
mengembangkan perekonomian pada sektor usaha tertentu atau pada wilayah
tertentu yang potensial, maka fungsi mengatur afau regulerend yang mendapatkan
peranan yang lebih besar, dan akhir-akhir ini justru fungsi mengatur atau
regulerend mendapatkan peranan yang lebih besar daripada fungsi budgetair.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memberikan
fasilitas perpajakan vang merupakan keringanan atau lebih dikenal dengan insentif

perpajakan, apgar dapat mendukung kegiatan dunia usaha dan untuk lebih

* Sumyar, Daser-daser Hulum Pajzk dan Perpojekan, (Yogyakarta: Universites Atma
Jaya Yogyakarta, 2004) hal. 38

* Y. Sri Pudyatmo, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta,
2002) hal 16
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mendorong peningkatan investasi, juga dalam rangka memberikan kemudahan
bagi wajib pajak untuk menialankan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam
bentuk tidak diterapkannya undang-undang yang berlaku umum.

Secara umum pemberian insentif pajak dapat dibedakan atas 3 (tiga) yaitu:

(i) yang diatur berdasarkan peranjian dengan negara lain (G fo G)
contohnya treaty benefits yang melekat pada tax treaty;

(ii) perjanjian dengan konfraktor (G fo B) misalnya kontrak karya
{contract of work) dan kontrak bagi hasil (Production Sharing
Confract);

(iii) Undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan dengan DPR.’

Pemberian insentif pajak ini harus dikaji secara mendalam jangan sampai
terkesan bahwa kebijakan pemerintah hanya untuk mengakomodasi permintaan
para investor tertentu (hanya para investor asing dan investor besar) sehingga
pemerintah terlihat tunduk pada setiap kemauvan para investor tersebut dan tidak
pula mengancam penenimaan negara atau membebani Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Pemberian insentif pajak herupa tax holiday perlu pertimbangan yang
matang dan sejauh mana efektivitasnya, menurut Menko Ekuin pada saat itu
Boediono pada tanggal 7 Desember 2007 bahwa pemberian tax holiday
sebenarmya pemah diberlakukan pada tahun 1980-1990, namun pemberian insentif
itu dinilai gagal karena yang paling menentukan adalah daya tarik investasi itu
sendiri, seperti masalah kepabeanan dan kestabilan ekonomi makro.®

Boediono juga mengatakan insentif pajak herupa pembebasan pajak belum
menjadi priorilas. Alasannya, pemerintah pada saat ini memfokuskan
perhatiannya pada faktor-faktor fundamental untuk menarik investor. Intinya,
iklim investasi harus baik, aturan-aturan, kestabilan ekonomi, dan sejenisnya itu
yang lebih mendasar, dan masalah infrastruktur menjadi fokus yang harus

% Jhon, Hutaggol, Perpajakan, Isu-isu Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal
336.

¢ Boediono, Mentri Perekonomian Indonesia, Tax Holiday Belum Jadi Prioritas, Harian
Media Indonesia, Sabtu 8 desember 2007, hal 17.
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dibenahi, kalau infrastruktur tidak baik, listriknya sering mati, diberi tax holiday
tak akan datang investomya, jadi itu dulu yang akan diperhaiki’

Hal tersebut memang benar akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa insentif
perpajakan ibarat bingkai dari suatu promosi untuk menank investasi, para
investor akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi setelah terlebih
dahulu melihat insentif pajak seperti apa yang akan mereka terima karena hal
tersebut sangat mempengaruhi perhitungan laba yang mereka harapkan.

Jadi pemberian insentif pajak walaupun bukar berupa pembebasan pajak
harusiah menarik dan mempunyai daya saing tinggi terhadap negara-negara lain
khususnya dikawasan Asia Tengpara, sehingga investor yang sudah ada (baik
dant dalam negeri maupun luar neger), mau mengembangkan usaha lebih besar
lagi dan dapat meningkatkan investor baru yang datang ke Indonesia guna
menambah modal untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia,

Menurut Prof. Eman Rajagukguk, untuk menarik atau meningkatkan
modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenubi :

Periama, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi
yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanaman modal asing
mempunyai kesempatan eckonomi schingga dapat digunakan untuk
mengembangkan investasinya.

Kedua, perlu menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan nilai
kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini
harus meliputi aspek substansi hukum, wulai dan Undang-undang sampai dengan
peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan, untuk menjamin
adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan
aparatur hukum vyang profesional dan bermoral serta didukung dengan adanya
budaya hukum masyarakat.

Ketiga, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi
asing, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik

Koran Tempo, Pengusaha Menagik Pembebasan Pajak : Indonesia kalah bersaing
dalam pemberian insentif, Rabu 12 Desember 2007
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vertikal (antara elit politik) dan konflik horisontal (konflik antara kelompok
masyarakat)®

Salah satu cara untuk mempertahankan secara terus menerus keuntungan
ekonomi adalah dengan diberikannya kebijakan insentif pajak agar dapat
meningkatkan investasi maupun mendorong kegiatan dunia usaha di Indoncsia
sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. Yang perlu
diperhatikan adalah masalah keadilan dalam pemberian insentif pajak, bahwa
pemberian insentif pajak memang tidak bisa diberikan hanya kepada investor
asing saja atau beberapa investor besar tertentu saja karena dapat menimbulkan
diskriminasi, kecemburuan sosial dan kebencian terhadap pemerintah.

Dalam pemberian insentif pajak, perlu dikaji secara mendalam sektor-
sektor mana yang diprioritaskan untuk mendapatkan insentif pajak, jangan sampai
pemberian insentif pajak dianggap sebagai salah satu cara untuk mendorong
pembernan sumber daya alam kita secara cuma-cuma kepada pihak asing, oleh
karena itu investor dalam negeri hendaknya lebih diutamakan atau setidaknya
diberikan hak dan kesempatan yang sama sehingga keuntungan yang akan didapat
dapat dimaksimalkan untuk anak negeri sendin.

Kebijakan pemberian insentif pajak diambil oleh pemerintah datam rangka
memperbaiki iklim investasi di Indomesia, yang diharapkan akan mendorong
peningkatan investasi di Indonesia seperti banyaknya usaha-usaha baru, membuka
lapangan pekegaan baru dan pada akhimmya akan menambah sumber penerimaan
negara.

Disisi lain, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya
dalam pemberian insentif pajak haruslah mendapat perhatian yang serius karena
- dapat dijadikan sebagai suatu media untuk melakukan praktek curang maupun
penghindaran pajak, baik yang sah menurut hukum (tax avoidance/ penghindaran
pajak) dan yang melanggar hukum (tax evasion/penyelundupan pajak), insentif
pajak juga dapat mengakibatkan hengkangnya para investor karena pemberian
insentif pajak dianggap tidak menarik atau kurang menguntungkan, serta dapat

® Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No. 25
Tahun 2007, Cet. 1, (Jakarta: Fekultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal 33.
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mengancam penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, bahkan dapat
menyebabkan berkurangnya kemandirian pemerintah.

Di banyak negara penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak
yang diperbolehkan {acceptable tax avoidance) dan yang tidak diperbolehkan
(unacceptable tax avoidance)’, yang berperan dalam hal ini adalah moral hazard
dart investor tersebut.

Investor mengatur kegiatan usahanya berdasarkan kemampuan dari
kegiatan usahanya dan berhak membayar gaji pegawai atau pekerjanya sesuai
kemampuannya, akan tetapi dalam hal secara sengaja meminggikan biaya usaha
untuk semara-mata agar laba netonya kecil dan demikian juga pajak
penghasilannya menjadi kecil, hal tersebut merupakan penghindaran pajak yang
tidak diperbolehkan (unacceptable tax aveidance) misalnya membayar gaji
pegawal setinggi-tinginya untuk merendahkan pajak penghasilannya dan juga
secara sengaja diarahkan untuk mengalami kerugian. Hal ini harus diperhatikan
secara serius oleh pemerintah karena banyak investor yang menggunakan atau
memanfaatkan cara-cara penghindaran pajak tersebut.

Laporan mengenai 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)} yang
tidak membayar pajak karena rugi selama lima tahun berturut-turut sebagaimana
“diungkapkan oleh Mantan Menteri Keuangan Jusuf Anwar menimbulkan beragam
tanggapan, seperti, ekonom Faisal Basri menyatakan tidak masuk akal ada 750

'" sedangkan Kepala Badan

PMA merugi hingga lima tahun berturut-turut,
Koordinasi Penanaman Modal M.Lutfi berkomentar bahwa ungkapan itu tidak
menguntungkan iklim investasi.’’

Hal tersebut diatas harus disikapi dengan benar oleh pemerintah dan
segera dikaji efektivitas pemberian insentif pajak serta penegakkan hukum yang
mengatur pemberian fasilitas-fasilitas tersebut dalam hal penanaman modal di

Indonesia sebagaimana tercantum Undang-Undang Penanaman Modal No. 25

? James Kessler, “Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988,"
British Tax dikutip oleh John Hutagacl, Darussalam dan Danny Septriadi, Kapita Selekta
Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hin. 271.

" Harian Kompas, Komentar Menken soal PMA Mengecewakan, 23 Nopember 2005.

"' Ibid, Harian Kompas, 23 Nopember 2005.

Universitas Indonesia
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Tahun 2007 dalam pasal 18 dan penegakkan hukum perpajakannya, karena
tanggung jawab pemerintah bukan hanya membuatkan suatu afuran hukum seperti
membuat suatu peraturan perundang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan
hukum lainnya tetapi juga bagaimana aturan hukum tersebut dapat berjalan dan
ditegakkan.

Pemberian berbagai insentif pajak selayaknya juga mempertimbangkan
situasi dan kondisi diluar negara Indonesia terutama negara-negara di kawasan
Asia Tenggara jangan sampai terjadi cksodus besar-besaran para investor keluar
negara Indonesia karena mereka ( negara-negara lain ) memberikan insentif pajak
yang lebih menarik daripada yang diberikan oleh nepara Indonesia,> dan
pemerintah harus mulai memikirkan pemberian insentif pajak (tax allowance)
bagi perusahaan-perusahaan asing yang telah lama beroperasi. Upaya ini untuk
mencegah hengkangnya investor asing ke negara lain yang sedang gencar-
gencarnya memberikan kemudahan ™

Memang disadari bahwa pemberian insentif pajak dapa: menyebabkan
menurunnya penenmaan pajak dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka
panjang dapat diharapkan peningkatan penerimaan pajak.

Pemerintah juga harus memperhatikan penggunaan uang pajak, dimana
penggunaan uang pajak akan lebth bermanfaat bila digunakan untuk
pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, alat transportasi,
pengadaan listrik dan sejenisnya, schingga masyarakat akan lebih memahami
fungsi dan manfaat pajak dan tidak semata-mata digunakan untuk membayar
hutang nepara dan pemberian subsidi-subsidi yang pada akhirnya sebagian besar
hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat atas atau golongan mampu
sebagaimana yang terjadi pada saat ini .

Oleh karena itu pemerintah Indonesia hendaknya juga memperhatikan
kondisi yang nyata terjadi pada saat ini, jangan hanya terpaku pada target
penerimaan pajak yang begitu besar sementara sumber utama penerimaan pajak
yaitu Wajib Pajak sudah berada pada titik jenuh, oleh karenanya harus diberikan

2 Sofjan  Wanandi,, Pengusaha Menagih Janji  Pembebasan  Pajak,
hitp:www.tempointeraktif. com, 12 Desember 2007.

* Opcit Erman Rajagukguk, hal 11.
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penyegaran berupa insentif pajak atau kebijakan-kebijakan yang bersahabat pada
kepentingan dunia usaha.terutama bagi para. penanam moedal dalam negeri.

Disamping itu reformasi dalam tubuh Departemen keuangan khususnya
Direktorat Jenderal pajak sebagai penpgatur dan pelaksana pengawas perpajakan
hendaknya terus dilakukan secara serius agar kepercayaan masyarakat semakin
tinggi dan pada akhimya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi
semakin meningkat khususnya bagi para individu-individu yang selama ini kurang
memberikan andil yang cukup besar dalam penenmaan perpajakan, dan
diharapkan Direktorat Jenderal Pajak nantinya dapat memberikan pelayanan kelas
dunia yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang diambil hendaknya juga memperhatikan
manfaat yang dapat dicapai dikemudian hari bukan semata-mata mengejar target
yang diftetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, peningkatan
penerimaan pajak vang begitu spektakuler dalam tahun 2001 sampai dengan tahun
2005 {(sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pajak, Hadi
Pumomo yaitu: Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir atau/ 2001-
2005 sudah mencapai 1.040 triliun'*) hendaknya tidak membuat perasaan senang
(euphoria) yang berlebihan di Departemen Keuangan pada umumnya dan
Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya.

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang
investasi terlihat dengan disahkannya undang-undang penanaman modal yang
baru yaitu undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal akan
tetapi disamping hal tersebut perlu didukung dengan penegakkan hukum yang
tegas dan jelas sehingga dapat mengurangi faktor-faktor penghambat investasi
serta dapat mendorong peningkatan investasi.

Salah satu cara yang effektif untuk mendorong peningkatan investasi
adalah pemberian insentif pajak walaupun disadari bahwa hal itu bukan satu-
satunya faktor yang akan menarik datangnya para investor, akan tetapi pemberian

insentif pajak merupakan sarana yang ampuh untuk mendorong peningkatan

" Hadi Pumomo, Direktur Jenderal pajak, Penerimaan Pajak Meningkat 21 Persen,
Majalah Berita Pajak 1560, Tahun 3OCXVIIL, 1 April 2006.
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investasi jika dilakukan melalui perencanaan yang matang dan disertai
pengawasan yang serius.

Pemberian insentif pajak haruslah meparik dan mudah dalam
mendapatkannya, jika insentif pajak tidak menarik dan sangat sulit untuk
mendapatkannya dimana banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemui
dilapangan, maka pemberian insentif pajak itu tidak akan berarti apa-apa bagi
kegiatan dunia usaha dan tidak akan mampu untuk mendorong peningkatan
investasi di Indonesia,

Oleh karena itu pemerintah harus selalu mengkaji apakah pemberian
insentif pajak telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi para pengusaha atau
penanam modal, jika yang terjadi sebaliknya pemerintah harus segera mencabut
atau meninjau ulang pemberian insentif pajak, karena pada akhimya hanya akan
memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian insentif pajak tersebut menarik untuk dikaji dan bagaimana
kaitannya dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Temtang Penanaman
Modal dalam perannya sebagai pendorong peningkatan investasi yang tentunya
ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, selanjutnya akan
dipaparkan pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam tesis ini, yaitu
sebagai berikut:
1. Apakah insentif pajak pada saat ini masih perlu dibernikan guna mendorong.
investasi ?
2. Apakah pemberian insentif pajak berdampak terhadap pertumbuhan

investasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertyjuan untuk memperoleb gambaran yang menyeluruh
tentang pemberian insentif perpajakan di Indonesia dalam peranannya untuk
mendorong peningkatan investasi, dari tujuan tersebut dapat diketabui tujuan-
tujuan yang lebih rinci (spesifik), yaitu :

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, m@emitas Indonesia
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1. Untuk memberikan gambaran masih perlu atau tideknya pemberian
insentif pajak guna mendorong peningkatan investasi;

2. Untuk mengetahui apakah dampak pemberian insentif pajak terhadap
peningkatan investasi;

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dilakukan ini dapat diklasifikasikan atas dua hal,
baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu :

- secara teontis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya
hukum pajak dan hukum investasi serta peraturan hukum fainnya yang
berhubungan dengan pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh
pemerintah, dimana pemberian insentif pajak adalah salah satu dard
berbagai usaha untuk mendorong peningkatan investasi,

- secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik
oleh aparat pemerintah, pihak legislatif, para pengusaha (investor)
maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pemberian insentif
pajak agar tidak mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
dalam proses pembangunan serta dapat memberikan informasi yang lebih
jelas kepada masyarakat, investor, pemerintah dan pihak-pihak lainnya
yang berhubungan dengan kegiatan pemberian insentif pajak dan kegiatan

1nvestasi atau penanaman modai.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konsepsional

Dalam membahas permasalahan yang diangkat pada tesis ini penulis akan
menggunakan beberapa teori untuk menganalisa, yaitu teori Negara Hukum
(rechtsstaat atau rule of law) dan teori Negara Kesejahteraan (Welfare State),
1.5.1 Teori Negara Hukum (rechtsstaat atau rule of law)

Negara hukum jalah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur
oleh undang-undang, yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan
pemberi suara rakyat. >

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH yhi¢8f8tas Indonsesia
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Menurut Scheltema ada 4 (empat) asas atau unsur utama negara hukum

dan sefiap unsur utama diikuti bebherapa unsur turunannya, yaitw:

1.

Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:
a. asas legalitas;
b. undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa,
schingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
¢. undang-undang tidak boleh berlaku surut;
d. hak asasi dijamin dengan undang-undang;
e. pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah:
a. tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
b. adanya pemisaban kekuasaan;
Asas demokrasi, yang unsur turunannya adalah:
a. hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
b. peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
c. parlemen mengawasi tindakan pemerintah;
Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah:
a. hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar;
b. pemerintahan secara efektif dan efisien's.
Indonesia menganut konsep negara hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen

ketiga. pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa: “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”'”.

Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau

pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep negara hukum

bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan

'* Qudargo Gautama, Pengerfian Teniang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 1983),

hal 9.

'* Diungkapkan oleh M. Scheltema dalam “De Rechisstaar Herdacht” sebagwimana

dikutip oleh Azhary dalam Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 50.

7 Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” ps. 1 ayat (3).
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pemerintah yang terbatas atau dibatasi merupakan salah satu ciri dar
pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. '

Padmo Wahjono menyatakan bahwa di dalam negara hukum terdapat
suatu pola sebagai berikut:

1. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;

3. Tertib Hukum,;

4. Kekuasaan kehakiman yang bebas."

Negara atau pemerintah dalam konsep negara hukum harus menjamin
tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin fercapainya tujuan
hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tertib hukum
tercipta jika :

a. Suatu produk peraturan perundang-undangan tidak saling berfentangan, baik
secara vertikal maupun secara horizontal;
b. Perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”

Dalam pemberian insentif pajak, harus berdasarkan peratumn perundang-
undangan, dan peraturan pelaksanaannya harus dapat mendukung tercapainya
tujuan yang diharapkan.

Indonesia sebagai negara hukum hams menyadar bahwa bahwa hukum
bukan hanya sekedar konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Jaw
in the books) tetapi bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan didalam

pelaksanaannya (law in action).

1.5.2 Teori Negara kesejahteraan (Welfare State).
Alasan penggunaan teori welfare state karena berkaitan dengan asas teori

ini yang menghendaki adanya kewajibar pemerintah untuk memberikan

'® Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi, Teleah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konsfitusi, Cetakan ke-1, (Bandung: PT.
Alumni, 2008) hal 1.

' Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di
Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 1985) hal 148. Di kulip dari Iriyanto A. Baso Ence, Negara
Hukum & Hak Ui Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangam
Mahkamah Konstitusi, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hal 16.

2 Tbid. hal 18.
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pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi
masyarakat itn.sendiri.

Negara-negara maju telah melewati beberapa tahap dalam pembangunan
yaitu, tahap unifikasi, mdustrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tahap
unufikasi, yang menjadi penekananan adalah bagaimana menciptakan persatuan
dan kesatuan suatu bangsa. Tahap industrialisasi ditandai dengan modemisasi
politik dan pembangunan ckonomi. Pada tahap negara kesejahteraan, tugas negara
adalah untuk melindungi rakyat dari dampak negatif mdustrialisasi dan
pembangunan. Tahapan-tahapan tersebut dilalui secara berunmtan oleh negara-
negara maju seperti Amerika serikat, Inggris dan Jepang yang telah menjadi
negara kesejahteraan (welfare state).”’

Bagi Indonesia, konsep negara kesejahteraan (welfare state) sesuai dengan
tujuan negara. Tujuan atau cita-cita negara ini tercantum dalam undang-undang
dasar 1945, tujuan negara fersebut adalah ...’melindungi segemap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. ??

Otto van Bismarck dalam buku Soziale Sicberheit tahun 1880,
mengemukakan prinsip dasar teori negara kesejahteraan (welfare state), yakni:
bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh menyediakan semua
kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.” Artinya,
negara adalah sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan
kemakmuran rakyat.**

Konsep negara kesejaliteraan dapat mempunyai (empat) fungsi yaitu the
state as provider (Negara sebagai pelayan), the state as regulator (Negara sebagai

21 wallace Mendelson, Law And Development of Nation, The Journal of Politics,
(vol32, 1970). 224-225.

22 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV Pembukaaan UUD 1945

2 Nicholas Abercrombie, et. al, The Penguin Dictionary Of Sociology, Fourth Ed
(Middlesex, England, 2000) hal 382,

2 Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia, Cet.1 (Departemen Keuangan

Republik Indonesia, Badan Pengkajian Ekonomi keuangan Dan Kerjasema Internasional, Pusat
Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2005) hal 37
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pengatur), state as entrepreneur (Negara sebagai wirausaha), dan state as umpire
(Negara sebagai wasit).2’

Sehagaimana dikutip oleh Azhary, pada tahun 1976 Roberto Mangabiera
Unger dalam bukunya law and modern society menguraikan tentang pergeseran
konsep negara hukum ke negara kesejahteraan akibat dinamika yang berkembang
dalam negara kesejahteraan itu sendin. Pertama, meluasnya arti kepentingan
umum dan pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu
pasar dalam persaingan bebas. Hal ini menunjukkan babwa dalam bidang
perekonomian terdapat campur tangan pemerintah yang lebih luas. Kedua, adanya
peralihan gaya formalitas rule of law ke orientasi prosedural yang merupakan
substansi dari keadilan?®

Berkembangnya rule of law menjadi welfare state dapat dilihat pada
negara Inggris dalam menyediakan sarana bagi kemakmuran rakyatnya. Sarana
tersebut antara lain berupa program jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional,
nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum dan sarana
kesejahteraan lainnva.”’

Dalam bidang perpajakan, Pasal 23A UUD 1945 Amandemen ketiga yang
berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang”.®® Merupakan dasar hukum setiap pungutan
pajak di Indonesia. Pada hakikatnya tersirat falsafah pajak, yaitu pajak harus
berdasarkan undang-undang karepa pajak akan menyentuh hak rakyat atau
keadilan rakyat dan digunzkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta
kesejahteraan itu sendin.

Konsep negara kesejahteraan dzlam bidang pembenian insentif pajak
adalah bagaimana peran negara dalam mendorong peningkatan investasi. Hasil
dari investasi tersebut nantinya akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi
untuk kesejahteraan rakyat.

¥ W, Friedman, The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy, (London: Steven
& Son, 1971) hal. 73-74

8 Opcit, Azhary, hal. 43
7 1bid. hat 43

% Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A.
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Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang
digunakan dalam penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa konsep atan
definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

a. Pajak

Didalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkini telah
diatur secara jelas tentang pengertian pajak, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribad: atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” %
dan dari beberapa pengertian pajak menurut para ilmuwan salah satunya adalah
definisi dari Prof. Dr. P.J.A Adnani (Brotodiharjo1991) sebagai ilmuwan perintis
perpajakan di Indonesia yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-perafuran, dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan "

b. Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah suatu rencana pajak yang dengan jalan merubah
struktur sistem perpajakan yang sudah ada, atau merubah tingkat-tingkatnya atau
akibatnya atau dengan perubahan lainnya yang layak yang dapat diharapkan akan
memberi dorongan pada investasi atau kegiatan usaha pada umumnya.?'l
¢ Investasi

Dalam Kamus Hukum FEkonomi yang dimaksud Investment adalah

penanaman modal atau investasi yaitu :

YIndonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1, LNRI Tahun 2007 No. 85, TLNRI No, 4740.

*® santoso Brotodiharhatjo, Pengantar Hukum Pajak, (Bandung: PT. Eresco 1991), hal 2.

1 A, Abdurachman, Ensiklopedia Fkonomi, Keuangan Dan Perdagangam, (Jakarta :
Yayasan Prapancha, 1963) hal. 381.
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“Penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang

misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau dengan membeli

sekuritas dengan maksud unhik memperoleh keuntungan™.

Pengertian lain dari investasi, dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad
yaitu :

“Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk mempcrolch

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.™

sedangkan Salim HS dan Budi Sufrisno mengemukakan bahwa pengertian
investasi adalah:

“Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing
maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk
investasi, dengan tujuan uniuk memperoleh keuntungan,™*

d. Penanaman modal dalam negeri

Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah sebagaimana yang
terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal, yaim :

“Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modai dalam negeri dengan mmenggunakan modal daiam
negeri’”.

e. Modal dalam negeri
Pengertian modal dalam negeri diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (9}

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

“Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang
berbennik badan hukum atau tidak berbadan hukum”,*®

2 AF. Elly Erawaty, J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, Cet. Pertama, (Jakarta:
Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek ELIPS, 1996) hal 69.

¥ Salim HS, Budi Sutrisno, Hwkum Investasi di Indonesia, Edisi 1, (Jakarta: PT.
RajeGrafinde Persada, 2008) hal 31, yanp dikutip deri Kamarneddin Ahmed, Desar-daosar
Mamajemen hirvestasi, (Yakarta: Rineka Cipta, 1996) hal 3.

** Ibid hal 33.

% Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahumn 2007 Tentang Penanaman Modal, pasel 1
angka 2, LNRI Tahun 2007 No. 67, TLNRI No. 4724.

% Ibid, pasal 1 angka 9.
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f. Penanaman modal asing

Pengertian penanaman modal asing adalah. sebagaimana yang terdapat
dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal, yaitu :

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
-melakukan usate -di-wilayah negare Repubhik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhsnjya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri’.

g. Modal Asing
Pengertian modal asing diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (8) Undang-
undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau
badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing.™*®

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan ini, dilakukan suatu penelitian hukum. Penelitian
hukum scbenarnya merupakan kegiatan penyelesaian masalah. Dalam hal ini,
Peneliti dituntut untuk menjalankan kegiatan pemecahan masalah, dengan jalan
menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta (sebagai “legal materials™), dan
menemukan norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan
berdasarkan kedua hal tersebut.*’ -

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berbasis atau mengacu
kepada kaedah-kaedah atau norma-normma hukum yang terdapat dalam peraturan
p-&',rundang—undangan,‘"J sehingga menghasitkan penelitian bersifat preskriptif yaita

37 Ibid , pasal 1 angka 3.

?% 1bid, pasal 1 angka 8,

¥ Agus Brotosusilo, Pergulatan Ideologis dalam Methodologi Kajian Hukum, Materi
Kuligh Filcafat Hulum.den Teori Hukum bideng Hukem Ekoromi, Program. Pascesarjane Umu

Hukum, FH-UI, 20085, him.].

“Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Cetke-II, (Yogyakarta:
Liberty,2001), hal.29.
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penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang
harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.*!

Mengacu pada hal tersebut di atas, melalui proses penelitian ini diadakan
analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam
hal ini, peneliti menggunakan data sekunder*? yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder
dan tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat®, terdiri
dari UUD 1945, Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dan berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum
sekunder, yattu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum prinzer.* Dalam
hal ini terdiri dari bahan hukum vang bempa buku-buku literatur hukum, buku-
buku yang berkaitan dengan perpajakan, dan penelusuran intemet. Bahan hukum
tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder®’, yaitu kamus, koran, artikel dan majalah.

Pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan sebagai data sekunder dengan mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan objek penulisan dan wawancara.
Peneliti membatasi penelitian ini pada peraturan pajak pusat seperti PPh, PPN dan
PPnBM seria PBB.

N Soerjono Suckuntv, “Femgantun Farditian Hukum'™, (Jakurta. Ul-Fress; 1586}, hhn. 16.

“2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Lihat Soerjono Soekanto,
Pengantar Penelitian Hukim, cet I11, (Jakarta: Ul Press, 1986), him_ 12.

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukm Normatif suatu Tinjanan
Singke, (Jakarta: RaiaGrafinde Persada, 2007), him, 13,

“ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. IV,
(Jakarta, Ghalia Indonesia, 199Q), him. 12,

43 Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit.
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Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan
kpalitatif dan- kemudian diuraikan secara. preskmptif yaitu menjabarkan,
menguraikan, menyusun secara sistematis logis dengan data penulisan, untuk

merumuskan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

1.7 Sistematika Penulisan
Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini
secara sistematis disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABT  Pendahuluan. ‘
Dalam bab pendahuluan penulis akan menguratkan mengenai latar
belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teornitis dan konsepsional, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BABII  Insentif Pajak Sebagai Salah Satu Daya Tarik investasi.
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hubungan insentif pajak
dengan investasi, Bentuk-bentuk pemberian insentif pajak dalam
bidang PPh, PPN, dan PBB serta memberikan gambaran rendahnya
daya tarik Indonesia di bidang investasi.

BAB III Reformasi Undang-undang Penanaman Modal Dan Undang-undang
Perpajakan Dalam Mendorong Perbaikan Iklim Investasi Serta
Pelayanan Terpadu Sebagai Amanat Undang-undang.
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kebijakan penanaman modal
dan pengaturan insentif pajak, dan menguraikan undang-undang
perpajakan yang lebih kompetitif dan bersahabat dengan dunia bisnis
serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Amanat Undang-Undang

Penanaman Modal.

BAB [V Implikasi Atas Pemberian Insentif Pajak Dan Modemisasi
Administrasi Perpajakan.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, %ﬂ'?l%ersitas Indonesia
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Dalam bab ini, penulis akan menguraikan lebih lanjut pemberian
fasilitas perpajakan yang ada.di Indonesia, implikasi positif pemberian
insentif pajak dan implikasi negatif pemberian insentif’ pajak serta
memberikan gambaran reformasi dibidang perpajakan.

Penutup.

Bab ini menutup rangkatan penulisan dalam penelitian, dengan
menyimpulkan apa yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan
juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian,

Insentif pajak..., Agus Surahman, FHMI@Q&%&S Indonesia






BAB 2
INSENTIF PAJAK SEBAGAI SALAH SATU DAYA TARIK INVESTASI

2.1 Hubungan Insentif Pajak Dengan Investasi

Insentif Pajak adalah suvatu rencana pajak yang dengan jalan merubah
struktur sistem perpajakan yang sudah ada, atau merubah tingkat-tingkatnya atau
akibatnya atau dengan perubahan lainnya yang layak yang dapat diharapkan akan
memberi dorongan pada investasi atau kegiatan usaha pada umumnya.'

Investasi adalah Pepanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik
investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk
investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan® dari pengertian lain
didapat bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan
untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uwang atau dana
tersebut.”

Dari pengertian tersebut, terlibat bahwa insentif pajak mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan kegiatan investasi terutama investasi langsung,
baik itu melalui investasi asing maupun investasi dalam negeri, pada prinsipnya
setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia adalah untuk mencan
keuntungan,' dan setiap investor atau penanam modal mempunyai kewajiban
untuk membayar pajak dari keuntungan yang didapatkannya sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

' A Abdurachman, Ensiklopedia Fkonomi, Keuangan Dan Perdagangan, (Jekarta :
Yayasan Prapancha, 1963) hal. 381

2 Ibid hal 33.

? Salim HS, Budi Sutrispo, Hukum Investasi di Indonesia, Edisi 1, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2008) hal 31, yang dikutip dari Kaemaruddin Ahmad, Dasar-dasar
Manajemen Investasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal 3.

* Erman Rajagukguk, Op.Cit., Hal. 1.
Menurut Prof Erman Rajagukguk, bahwa keuntungan tersebut dapat diperoleh dari berbagai
fektor: upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, lugsnya pasar yang bar,
menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk
dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus nepara-negara tertentu dalam
perdagangan internasional”

Insentif pajak22 Agus Surahman, FI-UHivgpQQas Indonesia
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Sedangkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.” *
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. PJ A Adriani sebagat ilmuwan perntis
perpajakan di Indonesia yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada Negara vang dapat dipaksakan yang terutang

oleh yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berthubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan,”®

Kewajiban untuk membayar pajak tersebut akan mengurangi keuntungan
yang didapatkan oleh para penanam meodal, oleh karenanya penanam modal juga
dapat diberikan kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan melalui
insentif pajak di bidang perpajakan. Pembenan kemudahan atau keringanan ini
merupakan salah satu daya tarik investasi di Indonesia dan dimaksudkan untuk
meningkatkan investasi dengan menarik investor sebanyak-banyaknya untuk
berinvestasi di Indonesia,

Peraberian insentif pajak oleh pemerintah yang dituyjukan untuk
meningkatkan investasi merupakan perwujudan dan fungsi mengatur atau
regulerend dan dapat dinikmati atau dipergunakan oleh para investor baik investor
lvar negeri maupun investor dalam negeri, pada akhirnya diharapkan akan
meningkatkan penerimaan negara khususnya dan sektor pajak.

Insentif pajak yang dapat dinikmati oleh para investor sudah tentu harus
mempunyai daya tarik yang tinggi, jelas dan konsisten sehingga investor mau
berinvestast atau menanamkan modalnya di Indonesia, jika yang terjadi
sebaliknya, apapun insentif pajak yang ditawarkan tidak dapat menambah daya
tarik unfuk berinvestasi karena bagi investor yang paling utama adalah bagﬁimana

*indonesia. Undang-Undang No. 28 Tabun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1.

§ Santoso Brotodiharjo, Pengantar Hukum Pajak, (Bandung: PT. Eresco 1991), hal 2.
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mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamnya dari investasi yang mereka
lakukan.

Pemerintah telah memberikan berbagai macam bentuk insentif pajak
sebapai salah satu daya tarik untuk berinvestasi, yang tersebar dalam berbagai
macam peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong peningkatan
investasi di Indonesia

Pemberian insentif pajak dalam penerapannya dilapangan berbeda-beda,
disesuaikan dengan permintaan/usulan dari para pengusaha atau para investor
serta kebijakan pemerintah terhadap pengembangan suatu wilayah atau
pengembangan pereckonomian pada sektor usaha tertentu, Jika pada suatu sektor
usaha tertenfu arus investasi tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah akan
memberikan insentif pajak pada sektor usaha tersebut untuk menarik datangnya
investor sehingga sektor usaha tersebut dapat berjalan dengan baik.

Insentif pajak dapat digunakan untuk menarik datangnya modal asing
maupun modal dalam negeri. Melalui masuknya investasi atau penapaman modal,
diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan modal yang menjadi kendala
utama dalam menjalankan tugas negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh
negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum
asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh pihak asing.”™”’

Sedangkan vang dimaksud modal dalam negen adalah modal yang
dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia,
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum™®

Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa insentif pajak dapat digunakan
untuk mendorong kegiatan usaha dan dapat digunakan sebagai salah satu faktor
unttuk menambah daya tarik investasi di Indonesia. Pemberiar insentif pajak oleh
pemenntzh Indonesia yang terdini dan berbagai macam bentuk dapat dilihat pada
pemnbahasan benkut.

7 Ibid, pasal 1 angka 8.

® Ibid, pasal 1 angka 9.
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2.2 Bentuk Pemberian Insentif Pajak Di Indonesia

Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah terdin dari
berbagai macam bentuk, seperti insentif PPh, Insentif PPN dan PPnBM, serta
insentif PBB yang selalu berubah dan bertambah menyesuaikan dengan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah yang memegang kekuasaan pada saat itu.

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan mendorong peningkatan
investasi, Pemenintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2007 tersebut ditujukan untuk menarik datangnya investor baru
dan mendorong investor lama untuk melakukan perluasan usaha, berdasarkan
pasal 31 A Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir denpan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Pemerintah juga mengeluarkan berbapai peraturan mengenai pemberian
berbagai insentif pajak yang dapat dinikmati oleh para investor dalam rangka
menjalankan usahanya di Indonesia.

2,2.1 Insentif Pajak Pengbasilan {(PPh)

Didalam pasal 31 A Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17
tahun 2000 ayat (1) menyatakan bahwa :

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan atau di daerah-dacrah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam
bentuk:
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah penanaman yang dilakukan;
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
¢. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dani 10 (sepuluh)
tahun; dan
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d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut
perjanjian perpajakan yang bertaku menetapkan lebih rendsh. ’

Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, Nomor I Tahun 2007 sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, dalam pasal
2 di atur ketentuan sebagai berikut:

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negen berbentuk perseroan terbatas
dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:

a. bidang-bidang usaha tertentn sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
Peraturan Pemerintah ini; atau

b. bidang-bidang usaha tertentv dan daerah-daerah tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah im, dapat diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing
sebesar 5% (lima persen) per tahun;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai benkut :

Tarif Penvusutan dan
Kelompok Akriva Tetap | Masa Man (aat Ber daAs-:;l;'Jl-Ic;nsal\«slle rocle
Bernwujud Menjadi :
Garis Saldo
Lurus Mcnurun
I. Bukan Bangunan:
Kelompok | 2 tahon 5084 100%%
{dibeban-
kan
sckaligu s}
Kelompole 11 4 tahun 25 S0
Kelompok I S wahun 12 5% 25%
Kelompok 1V 10 rtahun 10% 20%
. Bangunan :
Permanein 10 tahun 104 -
Tidak Permanen 5 tahun 20% -

® Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31
ayat 1,
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c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek
Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih
rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

dan

d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3

4

5)

tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan
industri dan kawasan berikat;

tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500
(lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun
berturut-turut;

tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan
investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi
usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah);

tambahan 1 tahun : apabila mengelvarkan biaya penelitian dan
pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk
atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dar investasi
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau
komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) sejak tahun ke 4 (empat)."

Yang dimaksud dengan bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha

di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional
dan yang dimaksud dengan Daerah-daerah tertentu adalah daerzh yang secara
ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Pengertian ini lebih baik

daripada pengertian yang digantikan sebelumnya didalam Peraturan Pemerintah

0 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tabun 2007 sebagaimana terakhir diubah

dengan Pemmturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daersh-Daerah tertentu, pasal 2,
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Nomor 148 Tahun 2000 karena pengertian tersebut tidak terbatas pada daerah

tertentu saja.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2008 membawa angin segar dalam melakukan perbaikan iklim investasi di
Indonesia, akan tetapi hal itu tidak serta merta menparik penanam modal jika
implementasinya tidak dilakukan secara benar dan konsisten, “Fakia bahwa
Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 yang telah ada selama enam tahun
namun fidak dapat diimplementasikan sama sekali, menjadi dasar yang amat sah
(valid) untuk mempertanyakan kredibilitas kebijakan *!!

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, Pemerintah
memperluas jumlah bidang usaha dan dacrah lokasi investasi yang mendapat
fasilitas PPh dan untuk kegiatan usaha di bidang industri semen, yang melakukan
rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005, Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 juga mengatur bahwa Peraturan Pemerintah itu
akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak Peraturan
Pemerintah tersebut ditetapkan.

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) lainnya yang dapat dinikmati olch para
investor untuk menunjang kegiatan usaha diantaranya:

1) Dalam menghitung besamya PKP (Penghasilan Kena Pajak), wajib pajak
dapat membebankan penghapusan piutang yang nyatz-nya tidak dapat ditagih
sebagai biaya dengan syarat:

a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial; dan
b) telah diserahkan perkara peragihannya kepada Pengadilan Negent atau

BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan hutang

(peganjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang

bersangkutan; dan

! p_ Agung Pambudhi, Insentif Irvestasi, http://kppod.org/ind, 26 Oktober, 2008.
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¢) telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

d) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak

dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
(Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000; KEP-238/PJ/2001 tentang Penghapusan
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih).

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

kontraktor, konsultan, dan pemasok utama dar pekerjaan yang dilakukan

dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan
dana hibah dan atau dana pinjaman ivar negeri, ditangpung pemerintah;

(Peraturan Pemerintah Nomeor 25 Tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995).

Pajak Penghasilan sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah

dikurangi Pajak atas BUT (Badan Usaha Tetap) tidak dikenakan jika atas

penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat:

a) penanaman kembali dilakukan atas seluruh Penghasilan Kena Pajak
setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) dalam bentuk penyertaan modal
pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia
sebagal pendin atau peserta pendiri.

b) penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-
lambatnya tahun pajak benkutnya dar tahun pajak diterima atau
diperolehnya penghasilan tersebut, dan

¢) tidak melakvkan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling
sedikit dalam jangka waktu 2 {dua) tahun sesudah perusahaan tempat
penanaman dilakukan produksi komersial.

(Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Nomor
113/KMK.03/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang perlakuan perpajakan
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atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk

Usaha Tetap).
Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian
atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam
bentuk natura dan kenikmatan didaerab tertentu serta yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi
kerja (Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001
dan SE-14/PJ.31/2003 tanggal 5 Agustus 2003).
Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri pemeluk Agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam
negeri yang pemilik seluruhnya Agama Islam kepada Badan Amii Zakat atau
Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleb Pemerintah sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat,
boleb dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan atau penghasilan
neto wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak (Kep. Digen Pajak Nomor: KEP-
163/PJ/2003 tanggal 10 Juni 2003).
Fasilitas Perpajakan yang diberikan atas pelaksanaan proyek Pemerintzh yang
dibiayai dengan Hibah dan/atau Dana Pinjaman Luar Negeri yaitu Pajak
Penghasilan (PPb) vang terutang ditanggung Pemerintah atas Penghasilan
yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan proyek
Pemerintah oleh badan/perusahaan yang melaksanakan Pekerjaan Jasa
Pemborongan, Pekerjaan Jasa Konsultan Dan Pengadaan barang / peralatan.
{(Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001) contoh
pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
dan Kechidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Damussalam dan
Kepulavan Nias Propinsi Sumatra Utara pasca bencana alam gempa bumi dan
tsunami yang dibiayai dari danma yang berasal Hibah Luar Negen (Pasal 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2007).

2 Thon Hutageol, Op.Cir. Hal 337

Insentif pajak..., Agus Surahman, FHj{ivé}eRas Indonesia



31

7) Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan
sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sepanjang
memenuh! syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan sepanjang berhubungan dengan
kegiatan usaha. (SE-02/PJ.42/2002 tanggal 16 Februari 2002).

8) Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dibebankan sebagai
biaya fiskal dengan syarat benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya
dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
sckaligus dibuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak
Penghasilan / PPh (SE-27/PJ.22/1986)."

Dari beberapa insentif pajak penghasilan yang disebutkan diatas, dapat
kita lihat bahwa insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 pada pasal 2 yaitu pengurangan penghasilan
neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumiah penanaman modal, dibebankan
selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
berarti para investor menikmati pengurangan 5 % (lima persen) per tahun dari
jumlah investasi yang ditanamkan, insentif pajak ini sifammya mengurangi
penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau meunambah
kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Untuk cara menghitung kewajiban perpajakan pemerintah mengatur
besarnya tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib
pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeni serta BUT (Bentuk Usaha
Tetap) yang terdapat dalam pasal 17 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
nomor 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negen.

B Robert S. Simanjuntak, Fasilitas Perpajakan sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan
dalam Menunjang Investasi dan Penerimaar, Majalah Berita Pajak Vol XL 1604, 1 Februari 2008,

 Indonesia, Op.Cit. pasal 17,
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Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 25.000.000,00
(dua pulub lima juta rupiah)

3%

{lima persen)

Diatas Rp. 25.000.000,00

(Dua puluh lima juta rupiah) 10%

s.d Rp. 50.000.000,00 (sepuluh persen)
(lima puluh jutz rupiah)

Diatas Rp. 50.000.000,00 15%

(tima puluh juta rupiah) (lima belas persen)
s.d Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

Diatas Rp. 100.000.000,00 25%

(seratus juta rupiah) (dua puluh [ima persen)
s.d Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah)

Diatas Rp. 200.000.000,00 35%

(Dua ratus juta rupiah) (tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 10%
(lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen)
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Diatas Rp. 50.000.000,00

{lima puluh juta rupiah) 15%

s.d Rp. 100.000.000,00 (lima belas persen)
(seratus juta rupiah)

Diatas Rp. 100.000.000,00 30%
(seratus juta rupiah) (tiga puluh persen)

Khusus untuk orang pribadi wajib pajak dalam negen diberikan insentif
pajak yaitu pengurangan berupa Penghasilan Tidak kena Pajak sebagaimana
terdapat dalam pasal 7 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomeor 17
tahun 2000 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besamya Penghasilan
Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut: "

a. Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dini wajib pajak
orang pribadi;

b. Rp. 1.200.000,00 (satu juta duva ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib
Pajak yang kawin;

¢. Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seo-
rang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

d. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan Turus
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3

(tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.2.2 Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)

'* Indonesia, Tbid pasal 7.
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Untik menunjang Kkegiatan usaha para investor, Pemerintah juga

mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang PPN dan PPaBM
berdasarkan pasal 16 B Undang-undang tersebut.

Didalam pasal 16 B Undang-undang nomeor 8 tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000
ayat (1) menyatakan bahwa'® :

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak

dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya,
atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu didalam Daerah Pabean,
penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak
tertentu;

¢. impor Barang Kena Pajak tertentu;

pemanfaatan Parang kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;

pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM) vang dapat dinikmati

oleh para investor antara lain:

1) PPN dan PPnBM tidak dipungut di Kawasan Berikat Pulau Batam sesuai PP
No. 63 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah divbah terakhir dengan PP No.
30 Tahun 2005 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan Berikat
(Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yakni atas :

Penyecrahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena
Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor;
dan

Impor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha sepanjang BKP tersebut
digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor.

' Indonesia, Undang-Undang No. 18 Takun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 16 ayat 1.
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Pengertian Pengusaha yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak di
Kawasan Berikat (Bonded. Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang
melakukan kegiatan yang menghasilkan BKP untuk diekspor. Sedangkan yang
dimaksud dengan pengertian Kawasan Berikat (KB) adalah snatu bangunan,
tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan
kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang
bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan
pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari
dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), vang hasilnya terutama untuk
tujuan ekspor. (Per.MenKeu. No. 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan
Berikat).

2) Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat selain Kawasan Berikat Pulau

3)

Batam (PP No. 101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan
Berikat)

PPn dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP)
untuk diolah lebih lanjut dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Daerah
Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB)
atau antar Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Demikian juga atas
pengeluaran barang dan/atau bahan dari Pengusaha di Kawasan Berikat
(PDKB) ke Perusahaan Industri di Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)
tidak dipungut PPN dan PPnBM sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) yang
diserahkan oleh PKP dan Daerah Pabean Indonesia Lainnva (DPIL) kepada
Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) tidak mendapat fasilitas kecuali Jasa
Kena Pajak (JKP) untuk menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan
pesanan yang bahannya berasal dari dan atas petunjuk pemesan yang biasa
disebut dengan “Jasa Maklon”.

PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
untuk diolah antar Kawasan Bernkat, dari Kawasan Berikat kepada PKP EPTE
(Entrepot Produksi Tujuan Eksport} dan sebaliknva, dan penyerabhan Barang
Kena Pajak (BKP) antar PKP EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Eksport). Dan
atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar Daerah Pabean

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, QiP&ersitas Indonesia
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kedalam EPTE/KB diberikan Penangguhan Pembayaran PPN dan PPnBM.

(PP. No.3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perprjakan Ragi Pengnsaha Kena

Pajak berstatus EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Eksport) dan Perusahaan

Pengolahan di Kawasan Berikat).

Import atau Penyerahan BKP tertentu dan/atau Penyerahan JKP tertentu yang

dibebaskan dari pengenaan PPN (Sesuai PP No. 38 Tahun 2003 Tanggal 14

Juli 2003).

PPN minyak goreng curah dan kemasan yang ditanggung pemerintah

(Peraturan Menteri Keuangan Nomer : 14/PMK.011/2008) vang ditujukan

untuk menekan harga dipasaran.

Import dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang

dibebaskan dari pengenaan PPN ( PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007 dan PermenKeu. No.
36/PMK.03/2007).

Ketentuan ini dikelvarkan mengingat sifat dari BKP imi sangat dibutuhkan

oleh masyarakat. Ketentuan yang . terakhir ini dikeluarkan dengan

menambahkan penyerahan BKP yang bersifat strategis berupa RUSUNAMI

(Rumah Susun Sederhana Milik) yang dibebaskan dari Pengeznaan PPN.

Fasilitas Perpajakan yang diberikan atas pelaksanaan proyek Pemerintah yang

dibiayai dengan Hibah dan/atau Dana Pinjaman Luar Negeri (PP No. 42

Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 25 Tahun

2001) antara lain :

- PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk proyek Pemerintah yang meliputi
pemasukan barang / jasa dari luar Daerah Pabean oleh kontrakior utama
(impor BKP, pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud)

- PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan BKP/JKP oleh kontraktor
utama kepada pemilik proyek.

Salah satu contoh dari perlakuan PPN / PPnBM yang tidak dipungut adalah

atas pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstrukst

Wilavah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara pasca bencana alam gempa bumi dan

tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri (Pasal 2 PerMenKeu No.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH k2008« indonesia
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43/PMK.03/2007) dalam hal Impor BKP, Pemanfaatan JKP dari lvar Daerah
Pahean, Pemanfaatan BKP tidak berwnjud dari luar Daemh Pabean
Penyerahan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama dan sub kontraktor dan
atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama.

2.2.3 Insentif Pajak Bumi dan Bangenan

Untuk menunjang kegiatan usaha para investor, Pemerintah juga
mengelvuarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang PBB berdasarkan
pasal 19 Undang-undang tersebut.

Didalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang nomor 12 tabun 1994 menyatakan bahwa :'/

Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :
a. karena kondisi terientu objek pajak yang ada bubungannya dengan subyek
pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam ataun sebab lain vang luar
biasa.

Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat dinikmati oleh para
investor yaitu :

Insentif PBB yang diberikan kepada penanam modal berupa pengurangan
sebesar 50% atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama delapan tahun, sejak
diperoleh izin peruntukan atas hak atas tanah. (Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 748/KMK-04/1990).

Semus insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan
undang-undang, hal ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, akan
tetapi tidak berhenti sampai disini, pemerintah juga harus memperjuangkan
peraturan perundang-undangan tersebut sampai tahap pelaksanaannya.

2.3 Rendahnya Daya Tarik Indonesia di Bidang Investasi

"7 Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Temtang Pajak Bumi Dan Bangunan,
pasal 19 ayat (1).
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Daya tarik Indonesia dibidang investasi masih tergolong rendah, dapat
dilihat dari sejauhmana penilaian mengenai kemudahan berbisnis di. Indonesia,
menurut laporan Intemational Finance Corporation (IFC) Doing Business 2009,
peringkat Indonesia menurun dua peringkat dari 127 menjadi 129 dari 181 negara,
sedangkan dalam laporan tahun lalu, Indonesia berhasil memperbaiki
peringkatnya dari 135 dari total 175 negara pada tahun 2006 menjadi 123 dan
total 178 negara pada tahun 2007.'®

Penurunan peringkat kemudahan berbisnis ini harus dicermati oleh
Pemerintah Indonesia, dan seharusnya menjadi cambuk untuk ferus memperbaiki
kinerja dalam mendorong peningkatan investasi, dan terpenting adalah bagaimana
peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik,
sesuai yang diharapkan pemerintah, sehubungan dengan kewajiban pemerintah
untuk memalanurkan rakyatnya.

Hal tersebut diatas juga tidak teriepas dari kebijakan-kebijakan negara-
negara asing khususnya di wilayah Asean yang telah melakukan berbagai
perubahan kebijakan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor kedalam negara
mereka, kebijakan yang diterapkan oleh negara asing tersebut dapai dibandingkan
dengan kebijekan yang teclah dilakukan pemenntah, kemudian dikaji hal-hal
positif apa yang bisa diambil dan menycsuaikannya dengan keadaan di Indonesia,
contohnya dengan melihat kebijakan pemberian fasilitas atau insentif pajak di
Negara Singapura.

Perbandingan ini diharapkan dapat menjadi acuan agar iklim investasi di
Indonesia menjadi lebih baik, akan fetapi harus diingat, sejauhmana vang bisa kita
jadikan acuan mengingat Singapura adalah negara kecil yang lebih stabil
perekonomiannya sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang adalah negara
besar dengan permasalahan yang kompleks dan belum stabilnya perekonomian
Indonesia setelah kejatuhan ekonomi pada tahun 1998, disamping hal tersebut ada
perhedaan yang mendasar dalam pemberian fasilitas perpajakan antara Singapura

dan Indonesia.

' Peringkat Investasi Indonesia Turun, Bisnis Indonesia Kamis, 11 September 2008, hal.
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2.3.1 Insentif Pajak Di Singapura

Fasilitas pajak di Singapura berupa insentif paiak vang diberikan, lebih

ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor barang maupun

jasa'’ dan sebagai negara yang paling maju di ASEAN, Singapura melakukan

beberapa strategi untuk menarik investor, dengan cara memberikan sejumlah

insentif pajak yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :2°

a. Status pelopor (pioneer status). Pengurangan Pajak diberikan atas pajak

perusahaan (corporate tax) untuk jangka waktu antara 5 (lima) sampai 10
(sepuluh) tahun bagi perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai
perusahaan pelopor atas persetujuan Menteri Kevangan. Keringanan pajak
perusahaan tersebut berlaku sejak tahun produksi dari perusah2an yang
bersangkutan.

. Skema status pelopor bagi kegiatan perdagangan imbal beli (pioneer status

scheme for counter trade). Skema insentif ini diberikan pada tahun 1986,
yang dilaksanakan oleh Trade Development Board. Tujuan dari skema
insentif ini adalah untuk menjadikan Singapura sebagai pusat jasa
perdagangan imbal beli, dengan cara menarik perusahaan-perusahaan di
bidang perdagangan imbal beli yang telah berpengalaman untuk memiliki
pusat operasinya di Singapura. Perusahaan-perusahaan tersebut diberikan
pembebasan penuh dari pajak penghasilan atas keurtungan dan kegiatan
perdagangan imbal beli yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Insentif terhadap perluasan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat
(expansion of established enterprise incentives). Imsentif ini diberikan
dalam bentuk keringanan di bidang perpajakan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun. Perusahaan yang berbak memperoleh insentif ini adalah
perusahaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan memiliki status

expanding enterprise.

58.

1 Rachmanto Surahmat, Bunga Rampai Perpajakan, (Takarta: Salemba Empat, 2007), hal

* Suparji, Penanmman Modal Asing Di Indonesia, “Insentif v. Pembatasan”, Cet. I,

(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hal 192
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. Perusahaan ekspor (export enterprises). Keringanan Pajak untuk jangka
waktn selama-lamanya § (lima). tabun dapat diberikan kepada perucghaan
yang oleh EDB diklasifikasikan sebagai export enterprises. Dalam skema
ini, 90% dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dibebaskan
dari pengenaan pajak.

. Investment Allowance Incentives. Insentif ini diberikan kepada
perusahaan yang telah disetujui untuk melaksanakan proyek-proyek
manufaktur, tambahan manufaktur atas suatu produk, jasa teknik dan
rekayasa vang bersifat khusus, kegiatan riset dan -_pengembangan, bidang
konstruksi. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diberikan fasilitas
pengecuzlian pajak atas sejumlah keuntungan yang ditetapkan oleh
Menteri keuangan dengan besaran nilai setara dengan investment
allowance yang diberikan.

Post Pioneer Incentive. Terhadap perusahaan yang status pioneernya sudah
habis, dapat mengajukan permohonan perpanjangan menjadi status post
pioneer. Insentif ini diberikan atas dasar permohonan, jika terbukti
perusahaan melakukan incremental capital expenditurer atau melakukan
ekspansi dalam sejumlah kegiatan yang diinginkan, maka perusahaan yang
berstatus post pioneer tersebut dapat diberikan keringanan pajak
perusahaan tidak kurang dan 15%.

. Venture capital incentive. Insentif ini diberikan untuk mendorong investasi
dibidang teknologi baru, baik oleh perusahaan maupun individu. Untuk
perusahaan minimal 50% sahamnya dimiliki oleh warga negara Singapura
atau permanent resident. Kerugian yang dialami dalam investasi atau pada
saat perusghaan dilikuidasi dapat dialihkan dengan pajak pengbasilan
investor.

. Insentif khusus bagi investor asing. Non-resident di singapura memperoleh
pembebasan dan keringanan pajak, antara lain: Pajak atas bunga dar
deposito pada bank-bank di Singapura, pembebasan pajak atas estate duty
dari deposito dalam mata vang Asia; bonds dalam dollar Asia, bonds
pemerintah Singapura, serta pendapatan yang diperoleh dan kredit luar

negeri yang disefujui atau fasilitas jaminan.
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Dalam penerapan tarif pajak, khususnya bidang pajak penghasilan,
Singapura menetapkan 3 lapisan tarif dan tarf tertinggi untuk pajak penghasilan
suatu badan usaha sebesar 18% dan untuk wajib pajak perorangan dalam negeri
ditetapkan tujuh lapisan tarif dan tarif tertinggi pajak penghasilan sebesar 20%
dan untuk wajib pajak perorangan bukan dalam negeri dikenakan satu lapisan tarf
pajak penghasilan sebesar 15%. 2!

Singapura menerapkan tax holiday (pembebasan pajak) untuk jangka
waktu tertentu sedangkan Indonesia lebih menerapkan insentif pajak
(pengurangan-pengurangan pajak) daripada menerapkan tax holiday tetapi tidak
sepenuhnya menutup penggunaan tax holiday, Singapura juga menggunakan
Single Identification Number bagi pengawasan perpajakannya sedangkan
Indonesia baru akan menerapkan sistem tersebut jadi sistem yang dipakai tidaklah
sama dalam penerapan pemberian fasilitas perpajakannya.

Peinberian fasilitas pajak Singapura seperti pembebasan pajak, pengenaan
tanf yang amat murah ditujukan untuk menarik investasi global, dan karenanya
Singapura digolongkan atau termasuk kedalam kelompok negara-negara yang
discbut sebagai tax haven countries.

Menurut Hoyt L. Barber, pada umumnya negara-negara tersebut tidak
memiliki sumber daya alam dan tentorialnya kecil serta mengandalkan
penerimaan negaranya dari sektor jasa keuwangan, jasa lainnya dan sektor
pariwisata (misalnya Mauritus, Cayman Islands, British Virgin Islands,
Netherlands, Singapore, Cyprus, dan Seychelles).”

Dengan melihat pemberian fasilitas pajak dalam bidang investasi di
Singapura, terlihat bahwa Indonesia kurang memberikan daya tarik bagi investasi
dalam hal pemberian fasilitas pajak, khususnya dari besaran tarif yang dikenakan,
akan tetapi pemberian insentif pajak di Indonesia tidak dapat dikatakan tidak

menarik karena insentif pajak meinberikan manfaat kepada investor dalam rangka

2L htip:Hfworw asiabizsetup. com/singapore-corporate-taxation.aspx  diakses tanggal |

Nopember 2008.
2 Jhon Hutagzol, Darussalam, Danny Septriadi, Kapita Selekta Perpajakan, (Jekarts:

Salemba Empat, 2007) hal 84, Dikutip dari Hoyt L. Barber, Tax Havens: How (o Bank, invest, and
Do Business-Qffshore and Tax Free, McGraw-Hill, Inc, 1992,
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memperoleh keuntungan, dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007
kompensasi kerugian yang didapat oleh para investor dapat mencapai 10 tahun.

Pemerintah hendaknya terus mengkaji sektor-sektor mana yang akan
diberikan fasilitas pajak tersebut dan menghilangkan hambatan-hambatan
dilapangan -dalam rangka mendorong pcningkatan investasi di Indonesia, agar
para investor yang sudah ada tidak lari keluar serta meningkatkan investor baru
yang akan berinvestasi di Indonesia.

2.3.2 Realisasi Investasi di Indonesia

Rendahnya daya tarik Indonesia dibidang investasi, dapat dilihat dari
jumlah investor yang masuk dalam rangka menanamkan medal atau berinvestasi
di Indonesia, tetapi dengan rendahnya daya tarik tersebut; pada kenyataannye
tidak menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia,
karena ada faktor lain yang merupakan keunggulan Indonesia dalam menarik
investasi seperti: sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar
dan dapat menjadi potensi pasar yang besar pula, tenaga kerja yang relatif murah,
sertz bahan baku yang juga relatif murah? ditambah dengan letak geografis
Indonesia yang memudahkan perjalanan ke seluruh dunia.

Keunggulan dalarn berbagar faktor tersebut temyata tidak banyak
mendatangkan investor ke Indonesia, karena ada faktor lain yang dapat
menyebabkan investor enggan menanamkan investasinya di Indonesia seperti :
Aturan-aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, kestabilan ekonomi,
infrastruktur yang tidak memadai dan sejenisnya,” juga kesulitan untuk memulai
usaha, buruknya pemberian pelayanan investasi dan faktor lain yang dapat
menyebabkan daya tarik Indonesia menjadi rendah dalam bidang investasi, antara
lain yaitu kurang menariknya insentif pajak, tarif pajak, keamanan, dan
perburphan %

B Supari, Opeit hal 199,

M Pengusaha Menagih Pembebasan Pajak: Indonesia kalah bersaing dalam pemberian
insentif, Koran Tempo; Rabu, 12 Desember 2007.

25 hitp:/fwww.paiak go.id/index php?view= article & catid=91%3A herita&id=7022%3

tarff-pph-ri-bersaing -selasa-22-juli-2008. Diakses tanggel 15 oktober 2008.
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Aturan-aturan yang dapat menyebabkan investor enggan masuk ke
Indonesia.antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara pasal 2 huruf (i) “Keuvangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang
diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah™®® dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) yang dimaksud dengan “keuangan negara”
meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur tentang keuangan negara, dan yang dimaksud dengan
”lembaga atau badan lain” antara lain; badan hukum milik negara, vayasan yang
mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang,
dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara,”’ Prof. Arifin
P. Soeriatmadja menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini dapat menyebabkan investor asing tidak
tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia.

Stabilitas politik juga dapat menyebabkan investor enggan datang ke
Indonesia, jika stabilitas politk tergangen maka akan mempengaruhi jalannya
pemerintzhan oleh karena itu stabilitas politik merupakan salah satu keharusan
untuk datangnya modal asing ke suatu negara *®

Melemahnya investasi yang masnk juga dapat disebabkan oleh sikap
aparatur negara terutama aparatur pemerintahan daerah yang cenderung kurang
profesional dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan publik, sehingga
kurang mendukung penanaman modal® seperti banyaknya pungutan dan retribusi
daerah.

2 Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tafun 2003 Tentang Kenangan Negara, pasal 2
huruf (i).

™ Indonesia, Undemg-Undang No. 15 Takun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Kenangan,
penjelasan pasal 6 ayat (1)

2 Stabilitas Jadi Kunci Tarik Investor, Media Indonesia, 25 September 2006.

® Samsul Rivai, Pemda Wajib Mempermudah Investasi, Harian Indopos, Sabtu Tanggal
13 September 2008.
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Realisasi masuknya investor ke Indonesia dapat terlihat dari Tabel berikut;
Realisasi Investasi Di Indonesia

Penanaman Modal Asing™®
Tabel 1
Nilai
PMA Proyek (US5.Jutn)
2002 435 3.085,30
2003 570 5.450,40
2004 544 4,601,10
2005 909 8.914,60
2006 867 5.796,90
2007 983 10.341,10

Sumber: Sekretariat Negara R1

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan investas: Indonesia
khususnya dari penanaman modal asing dalam beberapa tahun terakhir terus
menunjukan peningkatan walaupus tidak-terlalu besar, terutama dari nilat proyek
investasi seiring upaya pemerintah yang secara terus menerus mempromosikan
keunggulan-keunggulan Indonesia.

Realisasi Investasi Di Indonesia
Penanaman Modal Dalam Negeri’'
Tabel 2

Nilai
PMDN Proyek (Rp.Milyar)

30 http://veww indonesia.go id/id/index.php?option=com_fronipage&Itemid=1, Diakses

tanggal 3 September 2008,

*! Ibid , Diakses tanggal 3 September 2008.
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2002 103 12.029,30
2003 119 11.890,00
2004 ' 129 15.264,70
2005 214 30.665,00
2006 164 20.788,40
2007 159 34.878,70

Sumber: Sekretariat Negara R1

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan investasi Indonesia
khususnya dari penanaman modal dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir
terus menunjukan penurunan tetapi meningkat nilai proyeknya.

Gambaran ini menunjukan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan
investasi yang masuk, belum menuaikan hasil yang memuaskan, dan semakin sulit
dengan adanya krisis perekonomian global yang disebabkan krisis ekonomi
Amenka.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
Universitas Indonesia



BAB3
REFORMASI UU PENANAMAN MODAL DAN UU PERPAJAKAN
DALAM MENDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

3.1 Kebijakan Penanaman Modal Dan Pengaturan Insentif Pajak Dalam UU
No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peningkatan pertumbuhan investasi khususnya dari investasi asing
memang masih rendah dan turunnya investasi dalam negeri merupakan suatu
kendala yang serius, karena pemerintah sangat memerlukan modal baik asing
maupun dalam negeri untuk menggali potensi-potensi perekonomian Indonesia,
yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan terutama untuk
melaksanakan kewajiban pemerintah dalam memberikan kemakmuran kepada
rakyainya.

Hal inilah yang menyebabkan pemerintah terus melakukan perbaikan-
perbaikan kebijakan khususnya di bidang ekonomi guna mendorong peningkatan
investasi, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai

penanaman modal.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal,
yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman modal, dan untuk [ebih mendorong peningkatan investasi pemerintah
juga merubah Undang-undang mengenai perpajakan, yaitu dengan disahkannya
UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
serta UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Pepanaman Modal ini
diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum, keadilan dan dapat
memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai pengaturan penanaman
modal di Indonesia .serta pengaturan pemberian fasilitas-fasilitas penanaman
modal yang lebih detail atau terperinci seperti insentif-insentif pajak yang dapat

dimanfaatkan oleb para investor/penanam modal baik dalam negeri maupun asing
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sehingga para investor tersebut akan tertarik untuk menanamkan modalnya di

Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi diantaranya
memberikan kesempatan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam
modal dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia, dan melakukan perbaikan-
perbaikan pelayanan khususnya dalam bidang penanaman modal serta
memberikan bermacam fasilitas pajak seperti penambahan insentif-insentif baru
termasuk pengurangan tarif dan menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP).

3.1.1 Perubzhan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, pemerintah melakukan
berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
investasi, seperti dikeluarkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, yang ditujukan untuk menggantikan Undang-undang No. 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Perubahan undang-undang penanaman modal dimaksudkan agar Indonesia
menjadi lebih menarik sebagai negara tujuan investasi, perubahan ini setidaknya
dilandasi tiga pertimbangan utama,' yaitu:

1. Untuk mempercepat pembangunan nasional, mengolah potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Untuk menghadapi perubahan perckonomian global dan keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional, perlu diciptakan iklim
penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan effisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi
nasional.

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalamn

' Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No. 25
Tahun 2007, Cet. I, (Jakaria: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal 41
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Negeri dan perubahan-perubahannya perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan
pembangunan hukum nasional, khususnya bidang penanaman modal.

Perubahan Undang-undang penanaman modal ini antara lain yaitu untuk
memperbaiki koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi, memberikan fasilitas
penanaman modal seperti insentif-insentif pajak, dan kemudahan pengesahan dan
perizinan penanaman modal, termasuk didalamnya pengaturan penyelesaian
sengketa.

Undang-undang ini memberikan jaminan perlakuan yang sama yaitu tidak
adanya perbedaan perlakuan terhadap para penanam modal yang akan melakukan
usaha di Indonesia, kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-
undangan.

Undang-undang juga tidak sepenuhnya melepas aturan penanaman modal
kearah liberalisasi ekonomi tetapi juga mengatur perlindungan terhadap para
penanam modal dalam negen, sebagai upaya penguatan daya saing perekonomian
nasional, perlindungan itu antara lain seperti pemberian fasilitas kepada industri
yang menggunakan barang modal atau mesin peralatan yang diproduksi didalam
negeri [pasal 18 ayat (3) huruf j] dan adanya persyaratan partisipasi modal dalam
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan [Pasal 12 ayat (5)].

Pengaturan tersebut diatas harus benar-benar mendapatkan perhatian serius
pemerintah, mengenai implementasinya di lapangan, jangan sampai datangnya
para penanam modal asing yang salah satu tujuannya adalah untuk menambah
pemasukan modal dan transfer teknologi temyata pada akhimya membuat mati
usaha para penanam modal dalam negeri karena ketidakmampuan untuk bersaing
terutama dalam permodalan dan penggunaan teknologi.

Pengaturan-pengaturan insentif pajak yang diberikan-pun harus selalu
dievaluasi, jangan sampai pembenan insentif pajak sangat memberatkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak tepat sasaran
sehingga pemberian insentif pajak sebagai salah satu faktor untuk mendorong
peningkatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.
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Pengaturan Insentif Pajak Dan Prosedur Untuk Mendapatkan Insentif

Pajak.
Insentif Pajak diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, pemberian fasilitas ini ditujukan kepada penanam

modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru
yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini:?

d.

b.

o

menyerap banyak tenaga kerja;
termasuk skala prioritas tinggi;

c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d.

melakukan alih teknologi,

melakukan industri pionir;

berada didaerah terpencil, dacrah tertinggal, dacrah perbatasan, atau
daerah lain yang dianggap perlu;

menjaga kelestarian lingkungan hidup;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang
diproduksi di dalam negen.

Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam

modal, khususnya dalam hal insentif pajak adalah :

I

Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat
tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu;

Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang
belumn dapat diproduksi di dalamn negen selama jangka waktu tertentu,

3. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

18.

? Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahin 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal
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Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan
waktu tertentu hanya dapat dibertkan kepada penanam modal baru yang
merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterksitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi
baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pengaturan insentif pajak di dalam Undang-undang tentang Penanaman
Modal merupakan rangkuman dari pemberian insentif pajak yang telah dilakukan
sebelumnya, yang diatur didalam Peraturan Pemerintah seperti Peraturan
Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah
Tertentu, hal ini merupakan pengaturan yang baik karena para penanam modal
dapat langsung mengetahui jenis-jenis insentif pajak seperti apa yang dapat
mercka terima, hanya dengan membaca Undang-undang tentang Penanaman
Modal Republik Indonesia, kemudian Peraturan Pemerintah ini diubah dengan
Peraturan Pemernintah Nomor 62 Tahun 2008 yang menambah bidang usaha dan
daerah-daerah yang dapat diberikan fasilitas tersebut.

Pemberian fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 62 Tahun 2008 berlaku bagi penanam modal dalam negeri yang berbentuk
perseroan terbatas atau koperasi, sedangkan bagi penanam modal asing hanya
berlaku bagi penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas.

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal
khususnya mengenai insentif pajak penghasilan secbagaimana yang dimaksud
dalam pasal 18 Undang-undang tentang Penanaman Modal, diatur dalam Undang-
undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebapaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 31 A, yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008
dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2007,
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 89/SK/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 2/P/2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas
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Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha

Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, serta Peraturan Direktur Jenderal

pajak nomor PER-67/PJ./2007 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak

Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu

Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Untuk mendapatkan fasilitas Pajak penghasilan ini, penanam modal
mengajukan permohonan sebagai berikut: setelah penanam modal atau investor
mendapatkan surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM
(Badan Koordinasi Penanaman Modal), kemudian penanam modal mengajukan
permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan bagi perusahaan
penanam modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah
tertentu kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BKPM, dengan melampirkan
persyaratan administrasi sebagai berikut:’

1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. Fotokopi Surat Persetujuan atau Jzin Prinsip tentang kegiatan usaha atau
bentuk perizinan sejenis lainnya dar instansi yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan,;

3. Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan
HAM, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru;

4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM;

5. Surat kuasa bermeterai cukup, apabila penandatangan bukan Direksi

Kepala BKPM akan mengevaluasi kelengkapan permohonan dan
kesesuaian bidang usaha, lokasi dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 mengenai bidang-bidang
usaha tertentu dan daerah-daerah terientu.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) han kerja setelah permohonan
diterima secara lengkap dan benar, apabila telah memenuhi semua persyaratan,

Kepala BKPM mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat

-

* Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor: 2/P/2008, Tanggal 14 Oktober 2008.
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Jenderal Pajak (DJP) nama-pama para penanam modal yang dapat diberikan
fasilitas pajak.

Usulan dari Kepala BKPM kepada Direktorat jenderal pajak, yang
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak kemudian diteliti dan dievaluasi oleh
Direktur Peraturan Perpajakan II, sesuai dengan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
mengenal bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu serta Pasal 2
ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 mengenai Usulan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pemberian fasilitas
Pajak Penghasilan, dengan melampirkan :

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak ; dan

b. Surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan
perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan dilengkapi dengan rinciannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang
persetujuan atau penolakan pembenan fasilitas pajak penghasilan diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) han kerja terhitung sejak
diterimanya usulan tersebut secara lengkap dan benar, apabila dalam 10 (sepuluh)
hari kerja, Keputusan belum diterbitkan maka usulan Kepala BKPM tersebut
dianggap disetujui.

Bagi Wajib Pajak yang mendapat Keputusan tentang Persetujuan
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, maka wajib pajak wajib mengajukan
permohonan untuk Penetapan saat dimulainya Produksi Komersial dan bagi Wajib
pajak yang menginginkan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kergian,
wajib mengajukan permohonan untuk penetapan Penambahan Jangka Waktu
Kompensasi Kerugian Kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak terhadap permohonan tersebut
diterbitkan dalam jangka waktu 30 paling lama (tiga puluh) hari kerja, terhitung
séjak permohonan diterima, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja,
Keputusan belum diterbitkan maka permohonan tersebut dianggap disetujui.
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Keputusan Saat Dimulainya Produksi Komersial dan Pepambahan Jangka
Waktu Kompensasi Kerugian, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
berdasarkan hasil pemenksaan lapangan atas pefmohonan tertulis Wajib Pajak
atau berdasarkan permohonan tertulis wajib pajak, sebagaimana diatur dalam
pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Direktur
Jenderal pajak nomor PER-67/PJ./2007 "fentang Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Pepanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Permohonan penctapan saat dimulainya produksi komersial, melampirkan
syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte pendirian;

2. Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan;

3. Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;

4. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib

Pajak;

Permohonan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian,
melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte pendirian;

2. Fotokopi Persetujuan penanaman modal haru di kawasan industri atau kawasan
berikat dan instansi yang berwenang;

3. Pernyataan hahwa Wajib Pajak telah mempekerjakan sekurang-kurangnya
500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama S {(lima) tahun berturut-
furut;

4. Pernyataan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial
dilokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar mupiah) untuk penanaman modal baru dilampin dengan dokumen-
dokumen pendukungnya;

5. Pernyataan biaya penelitan dan pengemhangan didalam negeri dalam
rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5%
(lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dilampiri
dengan dokumen-dokumen pendukungnya,

6. Pemyataan penggunaan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam
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negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 dilampiri
dengan dokumen-dokumen pendukungnya. *

Persyaratan yang dimaksud pada no. 2 sampai dengan no. 6 diatas adalah
pilihan discsuaikan dengan keadaan dan permohonan yang diminta oleh Wajib
Pajak, bentuk formulir permohonan tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dan
IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007 tanggal 5 April
2007.

Penanam Modal dapat pula menikmati bentuk insentif pajak lainnya ketika
penanam modal tersebut telah menjalankan usahanya di Indonesia seperti: dalam
menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak), wajib pajak dapat
membebankan penghapusan piutang yang nyata-nya tidak dapat ditagih,
Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atan
imbalan sechubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan didaerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekeriaan dapat dikurangkan dari penghasilan bnito pemberi kega, PPN dan
PPnBM tidak dipungut di Kawasan Berikat Pulau Batam sesuai PP No. 63 Tahun
2000 sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2005
tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam, Import danfatau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat
strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN ( PP No. 12 Tahun 2001
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tabun
2007 dan Permen.Keu. No. 36/PMK.03/2007), Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dan peraturan pajak lainnya mengenai insentif pajak, prosedur serta
persyaratannya diatur dalam Peraturan Pemerintah dari masing-masing objek
insentif pajak tersebut.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 juga diatur
mengenai sanksi bagi para penanam modal yang tidak menjalankan ketentuan
yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang terkait ,yaitu:
Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

® Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/P.J./2007 tanggal 5
April 2007.
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(1) fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;

(2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan; dan

(3) tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

3.2 UU Perpajakan Yang Lebih Kompetitif Dan Bersahabat Dengan Dunia
Bisnis.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, Pemerintah Indonesia
melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat
dengan investasi, perubahan tersebut tidak hanya mengubah undang-undang
tentang penanaman modal tetapi juga mengubah undang-undang mengenai
perpajakan seperti Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan terhadap Undang-undang scbagaimana tersebut diatas,
ditujukan agar Indonesiz mempunyai undang-undang yang lebih bersahabat
dengan kegiatan dunmia usaha, sehingga dapat lebih menarik bagi para penanam

modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

3.2.1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan
Perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2008, mengatur perubahan pasal-pasal yang lebih bersahabat dengan kegiatan
dunia usaha antara lain adalah mengenai masalah Keberatan dan Banding,
Pengajuan keberatan dilakukan oleh Wajib Pajak jika tidak setuju terhadap
Surat Ketetapan Pajak, atas hasil pemeriksaan yang dilakukan fiskus atau petugas
pajak terhadap Wajib Pajak tersebut dan jika keputusan keberatan juga tidak
disetujui oleh Wajib Pajak maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Dalam pasal 25 ayat 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa Pengajuan Keberatan

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, %R%%ersitas Indonesia



56

tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,
dengan kata lain, walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi proses
penagihan pajak tetap berjalan bahkan dapat mungkin dilakukan penyitaan,’
sedangkan bila Wajib Pajak melakukan banding atas keputusan keberatan, Wajib
Pajak harus melunasi terlebih dahulu hutang pajak minimal 50% (lima puluh
persen) sebagai syarat untuk mengajukan banding ®

Persyaratan minimal 50% pembayaran utang pajak dianggap tidak adil,
karena jumlah pajak yang terutang masih dalam sengketa antara fiskus/petugas
pajak dan Wajib Pajak serta persyaratan imi dapat memberatkan keuangan dari
Wajib Pajak itu sendiri, bahkan jika fiskus menetapkan pajak yang harus dibayar
jumlahnya milyaran rupiah dan keberatan Wajib Pajak pun ditolak bukan tidak
mungkin Wajib Pajak tidak mempunyai dana unfuk mengajukan banding.

Dalam pasal 25 ayat (3A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang baru, diatur bahwa,
dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib
Pajak wajib melunasi pajak yang masth harus dibayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
sebelum surat keberatan disampaikan,’ jadi Wajib Pajak diberi hak untuk
menunda pembayaran pajak sampai keluarnya Keputusan Keberatan atau Wajib
Pajak dapat tidak membayar terlebih dahulu jika menurut Wajib Pajak tidak
terdapat hutang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Keputusan keberatan,
didalam pasal 27 ayat (5) diatur bahwa, jumlah pajak yang belum dibayar pada
saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang
sampai dengan Putusan Banding diterbitkan,® jadi wajib pajak dapat tidak
membayar terlebih dahulu jika akan mengajukan keberatan bahkan sampai

* Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, pasal 25 ayat (7).

§ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Takun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, pasal 36
ayat (4).

" Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Takun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, pasal 25 ayat (3A).

¥ Ibid, , pasal 25 ayat (5C).
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banding, tetapi konsekuensinya jika permohonan keberatan ditolak maka Wajib

Pajak dikenakan denda 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang belum

dibayar sedangkan jika banding ditolak, dikenakan denda 100% (seratus persen)

dari jumlah pajak yang belum dibayar.

Pengaturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang terbaru ini terlihat iebih adil bagi Wajib Pajak jika dibandingkan
dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lama,
sehingga dapat dikatakan lebih bersahabat bagi kegiatan dunia usaha.

Peraturan lainnya yaitu tentang pemberian Sunset Policy yang diatur
dalam pasal 37 A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pemerintah menerbitkan peraturan ini karena pada saat pembahasan
RUU KUP, ada keinginan dari KADIN (Kamar dagang dan Industri) Indonesia
agar pemerintah memberikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty),” tetapi
tidak dikabulkan dan sebagai gantinya dikeluarkan peraturan mengenai Sunset
Policy ini, pengaturan dalam pasal ini adalah sebagai berikut:'®
(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak
yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini,
dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendafiarkan din untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini dibenikan penghapusan sanksi administrasi
atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum
diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak,
kecuali terdapat data atau Kketerangan yang menyatakan bahwa Surat

® Widi Pramono, Antara Tooe'Ampesty dan Sunset Policy, Opini, Majalah Berita pajak,
Vol. XL No. 1613, 15 Juni 2008 hal 28.

*® Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umtm Dan
Tata Cara Perpajakan, pasal 37A.
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Pemberitahuan yang disampaikan Wajib pajak tidak benar atau menyatakan
lebih bayar.

Pasal ini juga merupakan insentif yang diberikan bagi Wajib Pajak,
dimana terdapat 2 (dua) jenis pengampunan pajak yaitu berupa penpgurangan atau
pengbapusan sanksi administrasi berupa bunga serta sanksi administrast atas pajak
yang tidak atau kurang dibayar, selain itu pemerintah memberikan jaminan untuk
tidak dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy,
kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih
bayar, pemberian insentif ini dibatasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
diberlakukannya Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini
atau selambat-lambat akhir bulan Desember Tabun 2008.

Pemberian insentif ini ditujukan untuk mendorong kegiatan dunia usaha
dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk yang
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jadi dapat dikatakan babwa
peraturan ini juga termasuk salah satu peraturan yang bersahabat dengan kegiatan
dunia usaha.

3.2.2 UU No. 36 Tahuﬁ 2008 Tentang Pernbahan Keempat Atas UU No. 7

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak
Penghasilan (PPh) sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki iklim investasi,
perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini terutama dalam hal
besaran tarif dan meningkatnya besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
didalam UU PPh yang baru ini, juga merubab pengaturan mengenai pemberian
insentif pajak.

Dalam Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
diatur mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu sebagai berikut:''
(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

" Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas
Undeng-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan, pasal 7.
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Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan
untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan
untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilakukan penyesuaian

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dengan pengaturan naiknya PTKP ini,

maka para pengusaha mendapatkan pengurangan biaya usabz dari menurunnya

pajak pegawai perorangan ditempat usaha mereka.

Besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) juga berubah, untuk Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri diturunkan besarannya dari 35% (persen) menjadi
30% (peisen) pada tahun 2009 dan penghapusan lapisan tarif 10% (persen)
sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan pajak progresif
dengan lapisan dan tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampati dengan Rp. 50.000.000,00 5%
(lima puluh juta rupiah) (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) 15%
s.d Rp. 250.000.000,00 (limabelas persen)
(duaratus lima puluh juta rupiah)
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Diatas Rp. 250.000.000,00

(duaratus lima puluh juta rupiah) 25%

s.d Rp. 500.000.000,00 (duapuluh lima persen)
(limaratus juta rupiah)

Diatas Rp. 500.000.000,00 30%
(limaratus juta rupiah) {tigapuluh persen)

Sedangkan besaran tarif Wajtb Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk

Usaha Tetap diubah menjadi 28% (persen) pada 2009 dan menjadi 25% (persen)

di 2010, semula terdapat tiga lapisan tanif yaitu 10% (persen), 15% (persen) dan

30% {persen), dalam UU PPh ini juga diatur mengenai tarif atas penghasilan

berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri adalah

sebesar 10% dan bersifat final.
Pengaturan pemberian insentif pajak dalam pasal 31A juga mengalami
perubahan yaitu sebagai berikut:
(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di dacrah-daerah tertentu yang mendapat prioritas
tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dan
jumlah penanaman yang dilakukan;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 {sepuluh)
tahun; dan

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut
perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

dan ditambahkan pasal 31E yang mengatur sebagai berikut:

{1) Wajib Pajak badan dalam negen dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
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Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perubahan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan dunia usaha dan
menarik penanam modal agar mau menanamkan modalnya kembali di
Indonesia,” dan peraturan ini juga termasuk salah satu peraturan yang bersahabat
dengan kegiatan dunia usahs.

3.3 Tantangan Dalam Pelaksanaan Investasi
33.1 Pelayanan Terpadu Sate Pinta Sebagai Amanat Undang-Undang

Penanaman Medal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diatur dalam pasal 25 Undang-
Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan merupakan suatn
tempat untuk memperoleh perizinan bagi perusahaan penanam moda! yang akan
melakukan kegiatan usaha, tujuan dan pelayanan ini adalah unotuk membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan investasi, fasilitas
pajak, dan informasi mengenai penanaman modal.

Hal ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam
memulai usaha di Indonesia, dan diharapkan dapat tercipta penyederhanaan dan
percepatan perizinan, baik di pusat maupun daerah oleh karena itu pembentukan
pelayanan terpadu satu pintu ini tidak hanya dilakukan dipusat tetapi juga
diprovinsi atau kabupaten/kota.

Pengaturan dan tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu akan
diatur dalam Peraturan Presiden, akan tetapi sampai saat penelitian ini, pelayanan
terpadu satu pintu belwn dapat terlaksana secara baik dan Peraturan Presiden
mengenai pengaturan terschut belum juga dikeJuarkan, menyikapi hal ini
Pemerintah harus lebih berusaha keras agar amanat Undang-undang Penanaman
Modal ini terlaksana dengan baik, jangan sampai terkesan bahwa Pemerintah
kurang berhasil dalam melakukan koordinasi karena pelayanan ini terkait dengan
berbagai kewenangan dari berbagai instansi terkait, baik pusat maupun dacrah

2 Sri Mulyani, Tarif PPh Wajib Pajak Pribadi Dirombak Total, http:/jwww,
dannydarussalam. com/images/dots.gif, Diakses tanggal 30 Oktober 2008
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atau terkesan bahwa Pemerintah kurang serius untuk melakukan perbaikan iklim
investasi di Indonesia khususnya dalam perbaikan kemudahan berusaha.

Pengaturan mengenai koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan
penanaman modal diberikan kepada Badan Koordinasi Pelayanan Penanaman
Modal (BKPM), dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal
diatur tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut ;"

a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal;

b. mengkaji dan mengusuikan kebijakan pelayanan penanaman modal;

c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal;

d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di dacrah
dengan memberdayakan badan usaha;

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;

f mempromosikan penanaman modal;

g mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan
daya saing, menciptakan persaingan usaha yang schat, dan menyebarkan
informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan
penanaman maodal;

b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;

i. mengoordinasi penanaman modal dalam negen yang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan

J. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

selain tugas koordinasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertugas
inelaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga

3 Indonesie, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanamon Modal, pasal 28
ayat (1).
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harus dapat mengatur pendelegasian kewenangan antara pusat dan daerah serta
kewenangan antara insiansi teknis terkait yang berhubungan dengan penanaman
modal, jangan sampai terjadi tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah
maupun antar instansi teknis terkait sehingga dapat menjatuhkan citra Pemerintah
dimata para penanam modal dan babkan akan menyebabkan hilangnya
kepercayaan masyarakat.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 200 ersitas Indonesia



BAB 4
IMPLIKASI ATAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

4.1 Implikasi Positif Pemberian Insentif Pajak

Pajak merupakan suatu bagian penting dalam perekonomian, tanpa pajak
negara akan sulit untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan negara, dan
tanpa pajak negara akan sulit untuk membiayai pengeluaran negara baik
pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan,

Pajak sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pemasukan negara, olen
karenanya pajak harus didorong scoptimal mungkin, sehingga dapat menutup
peluang terjadinya defisit dalam neraca pembayaran, akan tetapi mendorong
peningkatan pajak pada saat sekarang ini sangat tidak memungkinkan, hal ini
terkait dengan rendahnya peningkatan investasi di Indonesia dan adanya krisis
keuangan Amerika Serikat yaug terus merambah keseluruh dunia termasuk
Indonesia.

Para Wajib Pajak di Indonesia yang juga merupakan para pelaku ekonomi,
mulai menghadapi tekanan yang luar biasa dari dampak krisis keuangan ini,
pemerintah juga merasakan dampak yang sama, ketika pemerintah Indonesia
berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya investor/penanam modal batk dan
luar negeri maupun dalam negeri dengan memperbaiki iklim investasi sebagai
salah satu cara untuk menjalankan roda perekonomian, mengatasi kemiskinan,
pengangguran dan semua yang berhubungan dalam rangka melaksanakan tujuan
untuk mensejahterakan rakyainya, dihadapkan dengan kendala krisis keuangan
sehingga para pemilik modal yang diharapkan akan banyak masuk ke Indonesia
cenderung menahan diri dan lebih selektif dalam melakukan kegiatan usahanya.

Oleh karenanya sangatlah tepat jika pemerintah menggunakan pajak
sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah dalam mengatur
perckonomian negara, terkait dengan fungsi pajak itu sendin. Fungsi pajak
sebagal sumber penerimaan negara atau untuk memasukan uang kedalam kas
negara dikenal dengan sebutan fungsi budgetair, disisi lain pajak juga dapat
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang ada diluar bidang
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keuangan seperti bidang ekonomi, sosial dan politik misalnya pajak digunakan
sebagai instrument peningkatan investasi dengan memberikan berbagai macam
insentif pajak, fungsi tersebut disebut fungsi mengatur."

Sesnai dengan karakteristik dari pengertian pajak, fungsi budgetair
merupakan posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi regulerend
(mengatur), tetapi akhir-akhir ini justru fungsi mengatur atau regulerend mendapat
peranan yang lebih besar daripada fungsi budgetair, yang diaplikasikan melalui
pemberian insentif pajak.

Dengan adanya pemberian insentif pajak seperti pengurangan tarif pajak
seperti tarif PPh (Pajak Penghasilan), tarif PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), pengurangan
tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak
Kena Pajak) serta insentif-insentif pajak lainnya, secara langsung atau dalam
jangka pendek dapat terlihat adanya potensi kehilangan penerimaan dan sektor
pajak akan tetapi dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Insentif pajak sangat penting diberikan karena sangat berguna untuk
membantu kegiatan usaha, agar tetap bertahan dan bisa berkemhang ditengah
krisis kevangan dunia, antara lain insentif pajak dapat diberikan kepada sektor
usaha barang-barang pokok atau strategis yang digunakan masyarakat seperti
terigu dan gandum, dengan memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak
pertambahan nilainya (PPN), dibarapkan para pengusaha dapat menurunkan harga
jual tengu didalam negeni sehingga terigu dan turunannya seperti roti, kue dan
berbagai macam mie dapat dibeli dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat,
dan jika daya beli masyarakat terus berjalan dengan baik, akan mengakibatkan
pengusaha dapat menjalankan perusahaannya dengan baik pula, seiring dengan
keuntungan yang didapat meningkat, maka pembayaran pajak pengusahapun
menjadi meningkat.

Insentif juga dapat diberikan kepada sektor yang berpotensi mendukung
pertumbuhan Industri Nasional seperti mesin perkakas pengerjaan logam yang
merupakan pendukung Industri Nasional yang berbasis bahan baku logam,

. ! Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, (Yogyekarta: Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, 2004), hal. 38.
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sehingga Industri yang berbasis teknologi ini dapat lebih berkembang. Direktur
Jenderal Industri Logam Mesin Tekstii dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perdagangan dan Perindustrian mengungkapkan bahwa, pemberian insentif pajak
yang terfokus pada jenis mesin perkakas pengerjaan logam didasarkan pada
besarnya potensi pasar industri bidang tersebut 2

Pemberian insentif pajak selain dapat menurunkan harga jual juga dapat
meningkatkan daya beli masyarakat, seperti naiknya besaran penghasilan tidak
kena pajak (PTKP) maka akan mengurangi biaya usaha bagi para pengusaha
sehingpa dapat meningkatkan keuntungan pengusaha dan memberikan manfaat
bagi para pegawal atau pekerja yang berpenghasilan tinggi maupun rendah,
dimana penghasilan mereka tidak dikenakan atau dipotong pajak sehingga
pendapatannya tidak berkurang dan meningkatkan daya beli mereka terhadap
suatu produk.

Insentif pajak juga dapat diberikan kecpada para pengusaha yang
beroricntasi ekspor, schingga harga-harga dari produk yang dijual oleh para
pengusaha Indonesia di pasar internasional dapat lebih bersaing dengan bharga-
harga dan produk sejenis yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha negara
pesaing.

Pemberian insentif dari sektor pajak selain ditujukan untuk mendorong
kineja bisnis atan usaha, jupa dapat dijukan untuk mendorong peningkatan
investasi atau untuk menarik datangnya penanam modal ke Indonesia dan siap
berkompetisi dalam menangkap investasi. Manfaat lainnya yang bisa kita ambil
dan pemberian insentif pajak adalah agar kita bisa berjuang dalam suatu posisi
yang sejajar dan seimbang dengan negara-negara lain, dan supaya Indonesia tidak
lagi hanya menjadi target pasar domestik maupun internasional tetapi juga dapat
menjadi suatu pusat produksi pasar ekspor.

Hal ini suatu keharusan yang dilakukan pemerintah dan sesuai dengan
konsepsi negara kesejahteraan dimana adanya kewajiban pemerintah untuk

memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat dalam rangka

% Ansari Bukhari, Industri Perkakas Logam Dapat Insentif Pajak, Majalah Berita Pajak,
No. 1570 Tahun XXXIV, 1 September 2006,
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mewujudkan kescjahteraan, disini peran pemerintah memasuki kehidupan dan
aktifitas ekonomi masyarakat.

Bagi Indonesia, konsep negara kesejahteraan (welfare state) sejalan tujuan
negara. Tujuan atau cita-cita negara ini tercanfum dalam undang-undang dasar
1945, tujuan negara tersebut adalah ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Konsep negara kesejahteraan merupakan perluasan dar negara hukum,
sebagaimana dikutip oleh Azhary, pada tahun 1976 Roberto Mangabiera Unger
dalam bukunya law and modern society menguraikan tentang pergeseran konsep
negara hukum ke negara kescjahteraan akibat dinamika yang berkembang dalam
negara kescjahieraan itu sendini. Pertama, meluasnya arti kepenttngan umum dan
pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat menggganggu pasar dalam
persaingan bebas.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian terdapat campur
tangan pemerintah yang lebih luas. Kedua, adanya peralihan gaya formalitas rule
of law ke orientasi prosedural yang merupakan substansi dari keadilan,' konsep
dari negara kesejahteraan (welfare state) memberikan peluang bagi pemerintah
untuk menyentuh seluruh kehidupan masyarakat.

Pemberian insentif pajak didalam undang-Undang Perpajakan diatur dalam
pasal 31A Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
sebagaimana telah diubab terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000°,
dan juga diatur didalam pasal 16 B ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewsah (PPN dan PPnBM) scbagaimana telah diubah terakhir dengan

* Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV Pembukasan UUD 1945,

* Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yurudis Normatif Tentang Unsur-
Unsurnya, (Jakarta: Ul Press, 1995} hal 43.

* Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31A.
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Undang-undang nomor 18 tahun 2000° serta terdapat dalam pasal 19 ayat (1)
Undang-undang nomor 12 tehun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Dalam hal untuk mendorong peningkatan investasi atau dalam rangka
menarik penanam modal untuk datang berinvestasi di Indonesia dan sebagai
peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17
tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah salah satunya adalah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal
di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Pemerintah ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan
kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta
pemerataan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-
daerah tertentu.

Pembenian insentif pajek ini menjadi salah satu daya tarik untuk
mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan daya saing nasional, dengan
pemberian insentif pajak yang menarik dan menjanjikan berbagai keuntungan
serta menghilangkan faktor-faktor penghambat investasi lainnya, maka para
investor akan lebih bersemangat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Semua negara didunia saling berlomba-lomba untuk meningkatkan daya
saingnya dibidang investasi, agar para investor mau menanamkan modalnya
dalam rangka mendorong pembangunan, oleh karena itu Indonesia harus
meningkatkan daya saingnya dengan mengerahkan semua potensi dan
keunggulan-keunggulan nasionalnya untuk memenangkan persaingan tersebut,
jika tidak atau hanya setengah-setengah maka investasi dari dalam negen maupun

luar negeri tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan,

§ Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pasal 16 ayat (1),

? Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
Pasal 19 ayat (1).
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Pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan modal dalam jumlah yang
cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh
Pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaba swasta, Keadaan
yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal terseburt
sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri,
apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia ussha swasta dalam negeri® pada
kenyataannya tidaklah demikian, pengadaan modal selalu menjadi permasalahan
bagi negara-negara berkembang kbhususnya Indonesia.

Kendala- kendala umum seperti pengadaan modal ini dapat diatasi, salah
satunya dengan menarik masuk investasi sebanyak-sebanyaknya dan pemberian
insentif pajak adalah salah satu cara untuk menarik masuk investasi tersebut,
dengan masuknya investasi maka dapat diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi
karena investasi berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat
secara umum, dan adanya harapan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat
serta peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat juga akan memberikan
penambahan potensi penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh)
pasal 21 melalui penyerapan tenaga kerja oleh penanam modal baru selain potensi
penerimaan pajak lainnya seperti PPh, PPN dan PPnBM yang bersumber dari
kegiatan usaha mereka,

Peraturan Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan mengenai insentif pajak
dalam rangka mendorong peningkatan investasi yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah No. 1 Tahun 2007, mengatur mengenai penanaman modal asing
(PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang telah memenuhi
persyaratan akan mendapatkan insentif potongan Pajak Penghasilan (PPh) 30%
(persen) secara beriahap, selama enam tahun, selain itu, investor (PMA dan
PMDN) juga mendapatkan insentif percepatan amortisasi dan penyusutan aset
tetap, dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dividen yang dibayarkan kepada
subjek pajak luar negeri dari 20% (persen) menjadi 10% (persen) atau tarif yang
lebih rendah berdasarkan tax treaty untuk menghindari pajak berganda (double

¥ Aminuddin lmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan ke-
3, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007) hal 2.
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taxation), serta kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tapi tak
lebih dari 10 tahun.

Pemberian insentif ini tidak bisa dikatakan tidak menarik, karena terdapat
peluang untuk meningkatkan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya, jika dibandingkan dengan tax holiday dengan
kisaran waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun justru akan lebih menarik,
ketika jangka waktu 5 atau 6 tahun terpenuhi maka pengusaha akan langsung
dikenakan tarif pajak yang berlaku sedangkan dalam pembenan insentif pajak
menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 pengusaha bisa mendapatkan
jangka waktu kompensasi kerugian yang lebih lama yaitu sampai dengan 10
(sepuluh) tahun. Hal ini berthubungan dengan jangka waktu untuk mendapatkan
keuntungan dari kegiatan usaha, dimana pada awal-awal beroperasi secara umum
pengusaha akan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar dalam
menyiapkan kegiatan wusahanya dan tidak langsung melakukan produksi
komersial, dan semakin mempunyal daya tarik karena insentif pajak tersebut
tercantum didalam pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal sehingga semakin dilindungi dengan hukum yang jelas.

Untuk mengikuti keinginan pengusaha dan banyaknya bidang-bidang
usaha serta daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, dimana dalam Peraturan Pemenntah
ini jumlah bidang usaha yang mendapat insentif Pajak Penghasilan bertambah dari
15 (limabelas) bidang usaha menjadi 23 (duapuluh tiga) bidang usaha dan bidang
usaha didaerah tertentu bagi investor untuk menanamkan modalnya bertambah
dan 9 (sembilan} bidang usaha daerah tertentu menjadi 15 (limabelas) bidang
usaha didaerah tertentu.

Bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran
I PP. No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008 juga

® Indonesia, Peraturan Pemeriniah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1
Tatnm 2007 Tentang Fasifitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Lampiran I, PP No. 62 Tahun 2008,
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merupakan persyaratan bagi investor yang meminta insentif pajak penghasilan
{PPh) tersebut, Bidang-bidang itu adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Peternakan.

2. Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman [UPHHK-HTI (HTI).

a. Pengusahaan Hutan Jati.

b. Pengusahaan Hutan Pinus.

¢. Pengusahaan Hutan Mahoni.

d. Pengusahaan Hutan Sono Keling.

e. Pengusahaan Hutan Albasia/ Jeunjing.

f. Pengusahaan Hutan Cendana.

g. Pengusahaan Hutan Akasia.

h. Pengusahaan Hutan Ekaliptus.

i. Pengusahaan Hutan Lainnya.

3. Penambangan dan Pemanfaatan Batubara Mutu Rendah (Low Rank Coal).
4. Pcnpusahaan tenaga Panas Bumi.
5. Kelompok Industri Susu dan Makanan Dari Susu.
Industri Susu.
6. Kelompok Industri Makanan Lainnya.
Industni Bumbu Masak dan Penyedap Masakan.
7. Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi.

a. Industri Persiapan Serat Tekstil.

b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang
dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan
Karung lainnya).

¢. Industi Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang
dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan
Karung lainnya) dan Industri Penyempurnaan kain dan/atau Industri
Pencetakan Kain.

d. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang
dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan
Karung lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan
Perlengkapannya.
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¢. Industri  Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan
Karung lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dan Tekstil dan
Perlengkapannya.

Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton / Paper

Board.

a. Industri Bubur Kertas (Pulp).

b. Industri Kertas Budaya.

¢. Industri Kertas Berharga.

d. Industri Kertas Khusus.

e. Industri Kertas Industri.

f. Industri kertas Tissue.

Pengilangan Minyak Bumi.

Pembangunan kilang mini gas bumi (Industri Pemurmian dan Pengolahan

Gas Bumi).

Kelompok Industri Bahan Kimia Industri.

a. Industri Kimia Dasar Anorganik Khior dan Alkali

b. Industri Kimia Dasar Anorganik lainnya

¢. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian

d. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi,
Gas Bumi dan Batubara.

¢. Industri Kimia Dasar Organik lainnya.

f. Industr Karet Buatan.

Kelompok Industri Barang-barang Kimia Lainnya.

a. Industri Bahan Farmasi.

b. Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik.

Kelompok Industri Serat Buatan.

Industri Serat Stapel Buatan.

Kelompok Industri Karet Dan Barang Dari Karet.

Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.

Kelompok Industri Barang-Barang Dari Porselin.

Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik dari porselin.

Kelompok Industri Logam dasar Besi dan Baja.
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a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel making).
b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and steel making) s/d
Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling).
17. Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi.
a. Industr Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.
b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi.
¢. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi.
d. Industri Pipa Dan Sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.
18. Kelompok Industri Mesin Dan Perlengkapannya.
a. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir.
b. Industri Motor Pembakaran Dalam.
c. Industri Pompa dan Kompresor.
d. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam.
e. Industri Mesin Tekstil.
f. Industri Mesin-Mesin.
Industri Khusus lzinnya.
19. Kelompok Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator.
a. Industri Motor Listrik.
b. Industri Mesin Pembangkit Listrik.
20. Kelompok Industri Elektronika dan Telematika.
a, Industri Mesin kantor, Komputési, dan Akuntansi Elektronik.
b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik).
c.Industri Tabung dan Katup Elektronik serta  komponen
elektronik lainnya.
d. Industri Alat transmisi dan alat komunikasi.
e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar,
dan sejenisnya.
f. Industri kamera fotografi.
g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak.
21. Kelompok Industri Alat Angkut Darat.
a. Industri Mesin/Peralatan unfuk pengolahan/ pengerjaan logam.
b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
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¢. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda
empat atau lebih.
d. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya.
22. Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu.
a. Industri Kapal dan Perahu.
b. Industri Peralatan dan Perlengkapan kapal.
23. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.

Bidang-bidang usaha tersebut juga mempunyai persyaratan mengenai
cakupan produknya masing-masing dan ketentuan untuk berintegrasi dengan
usaha budidaya setempat, sedangkan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah
tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran IT PP. No. 1 Tahun 2007
sebagaimana diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008'° juga merupakan persyaratan
bagi investor yang meminta insentif pajak penghasilan (PPh) tersebut, bidang-
bidang usaha dan daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Pangan.
a. Pertanian Padi. (Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan)
h. Palawija. (Jagung: Gorontalo, Lampung; Kedelai: Jawa Timur,
Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan,
Nusa Tenggara Barat, Jambi).
2. Pengembangan Budidaya Hortikultura.
a. Pertanian buah-buahan sepanjang tahun (Pisang: Nanggroe Aceh
Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara; Nanas: Lampung).
b. Pertanian buah-buahan musiman (Mangga: Jawa Timur).
3. Kelompok Industri Pengolahan Makanan.

Industn Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya. (Maluku, Maluku

Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo).

4, Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis agro.

19 Yndonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.
1 Takun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidimg
Usaha Tertentu daw/atau di Daerah-daerah Tertentu, Lampiran [, PP No. 62 Tahun 2008,
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a. Industri minyak pgoreng dari minyak kelapa (Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo).

b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian,
kacang-kacangan, umbi-umbian, dan  sejenisnya (Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo).

¢. Industri Gula Pasir (Di luar Jawa).

d. Industri Gula Lainnya (D1 luar Jawa).

¢. Industri Persiapan Serat Tekstil (Sulawesi Uiara, Sulawesi
Selatan, Sulawesi ' Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).

Kelompok Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki.

Industri Penyamakan Kulit (Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,

Sumatera Barat).

Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton.

Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton. (Di luar Jawa).

Kelompok Industri Barang Dari Palstik.

Industri Kemasan dan Plastik (Di luar Jawa).

Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips.

Industi Semen (Papua, Papua Baral, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi

Utara, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Acch Darussalam).

Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai.

Industri Batu Baterai Kering / Batu baterai Primer (Jawa barat).

Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaitkan Kapal dan Perahu.

a. Industni Kapal dan Perahu (Jawa Timur).

b. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal (Jawa Timur).

Kelompok Industri Furnitur.

a. Industri Furnitur dan kayu (Di Luar Jawa).

b. Industri Furnitur dari rotan dan/atau bambu (Di Luar Jawa).

Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu).

- Pengalengan, Penggaraman /  Pengeringan, Pengasapan,

Pembekuan, Pemindangan, Pengolahan / Pengawetan  Lainnya

(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
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Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, Maiuku, Papua).
13. Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya ( usaha terpadu).
- Pengalengan, Penggaraman /  Pengeringan, Pengasapan,

Pembekuan, Pemindangan, Pengolahan / Pengawetan Lainnya
(Nanggroe Acech Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Papua).
14. Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu).
- Pengalengan, Penggaraman /  Pengenngan, Pengasapan,
Pembekuan, Pemindangan, Pengolahan / Pengawetan Lainnya
{ Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa DBarat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tengpara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Papua).
15. Transhipment Port (Pulau Batam).

Dengan banyaknya bidang-bidang usaha yang diberikan insentif pajak
tersebut diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal baik dari penanam
modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA), pemerintah
harus terus mendorong daerah untuk menyiapkan keunggulan-keunggulan
daerahnya masing-masing dan memperbaiki sarana-prasarana bagi penanaman
modal sehingga dapat meningkatkan daya tarik daerah tersebut.

Berdasarkan perkembangan realisasi penanaman modal yang terdapat
dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal, terlihat bahwa untuk tahun 2007
jumlah penanam modal yang telah mendapat ijin usaha tetap (IUT) baik penanam
modal asing maupun penanam modal dalam negeri meningkat begitu juga dengan
nilai penanaman modalnya walaupun masih tergolong rendah tetapi jauh lebih
baik dan tahun 2006, untuk tahun 2008 terdapat penurunan jumlah penanaman
modal asing yang telah mendapatkan ijin usaha tetap (IUT) akan tetapi nilai
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penanaman modalnya meningkat dan untuk penanam modal dalam negeri yang
telah mendapatkan ijin usaha tetap (IUT) jumlahnya meningkat akan tetapi nilai
penanaman modalnya menurun, penanaman modal ini terbagi dalam beberapa
sektor, seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor

Tahun 2007"
Tabel 3
SEKTOR Jumlah Nilai Investasi
Investor | (Dlm USS$.000)
SEKTOR PRIMER 62 598.320
- Kehutanan/Forestry 0 0
- Perikanan/Fishery 5 24.744
- Pertambangan/Mining 34 309.844
- Peiernakan/Livestock 7 44651
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food 16 219.080
Crops & Plant.
SEKTOR SEKUNDER 390 4,696,984
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya 38 412.300
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & 1 10.850
Jam 36 157.868
- Ind. Barang Karet & Barang Plastik 17 127.833
- Ind. Kayw'Wood Industry 11 672.486
- Ind. Kertas, Barang Dan Kertas & 32 1.611.740
Percetakan
- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & 10 95.935
Farmasi/ Chemics 24 30.188
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu 99 714.115
- Ind. Lainnya/Other Industry
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & 53 704.121
Elektron ‘ 63 131.744

! Bedan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Trvestasi PMA Menurut Sekor Takun
2007.
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- Ind. Makanan/Food Industry 6 27.783
- Ind. Tekstil/Textile Industry
- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.
SEKTOR TERSIER 530 5.045.133
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and 3 119.298

Water 21 136.230
- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant 128 489.135
- Jasa Lainnya/Other Services 16 448.233
- Konstruksi/Construction 41 3.304.729
- Pengangkutan, Gudang & Komunikast 313 483.048
- Perdagangan &  ReparasiTrade & 8 64.460

Reparation
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran
TOTAL 2007 982 10.340.437

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor"
Tahun 2008, Per Oktober 2008
Tabel 4
SEKTOR Jumlah Nilai Investasi
Investor | (DIm US$.000)

SEKTOR PRIMER 49 312.858
- Perikanan/Fishery 3 2.357
- Pertambangan/Mining 37 173.706
- Peternakan/Livestock 1 4.542
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food 8 132.253

Crops & Plant.
SEKTOR SEKUNDER 392 3.893.457
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya 36 694.529
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & 7 15.631

Jam 37 212.443

12 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Investasi PMA Menurnt Sektor Takun

2008, Per Oktober 2008..
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- Ind. Barang Karet & Barang Plastik 17 105.175
- Ind. Kayw/Wood Industry 14 294 466
- Ind. Kerias, Barang Dan Kertas & 26 572.376
Percetakan
- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & 16 140.002
Farmasi/ Chemics 23 18.989
- Ind, Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu 117 1.012.259
- Ind. Lainnya/Other Industry
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & 32 455.350
Elektron 58 165.317
- Ind. Makanan/Food Industry 9 206.921
- Ind. Tekstil/Textile Industry
- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.
SEKTOR TERSIER 509 9.744.504
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and 4 26.872
Water 21 156.827
- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant 97 71.055
- Jasa Lainnya/Other Services 20 285.373
- Konstruksi/Construction 26 8.524.474
- Pengangkutan, Gudang & Komunikasi 326 506.257
- Perdagangan &  Reparasi/Trade & 15 173.645
Reparation
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran
TOTAL 2008 950 13.950.819
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor"
Tahun 2007
Tabel 5
SEKTOR Jumiah Nilai Investasi
Investor | Dim Rp.000.000

3 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Tahun 2007.
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SEKTOR PRIMER 29 4377315

- Kehutanan/Forestry 1 8.878

- Perikanan/Fishery 1 3.100

- Pertambangan/Mining 8 691.407

- Petermakan/Livestock 1 145.168

- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food 18 3.528.762
Crops & Plant.

SEKTOR SEKUNDER 101 26.289.824

- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya 8 609.378

- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & 0 0
Jam 10 564.524

- Ind. Barang Karet & Barang Plastik 3 38.762

- Ind. Kayw/Wood Industry g 14.548.241

- Ind. Kertas, Barang Darn Kertas & 14 1.168.225
Percetakan

- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & 2 58.451
Farmasi/ Chemics 2 36.515

- Ind. Kulit & Barang Dan Kulit & Sepatu 17 3.541.578

- Ind. Lainnya/Other Industry

- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & 27 5.371.715
Elektron 228.199

- Ind. Makanan/Tood Industry 2 124.236

- Ind. Tekstil/Textile Industry

- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.

SEKTOR TERSIER 29 4.211.552

- Elektrik, Gas dan Au/Electricity, Gas and 6 746.442
Water

- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant 3 127.661

- Jasa Laimnya/Other Services 4 797.506

- Konstruksi/Construction 4 2.110.711

- Pengangkutan, Gudang & Komuntkasi 7 286.249

- Perdagangan &  ReparasiTrade & 5 142.984
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Reparation
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran 0 0
TOTAL 2007 159 34.878.691
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor™
Tahun 2008, Per Oktober 2008
Tabel 6
SEKTOR Jumlah Nilai Investasi
Investor | DIm Rp.060.000

SEKTOR PRIMER 10 1.677.804
- Perikanan/Fishery 0 0
- Pertambangan/Mining 4 443.324
- Peternakan/Livestock 2 50.430
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food 4 1.184.050

Crops & Plant.
SEKTOR SEKUNDER 150 11.577.669
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya 5 310.439
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & 2 6.956

Jam
- Ind. Barang Karet & Barang Plastik 20 361.515
- Ind. Kayw/Wood Industry 1 17.745
- Ind. Kertas, Barang Dari Keitas & 12 586.498

Percetakan
- Ind Kimia Dasar, Barang Kimia & 20 484.665

Farmasi/ Chemics
- Ind. Kulit & Barang Dar1 Kulit & Sepatu 2 10.054
- Ind. Lainnya/Other Industry 2 18.000
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & 25 2.085.580

Elektron
- Ind. Makanan/Food Industry 41 7.069.339

% Badan Koordinasi Pengnaman Modal, Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor

Tahun 2008, Per Oktober 2008.
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- Ind. Tekstil/Textile Industry 16 454,121

- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind. 4 172716

SEKTOR TERSIER 34 2.626.983

- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and 3 519,793
Water

- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant 3 238.624

- Jasa Lainnya/Other Services 3 5.682

- Konstruksi/Construction 8 881.198

- Pengangkutan, Gudang & Komunikasi 3 405.712

- Perdagangan &  ReparasiTrade & 13 575.162
Reparation

- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran 1 811

TOTAL 2008 194 15.882.456

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peningkatan jumlah investasi di Indonesia tidak semata-mata disebabkan
dari pemberian insentif pajak oleh Pemerintah, terlihat dari masih sedikitnya
jumlah pengusaha atan investor yang memanfaatkan insentif pajak tersebut
khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007, akan
tetapi hal ini dapat discbabkan juga oleh berbagai perbaikan iklim investasi yang
dilakukan pemerintah Indonesia, seperti kemudahan memulai usaha, kemudahan
pengurusan perolehan ijin, kemudahan perpajakan, serta faktor keunggulan-
keunggulam Indonesia dibidang investast seperti sumber daya alam yang
melimpah, jumlah penduduk yang besar dan dapat menjadi potensi pasar yang
besar pula, tenaga kerja yang relatif murah, serta bahan baku yang juga relatif
murah,'’ ditambah dengan letak geografis Indonesia yanmg memudahkan
perjalanan ke seluruh dunia.

Keunggulan geografis Indonesia antara lain bahwa Indonesia adalah
negara kepulavan terbesar di dunia yang terdin atas 17.508 pulau, membentang
sepanjang 5.120 kilometer dari timur ke barat dan 1.760 kilometer dari utara ke

15 Suparji, Opcit hal 199,
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selatan. Pulau-pulau itu tersebar di lebih dari sepersepuluh panjang khatulistiwa di
antara Asia Tenggara dan Australia, menutupi wilayah daratan sekitar 2 juta km?
dan perairan teritorial yang hampir empat kali luas tersebut, dengan luas
1.919.440 km® (741.050 mil persegi), menempatkan Indonesia sebagai negara
terbesar ke-16 di dunia berdasarkan luas daratan. Kepadatan rata-rata
penduduknya adalah 134 orang per km® (347 orang per mil persegi). Jawa adalah
pulau terpadat di dunia, dengan kepadatan penduduk 940 orang per km” (2.435
per mil%).'¢

Sangat jelas terlihat keunggulan-keunggulan Indonesia untuk
mendatangkan investasi dan bukan semata-mata berasal dani insentif pajak yang
diberikan, akan tetapi semua keunggulan-keungulan tersebut harus dikelola
dengan sebaik mungkin dan pemberian insentif pajak-pun harus menarik schingga
Indonesia dapat menjadi negara tujuan investasi para investor.

Pemberian insentif dari sektor pajak dapat mendorong kinerja bisnis dan
perbaikan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi, namun
pengumpulan dana unfuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan,'’ oleh karena itu harus diatur
secara proporsional antara pemberian fasilitas insentif pajak dan keperluan
penerimaan negara.

Jika insentif pajak yang diberikan ternyata kurang menarik dan tidak tepat
sasaran bagi investor maka potensi kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat
tertutupi dari meningkatnya pembayaran pajak investor yang sudah ada dan telah
melakukan kegiatan usaha ataupun potensi penerimaan pajak dari para investor
baru yang melakukan kegiatan usazha di Indonesia, tidak akan tercapai dan hanya
akan memberikan pandangan negatif dari para investor karena kurang seriusnya
pemerintah dalam mengatur bidang investasi serta dapat memberikan efek negatif

bagi penerimaan negara.

4.2 Implikasi Negatif Pemberian Insentif Pajak.

18 http://www.bkpm go.id/id/indonesia_brieffgeography.

"7 Gunadi, Insentif PPh kurang efektif. http://www infopajak comftax_kliping.htm,
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Pemberian insentif pajak dapat memberikan implikasi yang negatif, jika
pemberian insentif tersebut tidak tepat sasaran ataupun kurang menarik bagi
investor baru untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tidak menariknya
insentif pajak tersebut dapat disebabkan berbagai banyak faktor antara lain tidak
mudahnya penerapan insentif pajak tersebut dilapangan.

Jumlah investor yang memanfaatkan insentif pajak berdasarkan Peraturan
Peinerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
No. 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-dacrah Tertentu, insentif
Pajak Penghasilan (PPh) ini telah diberikan sejak bulan januari 2007 tetapi sampai
juli 2007 belum ada pelaku usaha yang memanfaatkannya, sebagaimana
pemnyataan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada
acara Commerce Talk di Jakarta.'®

Lambannya realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 antara
lain disebabkan adanya perbedaan penafsitan antara Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Pajak. Badan Koordinasi Penanaman
Modal menganggap insentif pajak dapat diberikan kepada semua perusahaan yang
mengantungi ijin usaha baru maupun perluasan usaha dan beroperasi secara
komersial sejak Januari 2007, sedangkan Ditjen Pajak beranggapan, yang berhak
memperoleh insentif pajak adalah perusahaan yang telah mengantungi ijin usaha
tetap (IUT) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal per Januari 2007, jadi
perusahaan yang telah mendapatkan ijin usaha tetap (IUT) sebelum Januar 2007
fidak berhak untuk mendapatkannya.

Dari 184 perusahaan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan
fasilitas Pajak Penghasilan, baru 52 perusahaan yang sudah diberikan persetujuan
untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) tersebut, beberapa
perusahaan yang tidak mendapatkan tnsentif pajak dikarenakan terbentur masalah
administratif yaitu belum mnempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan

8 Kebijakan Fiskal, Insentif Pajak Belum Dorong Investasi, Kompas Cyber Media,
Tanggal : 12 Juli 2007.

¥ PM-Ditjen Pajak Pecahkan Kebuntuan PP Insentif Pajak, Investor Daily Indonesia
Tanggal : 23 Oktober 2007.
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sebagian lagi karena sudah mendapatkan ijin usaha tetap dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebelum 1 Januari 2007, 52 perusahaan yang pertama kali
mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan insentif pajak adalah:
1. PT Cahaya Angkasa Abadi,

2. PT Adhisakti Kreasi Persada,

3. PT Arezda Purnama Loka,

4. PT Banyu Lancar Unggul Engineering,

5. PT Batara Surya Mulia,

6. PT Bhumi Sriwijaya Energy,

7. PT Bumifood Industry,

8. PT Daido Indonesia Manufacturing,

8. PT Delta Jaya Mas,

10. PT Dodo Activewear,

i1. PT Ecorea Logis-tech,

12. PT Ejs Agro Mulia Lestari,

13. PT Etenndo Nusa Graha,

14. PT Excel Metal Industry,

15. PT FSCM Manufacturing Indonesia,

16. PT Hariff Daya Tunggal Engeenering,

17. PT Hatarindo Wood Industry,

18. PT Horizon Agro Industr,

19. PT Indah Kiat Pulp and Paper tbk,

20. PT Indo Sukses Sentra Usaha,

21. PT Informatics Qase,

22_ PT Internex Indonesia,

23. PT Inti Hijau Kahuripan,

24. PT Intiguna Primatama,

25. PT Kawasaki Motor Indonesia,

26. PT Kawashima Engeenering Plastic Indonesia,
27. PT Litle Giant Steel,

28. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry,

26. PT Marumo Indonesia Forging,

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, %R'ﬁ%ersitas Indonesia
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30. PT Maloax Global Sukabumi,

31. PT Mulia Cemerlang Abadi Multi Industry,
32. PT Murini Samsam,

33, PT Navatani Persada,

34. PT Nissui Investment and Management Indonesia,
35. PT Pradja Pharin,

36. PT Progress Diecast,

37. PT Puira Adil Laksana,

38. PT Sahabat Mewah dan Makmur,

39. PT Satonas Utama,

40. PT Sekishin Farina Wood Indonesia,
41. PT Semeru Surya Steel,

42, PT Semesta Margareksa,

43. PT Shin Heung Indonesia,

44, PT Sinar Gaya Busana,

45. PT Surye Multinde Industri,

46. PT Tae Hang Indonesia,

47. PT Traninde Sinar Utama,

48. PT Tsuzuki & Asama Manufactruing,
49. PT Wahana Citra Nabati,

50. PT Wahana Hasil Gemilang,

51. PT Inti Mukti Kahuripan, dan

52. PT Semesta Berjaya.

Perbedaan penafsiran antara instansi-instansi pemerintah seperti yang
terjadi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Koordinasi Penanaman Modal,
dapat menimbulkan ketidak percayaan para penanam modal, dan hal ini
mencerminkan kurangnya koordinasi antar instansi, dan bila diperhatikan para
instansi pemerintah juga terlihat Iebih mementingkan kegiatan sektoral dar
pekerjaannya dan bukan memikirkan kepentingan nasional.

Pada heberapa perusahaan yang ditelak usulannya oleh Dircktorat Jenderal
Pajak untuk mendapat fasilitas pajak sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan
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Pemerintah No. 1 Tahun 2007 disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan
admimstratif setelah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu belum
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, (NPWP) padahal persyaratan tersebut
merupakan persyaratan yang mudah dan tidak menyulitkan, dan persyaratan
tersebut juga sudah harus dipenuhi ketika perusahaan mengajukan usulan kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan insentif pajak
penghasilan (PPh) tersebut, seharusnya perusahaan-perusahaan yang ditolak
tersebut sudah tersaring terlebih dahulu di BKPM.

Seharusnya perbedaan pendapat diantara instansi pemerintah tidak perlu
dibesar-besarkan dan jangan sampai diketahui oleh publik sehingga tidak timbul
pandangan bahwa instansi-instansi tersebut saling mempertahankan pendapatnya
masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Jika antar instansi-instansi
pemerintah tidek ada kesatuan maka dapat juga menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.

Penyebab lain dari kurang dimanfaatkannya insentif pajak disebabkan oleh
buruknya infrastruktur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik,
Perpajakan & Kepabeanan, Sistem Fiskal dan Moneter Harniyadi B. Sukamdani
mengatakan kebanyakan pengusaha juga enggan memanfaatkan fasilitas insentif
Pajak Penghasilan (PPh) tersebut, karena daerah yang dikategorikan tertentu
tersebut kebanyakan kondisinya masih buruk, infrastrukturnya masih belum
tersedia dan tenaga kerjanya tidak tersedia sehingga harus melakukan pemindahan
tenaga kerja dari tempat lain,*

Perusahaan yang telah diberikan persetujuan untuk mendapatkan insentif
Pajak Penghasilan (PPh) juga masih didominasi perusahaan di Pulau Jawa
sebagaimana diakui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi
seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, bahwa sebagian besar dan 52 perusahaan penerima fasilitas PPh
itu berada di Pulau Jawa karena perusahaan-perusahaan tersebut memang
memiliki kualifikasi lebih baik, dan industri yang didukung fasilitas infrastruktur

yang canggih, sementara im memang baru ada di Pulau Jawa, dia mencontohkan,

®  Insentif PPh Untuk Investasi Tidak Bantu Pengusaha, hitp:/ferwrw.danny
darussalam.comy engine/artikel/art. php? artid = 3688, Jumat, 7 Nopember 2008
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industri di Sumatera Utara sempat tumbuh dengan batk, tetapi surut karena krisis
listrik berkepanjangan di daerah tersebut, ketika listrik hilang (karena kerap terjadi
pemadaman bergilir) di Sumatera Utara, industri berbasis karet habis dari sana®'.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad
Widjaya juga sependapat bahwa insentif pajak masih sulit penerapannya
dilapangan, di bidang usaha keramik, misalnya, bahan baku memang berlimpah di
Kalimantan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik keramik
sangat tinggi, namun, nilai investasinya dikhawatirkan tidak sebanding dengan
prospek bisnisnya.

Masalahnya, selama infrastruktur belum dipersiapkan secara matang,
pengusaha akan menghadapi persoalan ekonomi biaya tinggi dalam sistem
distribusi, apalagi daya beli masyarakat masih sulit diandalkan *

Infrastruktur yang buruk di Indonesia merupakan kendala yang serius bagi
investasi karena merupakan hal yang mendasar dalam melakukan suatu kegiatan
usaha, kondisi infrastruktur yang tidak mendukung kegiatan usaha akan
menycbabkan investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia, sektor infrastruktur
itu antara lain seperti jalan dan iistrik.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyatakan bahwa investor
sebelum meiakukan investasi akan melihat kondisi sarana dan prasarana jalan.
Jaringan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan
berbagal model transportasi baik darat, laut dan udara dalam menunjang kegiatan
investasi,” sebagai contoh Jawa Barat bagian selatan relatif lebih berkembang
pada saat ini karena adanya pengaruh jalan tol Jakarta-Bandung dan jalan tol
Jakarta-Serang, yang dilanjutkan jalan provinsi menuju Ujung kulon.?*

2 Industri di Jawa Lebih Banyak Manfaatkan Insentif PPh, http:{/www.infopajak com
/tax_kliping. htm, Tanggal 22 Januari 2008,

% nsentif Pajak Belum Dorong Imvestasi, http://www.dannydarussalam.
com/engine/artikel/ art. php? artid=3334, Tanggal 12 Juli 2007.

2 Faisal Basri, Marrufaktur Dan Infrastrultur, Kompas, 29 Mei 2006,

® Didik J. Rachbini, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi
Politik}, Cetakan Pertama, {Jakarta: PT. Indeks, 2008) hal 84.
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Pemerintah mempromosikan sarana infrastruktur jalan di Indonesia,
dimana terdapat jaringan jalan Indonesia sepanjang total 268.030 km, termasuk
103.430 km di Sumatera, 54.301 km di Jawa, dan 5.653 km di Bali. Sebagian
besar kota-kota di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali tersambung dengan jalan
raya antarprovinsi atau antarkota,”” akan tetapi kondisi dan prasarana jalan
tersebut belum banyak menunjang kegiatan usaha, seperti masih banyak jalan
yang berlubang bahkan didaerah tertentu sering terjadi longsor ketika waktu hujan
yang menyebabkan terganggunya perjalanan darat tersebut, keadaan seperti ini
masih banyak ditemui didacrah-daerah Indonesia dan dengan kualitas jalan yang
tidak bagus fersebut dapat menyebabkan biaya tinggi bagi usaha, sudah pasti
investor enggan bahkan tidak akan mau mepanamkan modal pada suatu daerah
jika infrastrukturnya tidak mendukung bagi kegiatan usahanya.

Pemerintah juga harus segera menambah dan meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana infrastruktur jalan tersebut dan menghilangkan hambatan-
hainbatan daiam pelaksanaannya, seperti dalam hal pengadaan tamah, Didik J
Rachbini menyatakan®® ketika pembangunan infrastruktur melewati tanah rakyat,
rakyat atas nama reformasi berani menentang dan memberontak keras, padahal
kebutuhan publik mendesak, contoh pembangunan jalan tol menuju bandara
bandara Surabaya yang saat ini belum selesai, bahkan dijadikan ajang praktik
pencaloan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menaikkan harga
yang setinggi-tingginya.

Dalam masalah ini seharusnya pemerintah dapat lebih tegas dan lebih
mementingkan kepentingan publik akan tetapi penggantian yang diberikan jangan
sampai merugikan bagi masyarakat dilokasi pembangunan tersebut dan juga harus
dipertimbangkan masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan dari pembangunan
infrastruktur tersebut karena bukan mustahil akibat pembangunan infrasturuktur
akan mengakibatkan hilangnya lahan-lahan produktif yang menjadi tumpuan
hidup masyarakat diwilayah tersebut.

% Infrastruktur, http://www.bkpm.go.id/id/indonesia_brief/geography.

26 Opeit, Didik J. Rachbini hal 86.
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Buruknya infrastruktur juga dapat dilihat dan survei yang dilakukan oleh
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia pada tahun 2005 menunjukan bahwa rata-rata gangguan listrik padam
adalah 19 kali dalam 6 bulan terakhir dengan rata-rata lama pemadaman adalah
124 menit untuk setiap kali pemadaman, dan gangguan tegangan listrik mencapai
38 kali dalam 6 bulan terakhir. ¥

Selain buruknya infrastruktur, ketentuan yang disyaratkan dalam cakupan
produk juga menambah berat persyaratan bagi penanam modal, contohnya jumlah
buruh dalam industri tekstil minimal 1000 tenaga kerja, persyaratan ini juga
menjadi faktor tidak menariknya insentif pajak yang ditawarkan pemerintah,
Ketua Umum Asosiasi Pengusaba Indonesia, Sofjan Wanandi, menpgatakan masih
sedikit pengusaha yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak penghasilan (PPh)
seperti diatur PP No. 1/2007 karena beratnya persyaratan, seperti contoh di usaha
tekstil disyaratkan harus punya buruh paling sedikit 500 orang pekerja selama
lima tahun berturut, padahal sekarang pengusaha tekstil lebih suka menggunakan
mesin karena lebih efektif. ™

Persyaratan dalam cakupan produk yang memberatkan lainnya seperti
dalam kelompok industri susu dan makanan dari susu dimana produknya hanya
untuk susu bubuk, susu kental manis dan susu cair hal ini berarti bentuk lain dan
produk susu selain yang tersebut tidak diperbolehkan.

Persyaratan yang memberatkan juga dapat ditemukan dalam Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 89/ SK/ 2007 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasililtas Pajak Penghasilan Bagi
Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di
Daerah-Daecrah Tertentu, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: Atas dasar
permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Badan

Koordinasi Penanaman Modal melakukan evaluasi atas kelengkapan permohonan

77 Ringkasan Eksekutif Pemantauan Iklim Investasi di Indonesia Tahap I’ Lembaga
Penyelidikem Ekonomi dm Musyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mei 2005.
dikutip dari: Suparji, Penwraman Modal Asing Di Indonesia, Insentif v. Pembatasan, Cetakan 1,
(Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2008) hal 145.

B Iusentif PPh investasi sulif diraih, bttp://www.dannydamssalam.com/engine/artikel/art.
php?artid= 3334, 18 September 2008,
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dan kesesuaian bidang usaha, lokasi, persyaratan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 serta tingkat realisasi
penanaman modal yang bersangkutan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2)
disebutkan bahwa: Tingkat realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mencapai minimal 75% dari pembangunan fisik yang
direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan, yang tercantum dalam
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).”

Dengan adanya persyaratan tersebut sudah pasti akan mengurangi daya
tarik terhadap insentif pajak yang ditawarkan pemerintah, hanya untuk diusutkan
agar dapat mendapatkan insentif pajak penghasilan tersebut, penanam modal
harus melakukan pembangunan fisik penanaman modal mereka minimal 75%
(persen).

Sulitnya penerapan hukum dilapangan memang bukanlah masalah yang
sederhana, akan tetapi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang
dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3)*":

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
maka pemerintzh barus menjunjung tinggi hukum, dan menyadari bahwa
kewajiban pemerintah bukan hanya membuat undang-undang bahkan lebih dan
itu adalah bagaimana suatu undang-undang dapat dijalankan dalam praktiknya
(penegakan hukumnya).

Persyaratan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tidak sepenuh
hati dalam memberikan insentif pajak, sebagaimana yang terjadi sebelumnya,
bahwa Peraturan Pemerintah No 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atan
Di Daerah Daerah Tertentu yang secara umum mengatur hal yang sama dengan
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 akan tetapi tidak berjalan dengan baik
karena tidak adanya kejelasan mengenai bidang-bidang usaha dan daerah-daerah
tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dan karenanya jelas
terlihat persyaratan untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak tersebut dalam

* Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No, 89/SK/2007.

*® Indonesia, Undang—Undang Dasar 1945, ps. 1 ayat (3).
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pelaksanaannya tidaklah mudah dan cukup untuk sulit dipenuhi oleh para
pengusaha.

Persyaratan yang tercantum didalam Peraturan Kepala Badan Koordinast
Penanaman Modal No. 89/SK/2007 akhimya ini dihapus oleh BKPM, begitu juga
dengan peraturannya dan diganti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 2/P/2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas
Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu”’ perubahan suatu peraturan
pemerintah secara cepat ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan para penanam
modal dan terkesan bahwa pemerintah kurang serius dalam memberikan
perlindungan hukum bagi investasi.

Pengusaha yang sudah melakukan kegiatan usaha di Indonesia, juga
menekankan agar pemerintah tidak hanya memberikan insentif pajak hagi
industri yang melakukan investasi pembangunan pabrik baru, industi yang
berhasil menciptakan teknologi terbaru dalam penghematan energi semestinya
juga diberikan insentif pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Pemasaran
PT. Toyota Astra Motor, Joko Trisanyoto, bahwa pemerintah seharusnya juga
membernkan untuk industri otomotif terutama bagi produk hemat energi,
contohnya kendaraan jenis Hybrid dimana konsumsi BBM bisa mencapai satu
liter berbanding jarak tempuh 25 kilometer sedangkan yang biasa hanya satu liter
berbanding jarak tempuoh 10 kilometer, sehingga pemakaian atau konsumsi BBM
menurun karena adanya penggunaan kendaraan yang hemat bahan bakar.”

Pengusaha yang bergerak dalam bidang yang belum mendapatkan fasilitas
insentif pajak juga menuntut agar pemerintah segerz menambah bidang-bidang
usaha lainnya karena mereka juga merasa layak untuk mendapatkan insentif pajak,
hal im dapat dimengerti karena pemberian insentif pajak secara umum maupun
yang terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2008 tersebut dirasa tidak
adil bagi para pengusaha, apalagi mereka juga mendapat tekanan dan krisis

%' Baden Koordinasi Penanaman Moadal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal No. 2/P/2008.

* Rancu Insentif Bagi Industri, http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/ art.php?
artid= 2539, 6 Juli 2008,
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keuangan global yang kini melanda hampir keseluruh dunia dan hampir kesemua
sektor usaha.

Jadi pemberian insentif pajak ini harus terus dievaluasi dan dikaji
efektifitasnya, jika terdapat bidang usaha yang membutuhkan insentif pajak secara
mendesak harus cepat ditanggapi oleh pemerintah dan jika terdapat bidang-bidang
usaha tertentu dan daerah-daerah terientu yang sudah siap untuk dipromosikan
untuk investasi, maka segera ditambahkan dalam daftar bidang-bidang usaha dan
daerah tertentu tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah
No. 62 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa:

(1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah i akan dievaluasi dalam waktu paling
lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang
dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam mengeluarkan suatu kebijakan
mengenat insentif pajak karena insentif pajak kurang efektif dalam meningkatkan
investasi terutama jika tidak diikuti dengan perbaikan faktor-faktor penghambat
investasi, selain buruknya infrastruktur faktor yang dapat menjadi penghambat
investasi adalah stabilitas politik dan keamanan serta buruknya pelayanan
investasi.

Bagi investor faktor stabilitas politik dan keamanan ini akan dikaji bukan
hanya dalam jangka waktu 10 atau 30 tahun, akan tetapi lebih dari itu dan bagi
investor adalah penting untuk mengkaji data sejarahnya, terutama bagi daerah-
daerah dan juga negara-negara yang mempunyai sejarah terjadinya suatu
konflik,”’ karena pada daerah atau negara tersebut, sewaktu-waktu dapat terjadi
pengulangan konflik.

Krisis stabilitas politik dan keamanan juga dapat menyebabkan keraguan
investor asing, berdasarkan data di BKPM terjadi penurunan kinerja investasi
pada tahun 1998 dan keraguan investor asing itu setidaknya terlihat dari
pembatalan rencana investasi Seagate Technology Ltd, perusahaan perangkat

komputer yang membatalkan investasinya senilai Rp. 10 Trilyun di Kawasan

 Itham Fahmi, Analfisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik, Cetakan
Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006) hal 142.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, %R%%ersitas Indonesia



94

Industri Medan akibat kekhawatiran mereka terbadap kondisi politik dan
keamanan dalam negeri, sehingga mereka pindah ke Philipina. Dapat diketahui
bahwa Seagate ini merupakan salah satu perusahaan yang mendapat kemudahan
dari pemerintah berupa tax holiday.**

Kasus politik dan keamanan lainnya yang menyebabkan terhambatnya
investasi adalah aktivitas dari Organisasi Papua Merdeka yaitu Kongres Papua.
Hasil Kongres Papua untuk keluar dari Indonesia sangat berpengaruh terhadap
investasi di Papua, penpusaha baik dari dalam maupun luar negeri batal
menanamkan modalnya di Papua.”

Olch karenanya pemerintah harus menjamin keamanan diseluruh wilayah
Indonesia pada umumnya dan keamanan para investor pada khususoya, karena
jika tidak ada jaminan keamanan, investor tidak akan mau datang untuk
menanamkan modalnya, terkait dengan besarnya jumlah dana yang akan mereka
keluarkan untuk melakukan suatu investasi.

Faktor lain yang tidak kalah menentukan adaiah pelayanan penanaman
modal, buruknya pelayanan penanaman modalnya ini antara lain dalam proses
pemberian perijinan penanaman modal, dalam proses ini penanam modal
menginginkan proses pengurusan yang cepat, persyaratan yang jelas dan biaya
yang wajar, hambatan ini dapat dipcrmudah dengan mengadakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu ini ditujukan untuk membantu penanam
modal dalam memperoleh kemudahan proses perijinan penanaman modal.

Pelayanan perijinan usaha didaerah dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya untuk mendapatkan SIUP (Surat Ijin Usaha
Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dilayani oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian; IMB (Jjin Mendirikan Bangunan) dilayani oleh
Dinas Tata Ruang, HO (Hinder Ordonantie-Ijin Gangguan) dilayani oleh Bagian
Perckonomian Bappeda; 1ijin lokasi dilayani oleh BPN (Badan Pertanahan
Nasional) dan sebagainya dengan adanya PTSP, pelayanan usazha dilayani oleh

* Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Perafuran Perundang-undmgan
Penanaman Modal di Indonesia, Buku 1, Harvarindo Jakama, hal iv. Dikutip dari Hulman
Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modual Asing, Edisi Revisi, (Jakarta:
IND HILL CO, 2008) hal 15.

35 OPM Dan Irnvestasi di Irian Jaya, Kompas, 19 Oktober 2001,
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satu instansi yang melakukan pelayanan bersifat paripurna yakni: menerima dan
verifikasi berkas sampai keluarnya keputusan, Pelayanan Terpadu ini selain
mempersingkat waktu juga meminimalisir biaya illegal proses perijinan. Beberapa
daerah yang telah menerapkan PTSP dengan kinerja yang bagus, diantaranya:
Kota Jogjakarta, Kota Cimahi, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Sragen dan Kabupaten Jembrana *®

Pemerintah harus memperhatikan faktor lainnya dan tidak terpaku pada
bidang pelayananan saja akan tetapi juga konsistensi dalam jasa pelayanan yang
diperkenankan yang dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
retribusi-retribusi daerah karena pungutan tersebut akan menyebabkan biaya
ekonorni tinggi yang memberatkan investor.*’

Dari beberapa fakfor penghambat investasi diatas, dapat dimengerti dan
dipahami bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu untuk datangnya suatu
investasi akan tetapi insentif pajak hanya merupakan salah satu daya tarik bagi
investasi.

Kaziah Abdul Kadir, deputy director General I Otoritas Pengembangan
Industri Malaysia (MIDA) menyatakan bahwa insentif pajak bukan faktor paling
menentukan bagi investor dalam menentukan lokasi tujuan investasi. Faktor-
faktor fundamental adalah lebih penting, seperti stabilitas politik dan ekonomi,
ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik,
pemberian insentif (pajak) untuk investasi harus selektif karena sangat mahal dan
dapat menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan, mengurangi penerimaan
pajak dan mengekang anggaran dan harus terus-menerus ditinjau ulang
efektivitasnya.®

Distorsi atau penyimpangan sistem perpajakan dalam pemberian insentif

pajak harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat

3 p. Agung Pambudhi, Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pelayanan invesiasi, Jurnal
Hukum Dan Pasar Modal, Volume 11I/Edisi 4, Agustus-Desember 2008, hal 87.

¥ Hasil Wawancara dengan Bapak Tjip. Ismail, Pakar Pajak Daerah, tanggal 29 Oktober
2008.

3s!nsennf!’qiak Bukon Penentu Daya Saing, Investor Daily, 18 Nopember 2005.
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Jenderal Pajak, bagaimana mencegah tindakan-tindakan yang tidak baik, yang
dilakukan para pengnam modal asing maupun penanam modal daiam negeri
terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka, seperti
pembayaran pajak, pengadaan bahan baku dari dalam negeri, mempekerjakan
tenaga kerja lokal sesuai dengan persyaratan, proses produksi, pemasaran dan
sejenisnya, Ditjen pajak harus aktif dalam pengawasan dan tidak hanya terpaku
dalam bidang pengawasan administrasi, Ditjen pajak harus meningkatkan
kinerjanya dalam memahami bidang teknis, oleh karenanya peningkatan kualitas
dari para pegawai pajak (fiskus) harus terus ditingkatkan.

Perlu dicermati oleh pemerintzh Indonesia, mengenai datangnya para
penanam modal khususnya penanam modal asing, jika diperhatikan dengan
tingginya tanf pajak di Indonesia dan kurang menariknya insentif yang diberikan
tetapi investor tetap datang, apakah karena faktor keunggulan—keunggulan
Indonesia atau karena faktor pengawasan pemerintzh Indonesia di segala bidang
terutama dalam bidang penanam modal yang masih sangat rendah, sehingga
walaupun tarif pajak yang dikenakan terhadap mereka tinggi akan fetapi tanpa
pengawasan yang ketat dari pemerintah, maka mereka akan tetap menikmati tarif
pajak yang rendah bahkan tidak terkena pajak sama sekali,

Haruslah diingat bahwa para penanam modal datang semata-mata hanya
untuk mengejar keuntungan, sebagaimana pengertian investasi hahwa investasi
adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing
maupun domestik dalam berbapai bidang usaha yang terbuka untuk investasi,
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan,”” dan dalam mengejar keuntungan
mereka akan melakukan berbagai cara bahkan cara-cara yang negatif. |

Cara-cara negatif antara lain adalah melakukan berbagai upaya
penghindaran pajak seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping,
dan controlled foreign corporation (CFC).

% Tbid hal 33.

4 «Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan Anti Tax
Avoidance,” Inside Tax Edist Perkenalan (September 2007): 6.
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Dugaan banyak terjadinya penghindaran pajak oleh penanam modal asing,
dapat kita lihat dari banyaknya perusahaan penanaman modal asing yang merugi
tetapi terus heroperasi di Indonesia dan berasal dani banyak sektor, sebagaimana
diberitakan pada salah satu harian yang menyatakan bahwa di Indonesia, pada
tahun 2002, 70 % (tujuh puluh persen) Perusashaan PMA (Pepanaman Modal
Asing) tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) karena laporan keuangannya
merugi’'. Kemudian pada tahun 2005, Menteri Kevangan saat itu, Jusuf Anwar
menyatakan bahwa terdapat sekitar 750 perusahaan bermodal asing di Indonesia
yang mengaku rugi selama lima tahun terakhir, padahal kondisi perusahaannya
sehat .

Perusahaan bermodal asing yang mengaku rugi dan menghindari pajak di
Indonesia tersebut setidaknya berasal dari enam negara. Anggota Panitia Khusus
RUU Perpajakan, sekaligus anggota Komisi XI DPR, Dradjad H. Wibowo
menyebutkan bahwa Perusahaan PMA yang diduga tidak membayar pajak selama
lima tahun berturut-furut itu berasal dari Korea Selatan, Singapura, Amerika
Serikat, Jepang, Taiwan, dan Austraba. Selain jtu terdapat juga beberapa negara
dari Eropa®.

Perusahaan PMA yang mengaku rugi tersebut berasal dari macam-macam
sektor industr, yaitu:

- Sektor pertambangan, minyak dan gas, serta batu bara sebanyak 146
perusahaan;

- Industri kayu dan barang dari kayu, namun tidak termasuk fumitur,
sebanyak 100 perusahaan;

~ Industri mesin, peralatan kantor, dan akuntansi sebanyak 37 perusahaan;

- Listrik, gas, uap, dan air panas sehanyak 50 perusahaan,

- Penjualan, pemeliharaan, reparast mobil dan sepeda motor sebanyak 74

perusahaan;

* 70 Persen PMA Tidak Bayar Pajak, hitp:{/werw kompas.com, 27 Agustus 2002.

2 Komentar Menken soal PMA Mengecewakan, hitp:/fwww kompas.com, 24 November
2005.

 PMA Nakal Harus Dikenai Sanksi Pidana, htip;//werw kompas.com, 26 November
2005.
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- Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa sebanyak 171
perusahaan;,

- Properti dan hotel sebanyak 147 perusahaan;

- Jasa kebersihan sebanyak 6 perusahaan,

- Sektor lain-lain sebanyak 19 perusahaan®,

Bukankah suatu perusahaan melakukan investasi adalah untuk mencan
keuntungan yang sebesar-besarnya, dan suatu perusahaan yang independen tidak
akan dapat bertahan untuk menderita kerugian yang terus menerus tanpa
melikuidasi usaha tersebut™®.

Pemerintah harus tegas dalam permasalahan ini, jangan sampai pemberian
insentif pajak, berubah menjadi celah untuk dapat melakukan upaya penghindaran
pajak, sehingga tujuan pajak untuk kemakmuran rakyat menjadi sulit untuk
terwujud.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-bssarmnya kemakmuran rakyat.” 6

Efektivitas dad suatu pembenan insentif pajak, juga tidak dapat terlepas
besamya tanf pajak seperti tarif pajak penghasilan badan maupun orang pribadi,
akan tetapi juga harus memperhatikan insentif pajak dan besaran tarif pajak yang

diberikan negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara,

Jika Indonesia memberikan bermacam insentif pajak akan tetapi besaran
tarif pajak baik badan maupun orang pribadi masih tinggi, dapat menjadi salah
satu penyebab tidak menariknya insentif pajak yang diberikan apalagi jika para
negara-negara dikawasan Asia Tengpara yang juga merupakan pesaing Indonesia

dalam menank investasi, besaran tanf pajak yang mereka berikan jauh lebih

4 Investasi Terpengaruh,” htip:/iwww kompas com, 25 November 2005,
* OECD Transfer Pricing Guidelines, hitp:/fwww.oecd org, diakses 8 Desember 2007,

“Indonesia. Undang-Undang No. 28 Talum 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan, Pasal 1 angks 1.
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rendah seperti Singapura yang memberikan besaran tarif pajak badan tertinggi
18% dan besaran tarif untuk pajak penghasilan orang pribadi tertinggi 20%.

Persaingan tarif ini masih diperberat lagi dengan sistem pemajakan atas
dividen (tidak seperii Indonesia yang mengenakan Pajak Penghasilan PPh orang
pribadi atas dividen sedangkan Malaysia dan Singapura membebaskannya), dan
cakupan geografis pemajakan (tidak seperti Indonesia yang mengenakan pajak
atas penghasilan global). Malaysia dan Singapura mengenakan pajak hanya atas
penghasilan dalam negeri masing-masing, selain tarif Pajak Penghasilan PPh
tersebut, Singapura hanya memungut Pajak Pertambahan Nilai 5% dan Indonesia
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.*’

Jadi pemberian insentif tidak akan effekiif jika tidak memperiimbangkan
pemberian insentif pajak negara-negara pesaing, dan pemberian insenfif pajak
tersebut tidak akan maksimal bahkan hanya akan menyebabkan potensi
kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak serta pada akhimya akan
memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penanam modal
yang diharapkan tidak akan datang karena pemerintah diibaratkan sedang
memoles dan mempercantik wajah sedangkan penyakit kronis didalam tubuhnya
tidak dinpayakan penyembuhan, kefika insentif difawarkan mereka memberi
tanggapan yang hangat akan tetapi tidak akan mau didalam pelaksanaannya.

Pemberian insentif pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah
benar, dimana selain memberikan insentif pajak pada suatu bidang usaha tertentu,
pemerintah juga menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan
penurunan tarf pajak, akan fetapi pemerintah harus memikirkan lebih lanjut
akibat negatif lainnya dari pemberian insentif pajak tersebut.

Banyaknya pembenan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah
Indonesia dalam rangka mendorong kegiatan usaha seperti penurunan farf,
menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, pemotongan pajak penghasilan (PPh)
dan insentif pajak lainnya menimbulkan potensi kehilangan bagi penerimaan

% Insentif PPh kurang efektif, Bisnis Indonesia, Tanggal 19 Februari 2007.
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pajak, Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution,* menyatakan bahwa perubahan
UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) akan mengakibatkan potensi kehilangan
pajak sekitar Rp 40,8 triliun pada 2009, potensi kehilangan tertinggi datang dari
penurunan farif tertinggi PPh Badan sebesar Rp 14,3 triliun, potensi kehilangan
lainnya disumbangkan oleh perubahan lapisan dan penurunan tarif tertinggi PPh
orang pribadi sebesar Rp [1,6 triliun, dan peningkatan penghasilan tidak kena
pajak (PTKP) sebesar Rp 5,3 triliun, potensi kehilangan lainnya berasal dari
sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan dan gbyek pajak sebesar Rp 3,2 triliun,
penurunan tarif UMKM badan Rp 1,2 triliun, dan pembebasan pembayaran fiskal
keluar negeri uptuk tabun 2009 bagi yang memiliki NPWP sebesar Rp 1,7 triliun.

Tingginya potensi kehilangan penerimaan pajak ini harus benar-benar
dicermati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan harus diimbangi dengan pengawasan
dan penegakan hukum yang lebih serius terhadap para penanam modal yang
mendapat insentif pajak tersebut, karena pemberian insentif pajak sangat rawan
terhadap praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha.

Pemerintah harus segera memikirkan potensi penerimaan dari sektor-
scktor lainnya sehingga dapat menutup peluang tegadinya defisit anggaran
negara, untuk ifu intensifikasi dan ekstensifikasi harus lebih ditingkatkan, untuk
intensifikasi atau peningkatan jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak yang ada
memang akan lebih sulit mengingat hampir semua wajib pajak merasakan tekanan
yang sama akibat krisis keuangan dunia, akan tetapi ektensifikasi atau
peningkatan jumlah wajib pajak baru masih sangat terbuka lebar, karena masih
banyak masyarakat yang sudah termasuk dalam kategori wajib pajak belum
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), schingga pemerintah dapat
menggali poiensi pajak dari para wajib pajak baru tersebut baik dan ekstensifikasi
vang dilakukan para petugas pajak maupun dari para penanam modal baru di
Indonesia.

Pemerintah juga harus menghentikan segala pemberian insentif pajak yang
belum perlu atau tidak dalam keadaan memaksa karena dengan potensi kehilangan

penerimaan yang tinggi, pemerintah harus melihat apakah insentif pajak yang

8 Tarif PPh Badan Sumbang Potential Loss Terbesar, http:/fwww.dannydarussalam.com/
images/dots,gif” \ selasa 22 Juli 2008.
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diberikan, terus menunjukan pertambahan yang cukup besar atau sebaliknya, dan
juga mencermati kondisi ekonomi dunia pada umumnya, paling tidak unfuk
jangka yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008
yaitu selama 2 Tahun.

Wacana-wacana pemberian Tax Holiday sebaiknya segera dihentikan
untuk sementara waktu dan lebih fokus kepada pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang telah dibuat dalam rangka untuk meningkatkan penanaman modal,
pemerintah juga harus mampu mengkoordinasi instansi-instansi dibawahnya agar
lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam usaha meningkatkan investasi di Indonesia sedikit banyak akan
menimbulkan resiko kemungkinan berkurangnya kedaulatan negara dalam bidang
ekonomi (economic sovereignity) atas beberapa aspek dalam pengelolaan sumber
daya alam. Hal itu tidak bisa dihindari tetapi hanya bisa diawasi melalui
pembinaan dan pengendalian secara kontinyu serta konsisten berdasar kerjasama
yang saling menguntungkan *kedua belah pihak.

Pemerintah harus terus meningkatkan pelayanan publik terutama pada
sektor perpajakan karena insentif pajak yang diberikan untuk mendorong investasi
bukan hanya mengurangi besaran tarif pajak saja tetapi juga bagaimana
memberikan pelayanan yang baik khususnya dibidang perpajakan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan khususnya
dibidang perpajakan, Dircktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi
administrasi perpajakan di seluruh wilayah Indonesia.

4,3 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan dimulai pada pertengahan tahun 2002,
dengan didirikannya kantor pajak modem di Indonesia yaitu kantor pajak Wajib
Pajak Besar (Large Tax Payer Office), pendirian kantor ini merupakan respon dari
Direktorat Pajak terhadap keinginan para Wajib Pajak untuk dapat memperoleh
pelayanan yang lebih professional didalam melaksanakan pemenuban kewajiban
dan haknya dibidang perpajakan.

* Qpcit, Aminuddin hal 192,
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Tujuan pendirian kantor Wajib Pajak Besar ini antara lain adalah:®
melakukan modemisasi adminstrasi perpajakan;

meningkatkan pelayanan dan sekaligus pengawasan terhadap Wajib Pajak;
meningkatkan citra Direkiorat Jenderal Pajak; dan

mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sejak tahun 2004 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan konsep
administrasi perpajakan modern selain Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar, dengan memperkenalkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Madya
(Medium Taxpayer Office) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayer

Ll A

Office) dengan tujuan memberikan pelayanan yang professional kepada
masyarakat Wajib Pajak, pada tahun 2004, telah didirikan beberapa KPP Wajib
Pajak Besar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Khusus dan satu KPP Wajib
Pajak Madya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Satu, dan terus bergulir
ke seluruh penjuru Indonesia.

Modernisasi adminisirasi perpajakan yang secara berkesinambungan
digulirkan oleh Dircktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari kebijakan
administrasi perpajakan (tax administrative policy). Tujuannya adalah
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya
dibidang perpajakan. Selain itu, kebijakan administrasi perpajakan dapat
meningkatkan citra pajak melalui pelayanan yang professional.

Modernisasi administrasi perpajakan yang terus digulirkan secara langsung
maupun tidak akan berdampak pada reformasi moral (moral reform) pegawai-
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja secara transparan
dan menjunjung tinggi spirit profesionalitas.

Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan
intensif dengan pelaksanaan good govermance, yang bertuyjuan untuk
meningkatkan kepatuhan pajak dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap administrasi perpajakan, serta meningkatkan produktivitas kerja
pegawal pajak yang tinggi.

% Jhon Hutagaol, Perpajakan Isu-Isu Kontemporer, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2007) hal 10.
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Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan sistim
perpajakan yang semula berbasis jenis pajak, berubah menjadi berbasis fungsi,
yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung
oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak serta informasi
dan teknologi.

Sistim perpajakan berbasis fungsi tersebut diatas dalam lingkup
modernisasi meliputi tiga hal:*!

Pertama, restrukturisasi organisasi dimana  kantor pusat Direktorat
Jenderal Pajak, tidek lagi melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi
pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada unit vertikal dibawahnya agar lebih
terfokus;

Kedua, perbaikan pelayanan, yaitu dengan adanya sistim control yang
terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini,
juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja
yang sekaligus berfungsi sebagai pengawasan internal, maupun untuk
menyempumakan manajemen arsip dan pelaporan;

Ketiga, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia,
Direktorat Jenderal Pajak melakukan mapping (pemetaan) terhadap seluruh
pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai, sehingga dapat
diterapkan "the right man on the right place,” (Orang yang tepat pada tempat yang
tepat).

Penegakan hukum dalam bidang perpajakan lebih ditegakan karena tugas
para petugas pajak sangat jelas sesuai dengan prosedur standar operasional yang
telah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban fiskus (petugas
pajak) dibidang penegakan hukum adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan
sistim self assessment tetap berada pada koridor peraturan perundang-undang
yang berlaku, pilar utama penerapan penegakan hukum dibidang perpajakan
adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.*

51 Modernisasi Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak, http:/fererw infopajak comftax
kliping htm.
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Penegakan hukum terhadap wajib pajak dilakukan apabila wajib pajak
diindikasikan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar menurut
Undang-undang dan atau peraturan dibawahnya, kewajiban pajak dimulai pada
saat terpenuhinya unsur subyeklif dan obyektif. '

Dengan adanya sistim pengawasan berbasis fungsi, maka tugas
pengawasan dilakukan khusus oleh pegawai fungsional pemeriksa dan tidak lagi
menjadi satu dengan tugas penyuluhan seperti yang terdapat pada kantor
pelayanan pajak yang belum modern, schingga tugas pengawasan dapat dilakukan
secara optimal,

Yang disebut modemisasi perpajakan, didalam prakteknya adalah
komputerisasi perpajakan, dimana antara kantor pelayanan yang satu dan yang
lain saling terintegrasi dalam suatu sistem aplikasi komputer yang sama, sehingga
data dan informasi perpajakan yang ada, dapat lebih cepat dan mudah diakses oleh
seluruh petugas pajak, dan pengawasan terhadap penerimaan pajak dapat lebib
tepat karena adanya sistem pembayaran yang online (terhubung) dengan bank-
bank persepsi yang ditunjuk untuk menerima setoran pembayaran pajak.

Dalam Modemisasi perpajakan terdapat adanya Kode Etik Pegawai
sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas. Kode etik sebenamya merupakan
harapan dan keinginan dari para pelaku usaha (Wajib Pajak) maupun para
professional tentang adanya etika yang mengatur hubungan antara pemerintah
dengan mereka. Kebutuhan akan etika yang secara khusus mengatur bubungan
tersebut, diharapkan dapat:*

1. mendefinisikan tingkah laku yang dapat diterima semua pihak;

2. memberikan batasan yang jelas akan hak dan kewajiban para pegawai
maupun wajib pajak;

3. mendorong diwujudkannya pelayanan dengan kualifikasi atau standar
yang tinggi;

4. memberikan kebanggaan kepada pegawai akan predikatnya sebagai

pelayan masyarakat;

52 Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Modem, Penegakan Hukum (Law
Enforcement), Direktorat jenderal Pajak, Tahun 2007.

"Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Modem, Kode Efik Pegawai DJP,
Direktorat jenderal Pajak, Tahun 2007,
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5. memberikan citra yang baik kepada organisasi (Direktorat Jenderal Pajak)

di mata masyarakat.

Pelaksanaan Kode Etik Pegawai diawasi berbagai badan independen,
seperti Komite Kode Etik Pegawai yang diketuai oleh Sekjen Departemen
Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional, maupun Tim Khusus Inspektorat
Jenderal, sehingga, Kolusi Korupsi dan Nepotisme diharapkan dapat dihilangkan.

Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak
merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran hukum lainnya,
pelanggaran tersebut dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat
pelanggarannya, hukuman tersebut berupa hukuman ningan, hukuman sedang,
atau hukuman berat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeni Sipil.

Jadi kode etik adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai
sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.>*

Modernisasi perpajakan memberikan berbagai kemudahan dan
kenyamanan dalam rangka perbaikan pelayanan dilakukan pelayanan melalui
sistem satu pintu (one stop service), jika Wajib Pajak hanya melaporkan pajak,
cukup ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) , dengan dukungan petugas informasi
sebagai sumber informasi.

Jika memerlukan layanan lanjutan yang lebih tekmis, ada Account
Representative (AR) yang secara khusus ditunjuk pimpinan kantor untuk
melayani setiap Wajib Pajak.

3 Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan

No.222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (2).
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Account Representative {AR) dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak
dapat diartikan sebagai berikut :°

- Orang yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak serta diberikan
kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan,
pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak yang
telah ditunjuk menjadi tanggung jawabnya.

- Orang yang ditugaskan oleh Kepala Kantor untuk memberikan
informasi mengenai kondisi mil pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Wajib Pajak dapat menghubungi Account Representative (AR) yang
bertugas pada wilayah tempat usaha wajib pajak jika wajib Pajak menemui
kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, ini yang disebut
pelayanan tekmis lanjutan, Account Representative (AR) bertugas untuk
membantu Wajib Pajak dalam memberikan szamua informas: mengenai peraturan
nerpajakan sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui dengan jelas peraturan vang
berlaku dalam perpajakan, dengan adanya Account Representative (AR), akan
mempermudah dan mempercepat proses restitusi (pengembalian pajak) karena
Wajib Pajak hanya berhubungan dengan seorang fiskus (petugas pajak) dan jelas
waktu penyelesaiannya, dengan proses restitusi yang lebih cepat diharapkan dapat
memhantu Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usahanya.

Keberadaan Account Representative (AR) ini diharapkan akan mampu
menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan dan efisiensi waktu di dalam
memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dan dapat membangun hubungan
yang lebih terbuka didasari saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak, sehingga menciptakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di
dalam memenuhi kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.’®

% Ega Fitrinawati dan Aan Almaidah, Peran Account Representative yang mendukung
pelayanan prima, Majalah Berita Pajak No. 1556 Tahun X2OXV111, 1 Februar 2006 hal 45

% Ibid. hal 12
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BABS5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Insentif pajak masih perlu diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha agar
tetap bertahan dan bisa berkembang di tengah krisis keuangan dunia, dengan
memberikan insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan diharapkan akan
membantu kegiatan usaha para pengusaha terutama dalam hal mengurangi
biaya usaha, dengan menurunnya biaya usaha maka pengusaha dapat
mengurangi harga jual dan produk usahanya, dengan menurunnya harga jual
suatu produk maka daya beli masyarakat akan meningkat, oleh karena itu
dengan banyaknya produk vyang terjual pada akhimya akan dapat
meningkatkan penerimaan pajak dari bidang pajak lainnya seperti Pajak
Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Pemberian insentif pajak yang ditujukan untuk mendorong peningkatan
investasi kurang berdampak positif, karena insentif pajak bukaniah faktor
penentu untuk datangnya suatu investasi akan tetapi insentif pajak merupakan
salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk
mendorong peningkatan investasi tersebut harus menarik dan dapat bersaing
dengan pemberian insentif pajak negara lain khususnya di kawasan Asia
Tenggara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang
mendukung datangnya invesiasi, dan mengurangi semua faktor yang dapat
menghambat datangnya investasi. Pembenan insentif pajak juga harus
berdasarkan undang-undang dan jangan sampai bertentangan secara vertikal

maupun horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran
Dari pemaparan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk
meningkatkan Investasi dan penerimaan Pajak, diantaranya yaitu
1. Setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah
harus dapat diterapkan dilapangan, untuk itu koordinasi antar instansi-
instansi pemerintah barus terus ditingkatkan, dan ditujukan untuk

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH HI,_ZOOQ_ .
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kepentingan negara secara luas dan bukan sekedar kepentingan bidang
tertentu atau sektor tertentu.

2. Pemerintah harus meningkatkan dunia usaha terutama bidang-bidang
usaha potensial dan berbasis teknologi, dan mensyaratkan kerjasama
antara Penanaman Modal Asing dan Penanaman Dalam Negeri sehingga
dapat terjadi transfer modal serta transfer teknologi bagi masyarakat.

3. Pemberian insentif pajak haruslah menarik dan memperhatikan pemberian
insentif pajak yang dilakukan negara lain terutama negara-negara Asean
agar insentif yang diberikan tidak kalah bersaing dengan negara-negara
tersebut, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan negara datam
memberikan insentif tersebut.

4. Pemberian insentif harus mendorong peningkatan industri ekspor agar
dapat lebih bersaing di pasar internasional dan melindungi pasar domestik
terhadap barang-barang impor luar negeri yang dapat mengancam
kelangsungan kematan usaha domestik.

5. Modemisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
harus ferus dilaksanakan secara berkesinambungan dan di dukung penuh
oleh pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan
baik.

6. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak harus terus menerus
dilakukan sosialisasi perpajakan apgar kesadaran masyarakat akan
pentingnya pajak semakin tinggi.

7. Penggunaan penerimaan pajak lebih diutamakan pada perbaikan dan
peningkatan infrastruktur schingga dapat menyerap tenaga kerja lebih
banyak dan mengurangi peningkatan pengangguran.

8. Sebaiknya institusi pajak dijadikan badan otonomi tersendiri sehingga
akan lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas institusi pajak
maupun aparatnya.

Semoga masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-

citakan dapat segera terwujud melalui pajak, amin.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, %.?r?i%ersitas Indonesia
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BADAN KOORDINAS! PENANAMAN MODAL

PERATURAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 1/Pi2008
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAR MODAL
NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat

DAN PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, dipandang perlu menyesuaikan beberapa kefentuan di
dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
571SK/2004 sebagaimana lelah diubah dengan Keputusan Nomor 70/SK/2004;

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal Yang Didirkan Dalam Rangka Penanaman
Modal Datam Negeri Dan Penanaman Modat Asing; '

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal {Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 40 Ta'hun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4796};

. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;

. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha Yang -

Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup

Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal, sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2007: Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasl
Penanaman Modal;

8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/5K/2004
tentang Pedoman Dan Tala Cara Permohonan Penanaman Modal Yang
Didirkan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman

Modal Asing sebagaimana felah diubah dengan Kepufusan Kepala Badan
Kootdinasi Penanaman Modal Nomor 70/SKf2004;

9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 76/SK/2004
tentang Penerbitan 1zin Usahallzin “Usaha Tetap Bagi Perusahaan Yang
Didifkan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan
Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Telah BeroperasiBerproduksi
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174/SK/2005;

10. Peraturan Kepala Badan Keordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINAS! PENANAMAN MODAL TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDIMASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SKf2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA
CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN PALAM

RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGER! DAN PENANAMAN MODAL
ASING.

Pasal |

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 57/SK/2004 fentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Dafam Negeri Dan Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004, diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal &

(1) Permohonan penanaman modal bare dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dapat
diajukan oleh
a. Warga negara asing danfatau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA,; atau
b. Warga negara asing dan‘atau badan hukum asing danfatau perusahaan PMA bersama
dengan warga negara Indonesla danfatau badan hukum Indonesia; ataw -

¢. Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modalnya -dimlliki oleh penanam modal
asing.
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(3)

()

Permohonan penanaman modal bary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam 2 (dua) rangkap dengan
menggunakan formulir Mode! /IPMA sebagaimana Lampiran 2.

Persefujuan afas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbltkan dafam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA)} dengan
tembusan kepada :

Menteri Dalam Negeri;
Menter yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
Menteri Keuangan;
Menteri Negara Lingkungan Hidup;
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Gubemur Bank Indonesia; '
Direktur Jenderal Teknis yang bersangkulan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukaj;
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
Kepala Perwakitan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
Kedutaan Besar Asing yang bersangkulan;
. Gubermnur Provinsi yang bersangkutan;
Bupati/Waiikota yang bersangkutan.

SgroFTroFe e e

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} diterbitkan selambat-lambatnya 10
{sepuluh) hari kerja sejak diterimanya perohionan yang lengkap dan benar kecuali bidang-
bidang usaha yang memerukan konsullasi dengan Departemen/lnstanst terkait”

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

)

(3)

(4)

“Pasal 11

Perusahiaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usahallzin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat
memulai pelaksanaan kegialan operast/produksi.

Permohonan untuk memperoleh 1zin UsahaflUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan lzin
UsahalUT sebagalmana Lampiran 4.

Bagi perusahaan industi yang berokasi di Kawasan Industd, apabila sudah berproduksi
komersial perusahaan membuat Surat Pemyalaan Mutai Berproduksi dengan menggunakan
formulir sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5, disampaikan ke BKPM dalam 2 {dua)
rangkap. Berdasarkan Sural Pernyataan Mulai Berproduksi tersebut, BKPM menerbilkan 1UT.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilerbitkan
dalam bentuk Surat Lzin Usaha/lUT, ditandalangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri
yang membina bidang usaha yang bersangkutan, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (3} untuk Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA,
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(5) Surat lzin Usaha/lUT sebagaimana dimaksud pada ayal {2) dan ayat (3) diterbitkan selambat-
fambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

{6) Surat Izin UsahallUT berlaku selama perusahaan berproduksi/beroperasi.”

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan huruf ¢ dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 13

{1) Pefubahan alas ketentuan proyek dalem rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan
Kepala BKPM.

(2) Perubahan alas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dan :

Perubahan lokasi proyek;

Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);

Dihapus;

Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;

Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;

Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN; :

Perubzhan slalus perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA,;

Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;

Penggabungan perusahaan (merger).

~oa e an o

{3} Perubahan atas kelenluan proyek di luar ayat (2} harus diberitahukan secara feriufis kepada
Kepala BKPM, yaitu :

a. Perubahan nama parusahaan;
b. Perubahan alamat perusahaan.

(4) Setiap permohonan harus dilandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang
henwenang atau pihak yang diberi kuasa disertal dengan surat kuasa.”

Pasal 16 dihapus.
Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai betikut :
“Pasal 24

(1) Pemmohonan persetujuan fasilitas alas impor bahan baku/penolong bagi Perusahaan
PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan
formufir IV.8 (daflar induk bahan bakufpenolong) sebagaimana Lampiran 14.

(2} Perseluuan pemberian fasiltas alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menleri Keuangan dalam bentuk Surat
Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk atas Pengimporan
Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan Lamplran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong,

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukal, Direklur Jenderat Pajek dan
Direktur Jenderat Teknis.
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“

(5)

6

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambalnya 14
(empat belas} hari kerja sejak dilerimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagl perusahaan yang belum memiliki Surat lzin UsahaflUT, baik dalam rangka PMDN
maupun PMA, diberikan fasflitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu)
tahun produksi dengan jangka waklu pengimporan 1 (salu} tahun. Tambahan kebufuhan bahan
baku untuk fahun kedua dapat diberikan sefelah perusahaan memiliki Surat izin UsahafiUT,

dengan perpanjangan jangka waklu pengimporan sefama 1 (satu} tahun sejak berakhimya SP
Pabean pertama.

Perusahaan yang telah memiliki Surat |zin UsahaflUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA
diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 {dua) tahun produksi
dengan jangka wakiu pengimporan dibesikan sekaligus selama 2 {dua) tahun,

Perusahaan yang lelah memperoleh fasilitas bahan bakw/penolong, apabila belum
menyelesakkan impomya dalam jangka waklu 2 (dua) tahun diberikan perpanfangan jangka
waktu impor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhimya masa beriaku fasilitas bahan
bakw/penclong.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikul :

(1}

(2)

(3}
(4)

“Pasal 26

Perusahaan PMDN/PMA dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing {(KPPA) yang akan

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTK).

Permohonan unluk memperoleh pengesahan RPTK sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM, dengan menggunakan formulir RPTK sebagaimana
Lampiran 16.

Pengesahan RPTK diterbilkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTK dengan
tembusan kepada instansi terkait.

Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3} diterbitkan selambat-lambatnya 4
{empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.”

L.ampiran 1 sampai dengan Lampiran 17 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam
L.ampiran Peraturan ini. :
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Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal d'rlelapkan:

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 3 April 2008

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 {dua) rangkap

Lampiran 1

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL | / PMDN

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk
mendapatkan persefujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Pemohon
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Akta Pendirian dan Perubahannya
{Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Mentesni Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
(Nomor dan Tanggal)
5.  Alamail Lengkap lermasuk
- Nomor Telepon
- Faksimili
- E-mail

Insentif pajak
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ll. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A.  RENCANA KEGIATAN
Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu sekior dan atau direncanakan akan berada di
lebh dari satu KabupatenvKola, maka rencana keglatan (bidang usaha, Jokasi, produksi, pemasaran,

penggunaan tanah, tenaga ketja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setlap sektor usaha dan/atau
unluk setiap lokasl. .

1. Bidang Usahia

2. Lokasi Proyek
Alamat

Kabupaten/Kota
Provinsi

3.  Produksi Per Tahun

Jenis Barang/Jasa Saluan Kapasitas Keterangan ¢

...............................................

4. Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa - Ekspor {%)

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : USE

5. Luas Tanah yang diperiukan P T O .. m2ha)
*} Cored yang fidak peru

6. Tenaga Kerja Indonesia
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Rencana Investasi:

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tansh : Rp
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang

Rp
Rp

Sub Jumiah

b. Modal Kerja {untuk 1 furn over} :
Jurnlah*) g Rp.......... Cereeeeree s aemarens
*} termasuk US$ adalah nilai mesinfperalatan dan suku cadang yang akan diimpor.

Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek

S eeeerenenens DUIAN, dihitung sejak fanggal
Surat Perselujuan diterbitkan oleh Kepala BKPM.

RENCANA PERMODALAN

Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri : B............

b. Pinjaman : Rp i ........
Jumlah *) : Fp . ... ... S

“*} Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

. Modal Perseroan

a. Modal Dasar = ... M
b. Modal Ditempatkan : Ty Ao
c. Modal Disetor ™) ; R .............

4 Jumlah moda! disetor sama besar dengan jumiah modal ditempatian,
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. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negalif terhadap masyarakat dan
lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang diimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Permohonan int kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhek di atas materai

yang cukup dan sewakiu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik
yang terfampir maupun yang disampaikan kemudian.

Pemchon,
Materai Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda langan, Jahatan,
Cap Perusahaan.
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LAMPIRAN :

1.

Bukti diri pemohon :

a). Rekaman Akia Pendifian perusahaan dan perubahannya uniuk PT, CV, Fa; atau Rekaman
Anggaran Dasar bagl Badan Usaha Koperasi;

b). Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar PT Menteri Hukum dan HAM atau Pengesahan
Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;

¢). Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan;

d). Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP).

Keterangan rencana kegiatan, untuk :

a). Diagram alir/fiow chart dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus
industri pengolahan;

b). Uraian kegiatan usaha seklor fasa.

Kuasa Perlambangan atau Surat Izin Penambangan Daerah yang masih berlaku (untuk kegiatan
usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negen) atau Surat rekomendasl dari
instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendas! belum ada, perusahaan
dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat
pemehonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan fanda terima surat permohonan
tersebut. Selanjulnya BKPM akan menginm surat kepada instansi teknis tentang rekemendasi
tersebut dan apabila datam jangka wakiu paling lama 17 {tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut
belum dikeluarkan alau tidak ada langgapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian
menerbilkan Sural Perselujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha
perkanan {angkap, surat rekomendasi dari Depariemen Kelaulan dan Perikanan tetap diperiukan
sebelum BKPM mengeluarkan Surat Perselujuan Penanaman Modal.

Surat Kuasa bermalerai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Submitied to BKPM in 2 {two) copies.

Lampiran 2

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL {7 PMA

FOREIGN INVESTMENT APPLICATION

This investment application under the Invesiment Law No. 25 Year 2007 for approval and facility, is
herewith submitted 1o BKPM on behalf of the Govemment of The Republic of Indonesia.

|, DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

a. Foreign Parlicipant(s}

1.

2.

3.

Name of Company (ies) or individuals

Main fine of business

Address

- Phone Number
- Fax number

- E-mal

..........................................

b. Indonesian Participant(s}

1.

Name of Participani(s)
{company, cooperative or individuals)

Tax Regisiration Code Number (NPWP)

- Main line of business

- Investment stalus PMA, PMDNOr Non PMNPMDN‘)
*} Stripe which are not used

Legalization by Minisiry of Law and Human
Rights {Number and Date)

..........................................

Address

- Phone Number
- Fax number

- E-mail

12
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Il. DESCRIPTION OF THE PROPOSED FDI (PMA) COMPANY

1. Name of Company

2. Main Line of Business

. DESCRIPTION OF THE FDI (PMA) COMPANY (if the company is already incorporated )

1.

2.

Name of Company
Main Line of Business

Address

- Phone Number
- Fax number

- E-mail

Number and Dale of Aricles of Associali_on
of the Company

Number and Date of Approval from Minister
of Law and Human Rights

Ill. DESCRIPTION OF THE PROPOSED BUSINESS ACTIVITY

A. PROPOSED PROJECT ACTIVITY

If the proposed project activity located in more than one location and or consist of more than one
sector line of business, the proposed project activily ( location, production, sales, land required,

employment, allocalion of investment funds) must be divided for each location and or for each
sector.

1.

Location of the project
- Address

- Regency/City

- Province

2. Annual Production :

Name of Product (s) / Services Designed capacity Remarks
Valug Amounl

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Annual Sales of Products :

Name of Product (s)/Services Expor(t')/:;larkel
Estimated total exporl value TUSE e,
5. Land area required . ... 3q.M Ha")
6. Indonesian Employees vriereeeeesen. PETSON
7. Allocation of Investment Funds (US$/Rp) *)
*} Stripe which is not used.
a. Fixed capital
- Cost of Land & land development
- Cost of Building
- Cost of Machinery, Equipment and spare parls
iccollancousal® @900 09 R E B . NS ..
Sub fofal
b. Working Capital (one lurh over operation }
Total
8. Implementation will be completed within ................ months from the date of the issuance of
the Government's Approvals.
B. SOURCE OF FUND
1. Source of Capital :
a. Equity SUSS. e
b. Loan PUSS.
Total *) < USS....ccie,
*) Tolal investment funds is equal to the alecation of investment funds
14
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2. Equity Capital :
a. Authorized Capital
b. Issued Capilal

¢. Paid-up Capital *)
*) Paid-up capital Is equal to Issued capital

3. Shareholding (s)

a. Foreign Shareholder (s}

SubToll

b. Indonesian Shareholder (s)

¢ Total{a+b)

Iv. DECLARATION

1. We acknowledge that the company shall be obliged fo take preventive measures against any
negalive impacl on the sociefy and enviroment resulling from the operation of our investment
project, at our joint venture company’s own expense(s) and in conformity with the applicable laws

and regulations.

2. This application has been properly and duly executed and we {lhe pariicipants) are responsible for
its accuracy, comrectness and completeness, including all data and documents atlached here to.

Foreign Applicani(s)

Name, Signature

Insentif pajak...,

" Indonesian Applicantis)
Stamp duty Rp. 6.000,-

s )

Name, Posilion, Signature,
Stamp
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ENCLOSURES:

1.

w

By Foreign Participant;
a. Aricles of Assoctation of the Company in English or Indonesian ianguage; or
b. Copy of valid passport for foreign individual
of
By Existing Foreign Direct Invesiment Company (PMA) :
a. Articles of Assoclation of the Company and any amendmeni(s)
b. Approval from Minister of Law and Human Rights
¢. Tax Registration Code Number (NPWP)
d. Copy of Invesiment Approvals (SPAUT BKPM)

By Indonestan Participant:

a. Articles of Association of the Company and any amendmenl(s) and Approval from Minister of Law
and Human Rights, or

b. Identity Card for Individual

¢. Tax Registration Code Number (NPWP).

By Newly incorporated Foreign Direct Invesiment Company (PT. PMA)
a. Articles of Association of the Company

b. Approval from Minister of Law and Human Rights

Flowcharl and description of the production process and raw materials requirement for processing
industries or description/explanalion of business acfivities for services seclor.

Lefter of recommendation from the technical minisfies or other relaled government agencies
concemed, if required.

If the recommendation is not available yet, the company may submit the investment application to
BKPM enclosing copy of recommendalion letter application to technical ministries or other related
government agencies including the receipt from the fatter agencies. BKPM will send a lefter to the latter
agencies regarding the recommendation application from the company, and if within 17 (seventeen)
working days there is no response or recommendation, BKPM will process and issue the invesiment
approval. Particularly for Capture Fisheries, recommendation lefter from the Ministry of Marine Affairs
and Fisheries is still needed before the Investment Approval Letter issued by BKPM.

Power of Attomey fo whom who sign and/or submiit the application if the participant(s) are represented
by another party.
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Submitied to BKPM in 2 (two) copies.

Lampiran 3

Peraturan Kepala BKPM

No. 1/P2008
FORMULIR KPPA
APLICATION FORM
FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
N INDONESIA

Information conceming the foreign company which will open a Representalive Office in Indonesia

1. Name of Company
2. \Lline of Business

3. Headquarler Address
- Phone Number
- Fax number
- E-mail

Address of the Representative Office in Indonesia
1. Regency/Gity

2. Province

3. Address

a. Phone Number
b. Fax Number
¢. E-mail

------------------------------------------

Information about the individual who will become ihie Representative Office’s executive

1. FullName
2. Citizenship

3. Address

a. In the country of origin (if any)
b. in Indonesia

4. Passporl Number {for foreign) o
|dentification Card Number (for Indonesia)
Valid until
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Vi

(1) Letter of appointment from the foreign company represented :
a. Numbes (if any) L s
b. Date PSPPI
¢. Valid until :

Manpower Plan Foreign Indonesian

a. Manmagement I e e

b. Experl(s) B oo

c. Staff(s) ; . ...
i ® | W o]

Incentives applied for :

1. ) Expatriate Work Permit
2. ( ) Mulfiple Exit / Re-entry Permit
3 )} Exemption from cblaining fiscal clearence for going abroad (SKFLN)

Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is

responsible for its accuracy, comectness, and completeness, including all data and documenls
attached hereto.

........................ SRR | N
Signature of

The management of
The foreign company represented

Materai Rp. 6.000,-
{

Name, Signature and Occupation
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ENCLOSURES

1.

L etter of appointment from the parent company.
Power of Attomey to sign the application if the participant is represented by another party.
Articles of Assaciation of the parent company and any amendment(s).

Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number {for Indonesia) who will be
proposed as a Representative Executive.

Letter of slalement conceming the willingness to stay, and only work in the posilion as the
Representative Office Executive wilhoul doing other business in indonesia.
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Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

1.

Lampiran 4

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P12008

FORMULIR IUT

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHANZIN USAHA TETAP
DALAM RANGKA PMA / PMDN

KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan

2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya
3. BidangUsaha

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5. a. Akle Pendirian & Perubahannya
{Nama Nolaris, Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menter Hukum dan HAM
{Nomor dan Tanggal)

6.  Alamat Kantor Pusat
- Nomor Telepon

- Faksimili
~ E-mail

7. Alamat Lokasi Proyek
- Nomor Telepon

- Faksimili
- E-malil

.............................................

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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il. REALISASI PROYEK

Jika realisast proyek mencakup lebih dari satu sekior dan atau berada di lebih dari satu

Kabupaten/Kota, maka keglatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah,
tenaga kesja dan investasi) harus dirincl berdasarkan Surat Persetujuan.

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun
Jenis Barang/Jasa*) Satuan Kapasitas**} Ekspor {%) Keterangan

.......................................

**} Didasarkan pada perhilungan kapasitas lerpasang unluk seklor industri

2. Nilai Ekspor per fahun: USS ....ccc.omeeecinesinsernnneinne:
3. Saat Mulai Berproduksi

Bulan
Tahun

4. Investasi Proyek {Menggunakan Mata Uang sesuai Surat Perselujuan)
a. Modal Tetap '
- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain - Lain
Sub Jumlah
b. Modal Kerja (untuk 1 fum over)

Jumlah

5. Penggunaan Tanah . W)
) Coret yang fidak periu

6. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendini
b. Laba yangDitanam Kembali
¢.  Modal Pinjaman
Jumlah**)

) Jumlah sumber pemblayazan sama besar dengan jumiah investas] proyek.
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.

7. Modal Perseroan
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan
¢. Modal Disetor*™**)
=) Jumlah modal yang diselor sama besar dengan jumiah modal ditempatkan.

8. Tenaga Keija Asing Indonesia

a. PimpinanPerusahaan ...

-PT. :Komlsaris 1 ..
Direksi : gococste " R

- Koperast : Pimpinan : XX00X
b. TenagaProfesiomal I e e

- Manager
- Tenaga AhIJREEE. Y. AR ol JR
¢. Tenaga Kerja Langsung : 0000
Jumlah B . - os e e
PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di

atas meterai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data
baik yang teffampir maupun yang disampaikan kemudian.

a2 ...

Pemohon,

Melerai Rp.6.000,-

Nama Jelas, Tanda tangan,
Jabalan, Cap Perusahaan.
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LAMPIRAN :

1.

10.
1.

Rekaman akfa pendirian & perubahan serta pengesahan/persetujuanftanda penerimaan laporan dari
Departemen Hukum dan HAM.

Bukti penguasaén!penggunaan tanah alas nama perusahaan

- rekaman sertifikat Hak Atas Tanah (HGB atau HGU atau Hak Pakai) atau akla jual beli tanah
oleh PPAT, atau

- rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

Bukli penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
a. rekaman lzin Mendisikan Bangunan (IMB), atau

b. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan, atau
c. bukii sah lainnya.

Rekaman NPWP.

Rekaman izin Undang-Undang Gangguan (WUGHHO bagi bidang usaha selain perdagangan dan
jasa konsuttansi, kecuali yang diwajibkan AMDAL. Rekaman Surat |zin Tempat Usaha (SITU) bagt
jasa perdagangan dan jasa konsultansi.

Rekaman persefujuan Rencana Pengelofaan Lingkungan (RKL} dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL} dan Upaya
Pemantauan tingkungan {UPL) atau Sural Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi
perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajio AMDAL.

Rekaman Surat Persetujuan PMA/PMON yang dimiliki.

Rekaman izin Usaha Tetap ({UT} yang dimifiki (untuk permohonan IUT perluasan/ Merged/ Alih
Stalus).

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau yang mengurus permohonan {idak
dilakukan oleh pemohon sendiri.

Rekaman L KPM-L1 semester akhir.

Persyaralan lain sebagaimana tercantum di dalam Surat Perseiujuan danfatau Daftar Bidang Usaha

yang Tertbuka Dengan Persyaratan (Peraluran Presiden Nomor 111 Tahun 2007 alau
perubahannya).
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Disampaikan ke BKPM

Lampiran 5
Dalam 2 (dua) rangka
Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008
FORMULIR 1UT

PERNYATAAN MULAI BERPRODUKS!
(Bagi industi yang berlokasi di Kawasan Industr)

Dengan ini kami selaku Pimpinan Perusahan dari

—l

. Nama Perusahaan

..........................................

o

. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya .

(4]

. Bidang Usaha
4. Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWF}

5. a. Akta Pendirian & Perubahannya ) .
{Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal)

6. Alamat Kantor Pusat
- Nomor Telepon
- Faksimifi
- E-mail

-

. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik
- Nomor Telepon
- Faksimil
- Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap melakukan produksi komersial dengan

data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahuin

Jenls Barang Satuan Kapasitas*) Ekspor (%) Keterangan

..............................................

*} Didasarkan pada pestittungan kapasitas mesin terpasang
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2. Nilai Ekspor per tahun: US$ ......cccocvmernenrenene

3. investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai Surat Persetujuan)
a. Modal Tetap

b.

- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain - Lain

Sub Jumlah
Modal Kefja (untuk 1 furn over)

Jumiah

4. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri

b. Laba yang Ditanam Kembali
c. Modal Pinjaman
Jumlah
5. Modal Perseroan
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan
¢. Modal Disefor
6. Tenaga Kefja
a. Pimpinan Perusahaan
-PT. - : Komisaris
Direksi
- Koperasi . Pimpinan
b. Tenaga Profesional
- Manajer
- Tenaga Ahli
c. Tenaga Kerja Langsung
Jumlah

Insentif pajak
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7. Saat Mulai Berproduksi
Bulan
Tahun

MengetahuifMenyetuijui, Yang membuat pernyataan,

Direkiur/Pimpinan Kawasan Industri Direkfur Utama,

Materai Rp.6.000,-

h-l.z;na Jéias dan Cap Perusahaéln Ne-].r;;a'l' Jelas danCap Perusahaan
Kawasan Industri

LAMPIRAN -

1. Rekaman Akia Pendinan perusahaan yang {elah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serla

perubahan-perubahannya, afau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oieh Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengngah.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemechon sendiri.

3. Rekaman SP PMON atau SP PMA beserla perubahannya.
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Persyaratan lain sebagaimana tercanium di dalam Surat Persetujuan danfatau Daftar Bidang Usaha
yang Terbuka Dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perybahannya).
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Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 {dua) rangka

Lampiran 6

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL i / PMDN

PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGER!

Permohonan penanaman smodal ini diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal uniuk
mendapatkan perselujuan dan fasilitas datam rangka Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007.

KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Pefusahaan

2. Bidang usaha

3. a. NPWP

b. Nomor, Tanggal SP PMDN dan Perubahannya
seria izin Usaha Tetap (apabila ada)

¢. - Akta Pendinan dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta

- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan tanggal)

4. Alamat Lengkap termasuk
~ Nomor Telepon
- Faksimili T - .
- E-mail :

....................................

. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN

Jika proyek yang direncanakan akan mencakup lebih dari salu sekior dan atau direncanakan akan
berada di lebih dani satu Kabupaten/Kola, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi,

pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci uniuk setlap sektor
usaha dan atau untuk setiap lokasi

1. Bidang Usaha
2. Lokasl Proyek

a. Kabupaten/Kota*)
b. Propinst

*) Coret yang tidak periu
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3. Produksi Per Tahun

Jenis BarangfJasa Saluan Tambahan Kapasilas Keterangan
4. Pemasaran Ekspor Per Tahun ;
Jenis BaranglJasa Ekspor (%)

--------------------------------------------

Perkiraan Nitai Ekspor Per Tahun

. Luas Tanah yang diperiukan
*} Coret yang tidak peru

. Tenaga Kerja Indonesia
. Rencana Investas

a. Modal Tefap

- Pembe¥an dan Pematangan Tanah

- Bangunan/Gedung

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang

- Lain-ain

Sub Jumlah

b. Modal Kerja {untuk 1 furn over)

Jumlah

.........................

o203’

...... ofang

..................

" Rp.
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8. Sumber Pemblayaan
a. Tambahan Modal Sendir Rp
b. Laba yang ditanam kembali **) . Rp.
t. Tambahan Modal Pinjaman Rp

Jumlah S S
*  Disi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan {bukan proyeksi laba) dengan mencantumian tahun
perolehannya.
. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hai menimbulkan dampak negatif terhadap masyaraka! dan

lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibal yang ditimbulkan termasuk penggantian
kerugian kepada masyarakat.

2. Pemmohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di alas materai yang

cukup dan sewaklu-wakiy dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Pemohen

Materai Rp. 6000

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :

1.

Rekaman {UT alau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokast, atau berbeda
bldang usaha danfatau jenls produksi dengan proyek sebelumnya,

Uraian proses produksikegiatan usaha perfuasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan

bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya, dilengkapi:

a. diagram afir proses dan uraian proses produksi serta jenis bahan baku/penciong bagi industri
pengolahan, atau

b. wraian keglatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa,

Rekaman LKPM periode terakhir dan Sural Persetujuan BKPM.

Kuasa Pertambangan atau Surat lzin Penambangan Daerah yang masih berlaku {untuk kegiatan usaha
pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri) atau Surat rekomendasi dan instansi
pemerintah terkalt, bila dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat
mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampitkan surat permohonan
rekomendasi kepada instansi feknis diserlai dengan tanda terima surat permchonan fersebut.
Selanjutnya BKPM 2kan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi lersebut dan
apablla dalam jangka waktu paling lama 17 {tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebul beium
dikeluarkan atau fidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat
Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus unfuk bidang usaha perikanan tangkap,
surat rekomendasi dari Deparlemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM
mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandalangan danfatay yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendin.
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Disampalkan ke BKPM

Lampiran 7
Dalam 2 (dua) rangkap
Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008
MODEL Il / PMA

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Pemnohonan penanaman modal ini diajukan kepada Baden Koordinasi Penanaman Modal untuk
mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan

2. Bidang usaha

3. a. NPWP
b. Nomor, Tanggal SP PMA dan Perubahannya
serta 1zin Usaha Tetap (apabila ada)
b. - Akta Pendirian dan Perubahannya
{Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
{Nomor dan tanggal}
4, Alamat Lengkap
- Nomor Telepon
- Faksimili
- E-mail
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. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu sektor dan atau direncanakan akan
berada di leblh dari sate Kabupaten/Kola, maka rencana kegialan (bidang usaha, lokasi, produksi,

pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana inveslasi) harus dirinci untuk seliap
sektor usaha dan atau unluk setiap lokasi

1.  BidangUsaha
2. Lokasi Proyek
a. Alamal
b. Kabupaten/Kota")

*) Coset yang lidak perlu
¢. Propinsi

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang f Jasa Satuan Tambahan Kapasitas

---------------------------------------------

Keterangan

4.  Pemasaran Ekspor Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa Ekspor {%)

............................................................

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun USY ...

5. Luas Tanah yang diperlukan

cerrereeennrs MEMAY)
*) Coret yang tidak pedu

6. TenagaKerja Indonesia vereeeeeeeans OTANG
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7.  Rencanainvestasi
(menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)
a. Modal Telap
- Pembelian dan Pematangan Tanah

- Bangunan/Gedung

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain-lain

Sub Jumlah

b. Modal Kerja {unluk 1 turn over)

Jumiah

8.  Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek

.._bulan, dihitung sejak
tanggai Surat Persetujuan diterbitkan oleh Kepala BKPM.

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan
a. Tambaban Modal Sendiri
b. Laba yang ditanam kembali *}
¢. Tambahan Modal Pinjaman

Jumliah

*}  Disi dengan laba yang betul-beful diperoleh pemsahaan (bukan proyeksa Iaba‘ dengan meimnwmkan
{ahun perofehannya.

2.  Modal Perseroan _ . Semula
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempalkan
¢. Modal Disetor

Menjadi
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3. Susunan Pemegang Saham

a. Pemegang Saham Semula Menjadi
Asing % Asing %
Y N I P
b. Pemegang Saham ‘ Indonesia %o Indonesia %
c.Tolat{a+b) | e, 100% ceeeereneaseeneeenes | 100%

Hi. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hai menimbulkan dampak negalif terhadap masyarakat dan
lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang diimbulkan termasuk penggantian

kerugian kepada masyarakat

2. Pemmohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang

cukup dan sewakltu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data bak yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Insentif pajak...,

Pemohon
Materai Rp. 6000
{.

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :

1. Rekaman {UT atau BAP, kecuali jika proyek peruasan yang dimohonkan berbeda Lokasl, atau
berbeda bidang usaha danfatau jenis produksi dengan proyek sebelumnya.

2. Keferangan rencana kegiatan untuk bidang-bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha
yang disebut dalam [UT/BAP dalam proyek sebelumnya :
a). Oiagram alit/flow chart dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku
khusus industr pengolahan; '
b). Uraian kegiatan usaha seklor jasa.

3. Dalam hal terjadi peribahan saham, perusahaan harus menyampaikan :
a). Kesepakalan perubahan saham tersebut dalam bentuk :

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Keputusan SirkularKesepakalan Para
Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh
notaris, alau

- Pemyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam benfuk Akta Notaris.

b). Bagi pemegang saham baru :
" - Akia penditian perusahaan asing atau rekaman paspor yang beriaku bagi perorangan asing

- Akta pendinan dan NPWP bagi perusahaan peserta Indonesia alau KTP dan NPWP bagi
perorangan indonesia

4. Surat rekemendasi dari instansi Pemerintah terkat, bila dipersyaratkan.
Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapal mengajukan permohonan penanaman
modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis
disertai dengan tanda terima surat permohonan fersebut. Selanjulnya BKPM akan mengirim surat
kepada instansi teknis tentang rekomendasi lersebut dan apabila dalam jangka waktu pafing lama
17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan,
maka BKPM akan memproses dan kemudian menesbitkan Surat Perselujuan penanaman moda
yang bersangkulan. Khusus untuk bidang uszha perkanan tangkap, surat rekomendasi dari

Depariemen Kelautan dan Perikanan fetap diperukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat
Persetujuan Penanaman Modal.

5. Rekaman LXPM periode terakhir, NPWP, Surat Persetujuan BKPM, Akta Pendifian Perusahaan
beserta perubahannya disertai pengesahan dari Menleri Hukum dan HAM.

6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampaikan ke BKPM

Dalam 2 (dua) ranaka

Lampiran 8

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL Ih

PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN
DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

KETERANGAN PEMOHON

1.

Nama Perusahaan
- Stalus
**} Coret yang tidak periu
- Nomor Kode Proyek {NKP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Alamat Lengkap
- Nomor Telepon
- Faksimili

- E-malil

Surat PersetujuanflUT yang telah diperoleh

. PERUBAHAN YANG DIMOHON

- Diisi sesuai dengan perubahan yang dimohon
- Posisi "semula” diisi sesual yang tercantum dalam Surat Persetujuan sebelumnya

SEMULA MENJADI
1. BIDANG USAHA

2. LOKASI & PENGGUNAAN TANAH

a. Lokasi Proyek D o e
- KabupatenXola *) T eemrniverseene PO,
- Propinsi :

b. Luas tanah yang diperlukan D MDY
*|Coret yang tdak perlu
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3. PRODUKSI & PEMASARAN PER TAHUN

a. PRODUKSI:
Jenls Barang/Jasa KBLI  Satuan Kapasitas Dasar Keterangan
SEMULA  MENJADI
b. PEMASARAN:
SEMULA -
1) Pemasaran Ekspor
Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
2) Perkiraan nilai ekspor per-tahun USSR
MENJADI:
1) Pemasaran Ekspor
Jenis Barang/Jasa Ekspor (%)
2) Perkiraan nilai ekspor per-iahun VSO e .
4. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEMULA MENJADI
Tenaga Kerja AN ... ofang
5. INVESTAS! © SEMULA MENJADI
a. Modal Tetap ;
- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain - Lain
SubJumlsh 1
b. Modal Kerja (untuk 1 fumovery & soiiini e
¢ Jumlahinvestasi{a+b) 1 s e
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6. SUMBER PEMBIAYAAN

a. Sumber Pembiayaan
- Modal Sendiri
- Modal Pinjaman
- Laba Ditanam Kembali

Jumlah

b. Modal Perseroan (Khusus bagi PMA)

- Modal Dasar
- Modal Ditempatkan
- Modal Disetor

7. KEPEMILIKAN SAHAM {Khusus bagi PMA)
{Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

a. Pemegang Saham Asing

b. Pemeaang Saham Indonesia

¢. Jumlah Modal Saham (a + b)

PERNYATAAN

SEMULA MENJAD!
SEMULA MENJADI
SEMULA MENJADI
el ®) -
F e ... e %h)
OO 3 . S
oo h) I
O A .

Karmi menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
alas materai yang cukup dan sewaklu-waktu dapal dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang lerdampir maupun yang disampaikan kemudian.

Insentif pajak...,

Materai Rp.6.000,-

{ )

“Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM} periode terakhir
Rekaman Surat Persetujuan/it}T BKPM.
Perubahan Lokasi dan Penggunaan Tanah :

1.
2
3.

6.

Alasan perubahan lokasi;
Alasan perubahan penggunaan fanah,

Perubahan Bidang Usaha dan Jenis/Kapasitas Produksi :

Diagram alir/fiow chart dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus
industri pengolahan;

Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

Surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, pervsahaan dapat mengajukan permohonan
penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan sural permohonan rekomendasi kepada
instansi teknis diserlai dengan tanda ferima surat pemmohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan
mengirim surat kepada instansi teknis tenfang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka
waklu paling lama 17 (wjuh belas) Kari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan, atau tidak
ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan
penanaman medal yang bersangkutan. Khusus unluk bidang usaha perikanan tangkap, surat

rekomendasi dari Departemen Kelaulan dan Perkanan tetap diperiukan sebelum BKPM
mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Perubahan Investasi dan/atau Modal Perseroan dan/atau Sumber Pembiayaan dan/atau Kepemifikan
Saham Pefusahaan PMA

a. Alasan perubahan investasi.
b. Rekaman Risalah RUPS/Kepulusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Sazham, yang

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh Notaris atau Pemyataan

Kepulusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat peffanfian

kesepakatan perubahan modal perseroan, atau persetujuan perubahan pemilikan saham.

Bagi Pemegang Saham Ban :

- Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan
HAM, seria rekaman NPWP bagi badan hukum indonesia;

- Rekaman Karlu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serla NPWP bagi perorangan
warga negara Indonesia;

- Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi peforangan warga negara asing;

- Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
alau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.

Khusus untuk perusahaan Konlrak Karya (KK} dan Perjanfian Karya Pengusahaan

Perfambangan Batubara (PKP2B) harus mendapat rekomendasi darl Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan

penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada

instansi teknis diserlai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan

mengirm surat kepada instans! teknis lentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka

wakiu paling lama 17 (fujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan ateu tidak

ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan

penanaman modal yang bersangkutan.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampaikan ke BKPM

Lampiran 9
Dalam 2 (dua) rangkap

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/Pf2008
MODEL 11/ A

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS
PMA MENJAD! PMDN

. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan
2. Bidang uszha
3. Lokasi Proyek :
4. Suial Persetujuan PMA dan perubahannya*} :
5. 1zin Usaha Tetapfizin Perluasan *)
*) Jika jumlah SP dan fzin Usahanya banyak dapal difembah lembaran tersendini sebagai lampiran.

6. Alamat Lengkap
- Nomor Telepon
- Faksimif
- E-mail

. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

a. Pemegang Saham Asing Semuia (PMA Menjadi (PMDN
US$ I Rp. % Rp. %
b. Pemegang Saham Indonesia US$ 1 Rp. % Rp. %
Sub Jumiah DY [ P
c.dumlah{a+h)  Jnin ] L e
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PERUBAHAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN

- Bagi proyek yang felah memiliki 1zin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang
lercantum dalam |zin Usahallzin Usaha Tetapnya.

- Bagt proyek yang belum memiliki fzin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang
tercantum dalam Surat Persetujuan.

- Untuk perusahaan yang memiliki Surat Persetujuanfizin Usaha lebih dari satu, agar dilampirkan
lembaran tincian jenis produksi, investasi dan tenaga kerja menurut persetujuanfizin usaha.

- Nilai Konversi didasarkan atas kurs yang bertaku pada tanggal Surat Persetujuan diterbitkan,

1.  Rincian Inveslasi

a. Modal Tefap :  Semula (PMA) Meniadi {PMDN)
{US$/Rp) {Rupiah)
- Pembelian dan Pemalangan Tanah
- Bangunan/Gedung
- Mesinf/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain-ain
Sub Jumlah

b. Modal Kerja

Jumlah

2. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri
b. Modal Pinjaman
¢. Laba Ditanam Kembali

Jumiah :

3. Modal Perseroan
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan
c. Modal Diselor

4]
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IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, dilandatangani oleh yang berhak di

atas materai yang cukup dan sewaktu-wakiu dapal dipertangungjawabkan termasuk dokumen/data
yang terlamplr maupun yang disampatkan kemudian.

Pemohon

Materai Rp. 6000

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang
Saham, yang ditandatangani oteh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notars atau
Pemyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Nofars, yang memuat
perjanjian kesepakatan perubahan modal perseroan.

2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal {LiPM) periode terakhir.
3. Surat Perselujuan/lzin Usaha Telap (JUT) yang telah dimifiki.

4. Surat Kuasa bermateral cukup, bila penandalangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemchon sendiri.
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Disampaikan ke BKPM

Lampiran 10
Datam 2 (dua) rangkap

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODELN/B

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMDN
ATAU NON PMDN/PMA MENJADI PMA

. KETERANGAN PEMOHON

Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Lokas! Proyek

a. Status Perusahaan : PMDN, Non PMDN/PMA *)
b. NPWP

Izin Usaha Tetapfizin Perluasan **)

N

24

8. Alamat lengkap
- Nomor Telepon
- Faksimili
- E-mail
7. Persetujuanflzin-izin lain yang telah
dimiliki
*)  Coret yang fidak perh

*) Jika jumiah Sural Perselujuan (SP) dan Izin Usahanya lebih dari satu dapal ditambah lembaran tersendii sebagai
lampiran. ‘
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|

KETERANGAN PROYEK

1.

Rencana Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Dalam hal perusahaan sudah memiliki 1zin Usaha Tetap (IUT), kapasitas dasar yang
dicantumkan pada posisi “Semula® maupun posisi "Menjad™ sesual yang lercantum
didalam IUT.

Dalam hal perusahaan belum memilki 1zin Usaha Tetap (IUT), kapasitas dasar yang

dicantumkan pada posisi "Semula” sesuai yang tercantum di dalam Surat Persetujuan
sebelumnya.

A.  Produksi
Jenis BarangfJasa Satuan Kapasitas Dasar
Semula Menjadi
B. Pemasaran Ekspor Per Tahun
Jenis Produksi Ekspor (%)
: Semula Menjadi

Perkiraan Nilai Ekspor Per Tahun : Semula Menjadi

LSS . . - U3 S
Luas Penggunaan Tanah d Semula Menjadi
*}Coretyang bdakpedy e mha') e m&ha*)
Rencana Investasi

a. Modal Tetap

"Dalam hal perusahaan sudah memifiki Izin Usaha Telap (IUT], investasi yang dicantumkan

pada posisi “Semula" maupun posisi “Menjadi” sesuai yang tercantum didalam IUT.
Dalam hal perusahaan belum memilki 1zin Usaha Tetap {IUT), investasi yang dicantumkan
pada posisl “Semula® sesuai yang fercantum di dalam Surat Persetujuan.

Semula Menjadi
{Rp.) (Rp.)

- Pembelian dan Pematangan Tanah
- BangunaniGedung

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain-lain

Sub Jumiah
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b. Modat Kerja (untuk 1 fum over)
Jumlah
4. Sumber Pembiayaan
a. Modal Sendiri

b. Modal Pinjaman
¢. Laba Ditanam Kembali

Jumlah*)

*} Jumigh sumber pembiayaan sama besar dengan pmlah investast proyek.

5. Modal Perseroan -
a. Modal Dasar

b. Modal Ditempatkan
¢. Modal Disetor*)

Jumiah®)

Semula

(Rp.)
Semula
‘Rp....
TRP i
TRPi,
- RE— . T
Semula
Rp....
Rp.....
SR ...
ARp..EN A

) Jumlah modal yﬁng disetor sama besar dengan jumiah modal dilempatkan.

B. Pemilikan Saham

- Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Telap mencantumkan nilai sesuai angka
yang dicantumkan dalam lzin Usahaflzin Usaha Tetap.

- Bagi perusahaan yang belum memiliki [zin Usaha Tetap, nifai investasi disesuaikan dengan

Surat Persetujuan.
a. Pemegang Saham Asing Semula Menjadi
Rp % Rp %
Sub Jumlah ...................................................................................
b. Pemegang Saham Indonesia Rp % Rp %
A IS [ R
¢. Modal Saham (a + b)
7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Semula Menladi
e OFANG orang

Insentif pajak...,
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Il PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hati menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan

lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian
kerugian kepada masyaraka

2. Permohonan ini kam! buat dangan benar, ditandalangani oleh yang berhak di atas malerai yang

cukup dan sewakiu-waktu dapat diperianggung jawabkan termasuk dokumen/data bak yang
{edamplr maupun yang disampaikan kemudian.

Pemohon,
Materai Rp. 6000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, cap perusahaan
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LAMPIRAN :

1.

Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, melipuli :

a. Rekaman Suraf Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman lzin Usahafizin Usaha
Tetap bagi perusahaan yang felah berproduksi.

b. Rekaman Akia Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum
dan HAM.

c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Keputusan SirkularKesepakatan Para
Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh selunth pemegang s2ham yang diketahui oleh
Notaris atay Pemyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.

d. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM} periode terakhir.

Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :

a. Rekaman Akla Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang felah disahkan oleh Departemen
Hukum dan HAM.

b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi
atau 1zin Usahallzin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.

c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para
Pemegang Saham, yang ditandalangani oleh seluth pemegang saham yang diketahui oleh
Notaris atau Pemyataan Keputusan Rapal/Berita Acarz Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang

memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
d. Rekaman NPWP.

Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :

a. Rekaman Surat Persefujuan dan/atau Izin Usahaflzin Usaha Tetap.

b. Rekaman LKPM periode terakhir.

c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Keputusan Sirkularfiesepakatan Para
Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh

Notaris atau Pemyataan Keputusan Rapal/Berila Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang
memuat perjanjian kesepakalan pembelian saham.

d. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan pentbahannya yang {elah disahkan Departemen Hukum
dan HAM.

Dokurnen Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang membeli saham, meliputi :
a. Rekaman paspor yang masih beriaku bagi perorangan Warga Negara Asing.

b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya seia lefjemahannya dalam bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris.

Surat rekomendasi dari instansi terkatt, jika dipersyaratkan.

Dalam ha! surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan pesmohonan penanaman

modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai

dengan tanda ferima surat permohonan fersebul. Selanjuinya BKPM akan mengirim surat kepada

instanst teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka wakiu paling tama 17 {tujuh

belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidek ada tanggapan, maka BKPM akan

memproses dan kemudian menerbitkan Surat Perselujuan penanaman modal yang bersangkutan.

Khusus unfuk bidang useha perikanan tangkap, surat rekomendasi dan Departemen Kelautan dan-
Perikanan tetap dipetlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal,

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau yang mengurus permchonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampaikan ke BKPM

Lampiran 11
Dalam 2 {dua) rangkap
- Peraluran Kepala BKPM
No. 1/P/2008
MODELH/C
PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
PMDN DAN PMA
I KETERANGAN PEMOHON
1. NamaPerusahaan 0000 e,
2 BidangUsaha = e
3. Lokasl Proyek
4. Alamatlengkap 000 eeneeeaseieene.
- Nomor Telepon
- Faksimiijiih, TS O A WY R ..o
- E-mail

5. Surat Persetujuan PMDNIPMA
dan Perubahannya yang dimohon

perpanjangannya {(nomor dan tanggal)

PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Usulan waktu penyelesaian proyek sid
Alasan permohonan perpanjangan wakiu

PERNYATAAN :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
atas materai yang cukup dan sewakiu-waktu dapai dipertanggungjawabkan lermasuk dokumen/data
baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

ST | N

Pemchon,
Materai Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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{ AMPIRAN :

Rekaman Sural Persetujuan Pabean bagi perusahaan yang sudah memiliki;
Rekaman Surat Persetujuan PMDN atau Sural Persetujuan PMA beserta perubahannya;
Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

.Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.

Dol
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Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 12

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P12008

MODELI/D

PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (Surviving Company)

1.
2.

;oS

o

Nama Perusahaan B .. SENRR . IR
Status Perusahaan PMDN/ PMA*)
“JCorel yang Sdak periu

Bidang usaha

Lokasi Proyek-

1zin Usaha / lzin Usaha Tetap

Alamat fengkap

- Nomor Telepon

- Faksimili

- E-mail

a) Akta Pendirian -

b} AltaPerubahan . e Wy W
¢} Pengesahan Departemen Hukumdan HAM & o

B. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company)

1.
2.

Nama Penusahaan

Status Perusahaan : PMDN, PMA, Non PMDN/PMA')
“JGoret yang bdak peru

3. Bidangusaha

Lokasi Proyek

5. lzin Usaha Tetap
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6. Alamat lengkap
- Nomor Telepon
- Faksimili
- E-mail
7. a} AklaPendirian
b} Akta Perubahan
¢) Pengesahan Departemen Hukum danHAM ...,

Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dani 1 {satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi
sesuai uralan di atas (butir B).

DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI T
Jika data tidak tercantum dalam IUT agar diambil data dari LKPM

Apabila bidang usahafsekior dan lokasi proyek dart perusahaan yang dipertahankan maupun
perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) bidang usaha/sekior dan 1 (satu)

KabupatenKola atau, maka data proyek dibuat terpisah sesuai bidang usaha/sektor dan lokasi
Kahupalen/Kota masing-masing.

A. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa Satuan Kapasitas Produksi

) = =y

B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipertahankan (Surviving) selelah merger:

Jenis barangfjasa Ekspor (%}

Perkiraan nilai ekspor per {ahun : tUSS.ne
*} Perusahaan yang diperiahankan (Surviving)

") Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (Merging)
w*\Perusahaan yang dipertahiankan (Surviving) selelah merger
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C. LokasiKeglatan Usaha

1. Kabupaten! Kola
2. Propinsi

D Penggunaan tanah

E. Penggunaan Tenaga Kerja

F.

Luas lahan (M2)

Tenaga kefja Indonesia (orang)

Investasi

{Diisi sestiai mala uang sebelumnya )

1. Modal Telap

a, Pembelian dan Pematangan Tanah

b. Bangunan/Gedung

¢. Mesin-mesin/Peralatan dan Suku Cadang : ............

d. Lain-ain

Sub Jumlah

2. ModalKerja

Jumlah

H. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendini
2. Modat Pinjaman
3. Laba Ditanam Kembali

Jumiah

"} Perusehaan yang diperlahankan (Surviving)
")  Perusahaan-perusahaan yang digabungkan {Merging)

MW i)
Perusahaan .

1) ] 1N+
Perusahaan

] ™) )
Perusahaan

1 i) || R
Penisahaan

*) 1) 4

" Perusahaan yang dipertahankan (Sunviving) setelah merger

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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Modal Perseroan Perusahaan
ll) " li) "l ili)
1. Modal Dasar
2. ModalDitempatkan
3. Modal Disetor
J. Posisi Kepemllikan Saham
{Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA}
A.  Penyeraan Asing_
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SETELAH
BERGABUNG BERGABUNG
Nama Nama Pemegang US$ Nama Pemegang USs$
Perusahaan Saham Saham
1. gl [, NS SRR B E— | R
. ® il
I Wiy ey RO b WOy R VN Ropererrrerrot
B. Penyertaan Indonesia
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG PERUSAHAAN SETELAH
BERGABUNG BERGABUNG
Nama Nama Pemegang USH Nama Pemegang USH
Perusahaan Saham Saham
L TR o S e ot
2e s
U . P .

"} Perusahaan yang diperlahankan {Surviving)
*}  Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (Merging)
™) Perusahaan yang diperiahankan (Surviving) setelah merger

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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lIl.  PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak di atas

materai yang cukup dan sewakiu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang
lertampir maupun yang disampaikan kemudian.

SRR, | RO

Tanda tangan, nama terang,
jabatan dan cap Perusahaan-penusahaan yang

bergabung
Suniving Company _ Merging Cornpany/ies
Materai Rp. 6000
( ) ( ) ( )
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LAMPIRAN :

1.

Rekaman Izin Usaha Tetap {IUT) aiau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bagi yang telah berproduksi

komersial tetapi belum memilikl IUT dari masing-masing perusahaan (PMDN/PMA) afau Surat Izin
Usaha bagi Non PMDN/PMA.

Rekaman Sural Persetujuan dan perubahannya untuk masing-masing perusahaan PMDN/PMA.

Rekaman Akla Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum
dan HAM unluk masing-masing perusahaan.

Rekaman risalah RUPS yang diketahui oleh Nolaris atau Pemyataan Keputusan Rapal/Berita Acara

Rapat dalam bentuk Akia Notaris, tentang persetujuan penggabungan dan pemegang saham masing-
masing perusahaan.

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir bagi perusahaan yang akan
meneruskan keglalan usaha.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan danfalau yang mengurus permohonan fidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampatkan ke BKPM
Dalam 2 {dua) rangka

Nomor
Lampiran
Perihal

Lampiran 13

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008
MODELIV/A
Kepada Yth.

_ Kepala BKPM

: Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang Modal
Dengan telah diperolehnya perselujuan BKPM sesuai dengan :
SP PMDN
Nomor tanggal

SP PMA

bersama ini kami :

Nama Pemchion

Alamat

- Telepon

- Faksimili

- E-Mail

mengajukan permohonan unluk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang

Modal dan Perubahan/Penambahannya®) dalam rangka pembangunan/pengembangan
industrifindusti jasa").

Daftar induk Barang Modal tedampit kami susun berdasarkan kebutuhan
sebenamnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan
pelabuhan BongKar..........cc.cccongpeniencciiinninsccies e B8t

Kami menyalakan bahwa permohonan inf dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak dialas materai yang cukup dan sewakiy-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian,

Demikian agar menjadi pertimbangan.

' Pemohon
Materai Rp. 6.000,-
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :
|. Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Modal

1.
2.

o N >

10.

Daflar tnduk Barang Modal {contoh formulir tedampir).

Disket Daflar Induk Barang Modal (berdasarkan investor Module BKPM).

Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan
(termasuk untuk hotel/perkantoran).

Brosur/spesifikasi teknis mesin-mesin/peratatan.

Uraian proses produkst/flow chart.

Perhitungan kapasitas mesin/peralatan.

Rekaman SP PMDN atau SP PMA dan perubahannya.

a. Rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
b. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

Khusus bagi bidang usaha lertenty dilengkapi dengan :
Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi khusus untuk Kontrak
Karya (KK) dan Perjanjian Karya Penguszhaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

- Rekomendasi dari Badan Olorila Proyek Asahan untuk Daftar Induk Barang Modal proyek
Asahan/PT. INALUM.

. - Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan fasnlllas

1.

12.

atas impor barang modal ke BKPM dengan melampitkan surat permohonan rekomendasi
kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya
BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila
datam jangka wakiu paling lama 17 (tujuh belas) han kerja rekomendasi tersebut belum
dikelvarkan atau fidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian
menerbitkan Surat Persetujuan fasililas atas impor barang modal yang bersangkutan.

Khusus untuk permohonan Perselujuzn Perubahan/Penambahan Fasilitas Atas lmpor Barang
Modal bagi Daftar Induk Barang Modal, ditambah persyaratan sebagai berikut :

a) Alasan perubahan atau penambahan fasilitas atas impor barang modal bagi daftar induk
barang modal dalam surat permohonan.

b) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB} untuk barang modal yang sudah direalisasi.
¢) Rekaman Surat Persefujuan (SP) Pabean BKPM.

d) Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periods terakhir.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/alau yang mengurus permohonan lidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampaikan ke BKPM

Lampiran 14
Dalam 2 (dua) rangkap |
Perubahan SK Kepata BKPM
No. 1/P2008
MODELIV/B
Nomor Kepada Yth.
Lampiran @ - Kepala BKPM
Perihal : Pemohonan Persefujuan Fasililas
Atas Impor Bahan Baku/Penolong
Dengan {elah diperolehnya perselujuan BKPM sesuai dengan :
SPPMDN
Nomor tanggal
SP PMA

bersama ini kami :

Nama Pemohon
Alamat

- Telepon

- Faksimili

- E-Mail

mengajukan permohonan uniuk mendapalkan Persefujuan Fasilitas Afas Impor Bahan
Baku/Penolong serta Perubahan/Penambahannya®) dalam rangka
pembangunan/pengembangan industiindustri jasa*).

Daftar Induk Bahan BakwPenolong®) tedampir kami susun berdasarkan kebutuhan

sebenamya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan
pelabuhan bongkar........cc....cc..... ecrs a0 A Wil a0 ..

Kami menyatakan bahwa permehonan ini dibual dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak diatas materai yang cukup dan sewakiu-waktu dapat dipertanggungjawabkan
termasuk dokumen/data baik yang tedampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pefimbangan.

Pemohon

Materal Rp. 6.000,-

Narna Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan
*) Corel yang tidak periu

-
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LAMP

IRAN .

Daftar Induk bahan Baku/Penolong (contoh formulir teriampir).

Disket Daftar Induk Bahan Baku/Penolong (berdasarkan Investor Module BKPM).

Perhitungan kebuluban bahan bakwbahan penolong (mafenial balance} sesuai kapasitas mesin
terpasang.

Rekaman Pemberitabuan Impor Barang (PIB) atas Impor Mesin-mesin/Peralatan.

Rekaman Izin Operasionalflzin Usaha Industri bagi perusahaan yang telah memiliki,

Rekomendast dari Departemen Perindustian atas penggunaan Barang Modal dalam negeri, untuk
mendapatkan fasilitas impor bahan baku/penolong sampal dengan 4 (empat) tahun.

Surat Kuasa bermateral cukup, bila penandalangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampalkan ke BKPM

Lampiran 16
Dalam 2 (dua) rangka

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

FORMULIR APIT

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS ATAU PERUBAHANNYA
DALAM RANGKA PMDN/PMA

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importit Terbaias (APIT) ini diajukan oleh yang
bertandatangan dibawah ini :

5, KETERANGAN PEMOHON

1.NamaPemusahaan =~ s
2. Bidang Usaha/Kegiatan
(Sesual SP PMDN/PMA, IUT)

3. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Nomor Kode Proyek (NKP)

4. Akte Pendifian Perusahaan dan
Perubahannya (Y ang terkait dengan
susunan direksi terakhir)
Nama Nolaris™mlll i e g .o s T O
NomorfTanggal
5. Alamat
a. Kantor Pusat
- Telepon
- Faksimili
- E-Mad
b. Lokasi Proyek/Pabrik
- Telepon
- Faksimili
- E-Mal

.....................................
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.

*)} Apablia lebih dari 1 {satu) orang,
agar disusun datam lembar tersendini.

IZIN-IZINJPERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH

1. Nomor dan Tanggal SP PMDN/PMA
dan perubahan-perubahannya

2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha

3. Nomor dan Tanggal APIT (bagi yang
mengajukan permohenan perubahan)

PIMPINAN PERUSAHAAN®)

Nama
Jabatan
Kewarganegaraan

NAMA PEJABAT*) PERUSAHAAN YANG BERHAK MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR

Nama
Jabatan
Kewarganegaraan

......................................

LAIN-LAIN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di
atas melerai yang cukup dan sewakl-wakty dapat dipertanggungjawabkan {emaasuk
dokumen/data yang terflampir maupun yang disampaikan kemudian.

Pimpinan/Direksi Perusahaan,
Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :

Spesimen tanda tangan péngurus yang berhak menandatangani dokumen impor :

Nama Perusahaar

1. Nama Lengkap
Jabatan
Tandalangan

2. Nama Lengkap
Jabalan
Tandatangan

3. Nama Lengkap
Jabatan
Tandatangan

4. Nama Lengkap
Jabatan
Tandatangan

5, Nama Lengkap
Jabatan
Tandatangan

Insentif pajak

S|

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

Meteral Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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LAMPIRAN

A. APLIKASEAPIT BARU

o b

1. Rekaman akia pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir.
2.
3. Rekaman lIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagl penandatangan dokumen impor

Surat kuasa (dari direksl) apabila penandatangan dokumen impor (karlu APIT) bukan direksi.

warga negara asing (WNA) dan rekaman Karlu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia
(WNI). :
Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan Izin Usaha.

Kartlu Angka Pengenal Importir Terbatas {APIT) yang telah ditandatangani dan distempe!
perusahaan {contoh Karly APIT ferdampir).

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendin.

B. APLIKASI APIT PERUBAHAN

o b

o~ >

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir.
2.
3. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA} bagi penanda tangan dokumen impor

Surat kuasa apabila penanda tangan dokumen impor bukan direksi

warga fiegara asing dan rekaman KTP bagi WNI.
Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan Izin Usaha.

Karlu Angka Pengenal Imporiic Terbatas (APIT) yang telah ditandatangani dan distempei
perusahaan.

Kartu Angka Pengenal imporiir Terbatas (APIT) Jama ashi berikut rekaman SK APIT lerakhir.
Surat keferangan kehilangan dani kepolisian apabila kartu APIT lama hilang.

Surat Kuasa bermalerai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri,
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Conloh Kartu APIT .

RADAN KOORDINASL PENARAMAN MODAL
J1. Gatol Subrole Ne, 44 Kolak Pos 3186
Telepon 5252008
JAKARTA

KARTU PENGENAL IMPORTIR TERBATAS
NOMOR APIT :

1. Noma Perusahaan

2. Nomor Poliok Wallb Palak

3. Alamat Kanter Fusat/Cabang Perasahasn
4, Noinor Teltpon

5. Bidang Usehn

£. Lokasl Prayek

T.Berdaku APIT

TANDA TANGAN PENGURUS DAN STEMPEL PERUSAHAAN

A. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I : - ——
T et mns =
Y e S, BT —- £
4. e e mrnen e e SV SRR .. ... .- AR ...
3 |imrererialearpiasterrmiabam i semesmsses seslisiatidties  sessssmsssagsesess feide
B. STEMPEL PERUSAHAAN Jukarta
NIp
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Disampaikan ke BKPM Lampiran 16
Dalam 2 {dua) rangkap

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/PF2008
FORMULIR RPTK
Nomor
Lampiran  : 1 {satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Rencana Kepada Yth.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Bapak Kepala BKPM
di-
Bersama Ini kami mengajukan pefmohonan pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTK) bagi proyek kami yang telah memperoleh SP Kepala BKPM No.
..................... tanggal .........ccccevoveenne. (Proyek barw/periuasan *).
Tedampir kami sampaikan daftar isian RPTK.
. B ..
Pimpinan/Direksi Perusahaan,
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
) Corel yang tidak periv
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LAMPIRAN

A. PERMOHONAN BARU RPTK

1. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesla (TK!) pendamping {Lamplran § s/d V).
2.
3. Rekaman akia anggaran dasar pemsahaan dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan

Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan perubahannya.

komisartis perusahaan.
Bagan struklur organisasi perusahaan.

Bukli lapor ketenagakerjaan yang tefah disahkan oleh Kantor Depnaker setempat (UU No. 7
Tahun 1981).

Khusus bagi jabatan di Subsektor Migas, Pertambangan Umum {Kontrak KaryalKK, Perjanfian
Karya Pengusahaan Perlambangan Batubara/PKP2B dan Kuasa Pertambangan/KP) dan Listrik
dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik, melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal yang
ferkait

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.

Khusus untuk permohonan perpanjangan/perubahan RPTK dan jabatan ditambah :
a. Rekaman Suraf Keputusan RPTIC

b. Afasan perusahaan belum dapat melaksanakan penggantian Tenaga Kerja Warga Negara
Asing (TKWNA].

c. Laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia/TKI
{Lamplran Vi).

d. Penggunaan Tenaga Ketja Warga Negara Asing pendatang (Lampiran VIi).

e. Laporan Pelaksanaan Piogram Pendidikan dan Lathan Tenaga Kerja sesuai RPTK
{Lampiran VIII).

f. Rekaman Suraf Kepulusan perusahaan tenlang penunjukan sebagai TK! pendamping.
KTP TKI pendamping.

Rekaman lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) khusus bagi perpanjangan,
perubahan dan penambahan/pengurangan jabatan.

]

B. PERMOHONAN RANGKAP JABATAN
Hanya melampirkan :

o

Permohonan ofeh perusahaan yang akan menggunakan TKA sebagai Direksi.
Rekaman RPTK dari 2 (dua) perusahaan atau lebih dalam satu grup.
Rekaman iMTA yang masih berlaku.

Rekaman akla anggaran dasar perusahaan dan perubahannya dari masing-masing peruseahaan
terkait dengan susunan direkst dan komisaris pefusahaan serta susunan pemegang saham yang
membuklikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan satu grup.

Surat Kuasa bermalerai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.
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Disampaikan ke BKPM Lampiran 17

Dalam 2 {dua) rangkap
Peraturan Kepala BKPM
No. 1/Pf2008
FORMULIR IMTA

PERMOHONAN
1ZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING {IMTA)
DAN REKOMENDASI TA-01
DALAM RANGKA PMDN/PMA
BARU ( .... ) PERPANJANGAN (....) PINDAH JABATAN(....)

. DATA PEMOHON 1ZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING

1. Nama Pesusahaanfinstansi
a. NPWP
b. NKP

.....................................

2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab
3. Alamat Perusahaan

a, Teiepon
b, Faksimili
c. E-Mail

4. Tempat Kedudukan Cabang

5. Surat Persetujuan danfatau Izin Usaha dan Penubahannya :

a. Nomor o
b. Tanggalh = et S, ... S
6. BidangUsaha = o,
7. Jumlah Tenaga Kefja Indonesia .orang
8. Jumlah Tenaga Kerja Asing dalam RPTK  © ... oTang

9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
a. Nomor SK Pengesahan RPTK
b. Tahunbedakusfd -

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama

s

Alamat di Luar Negeri

3. Alamat di Indonesia

4, Kewarganegaraaan

5. Nomor Paspor
TanggalBerlaku e
6. Tempat Lahir
TanggalLahir =~ e nnanne
Jenls Kelamin WP
7. Stalus Perkawinan Kawin (...), Belum Kawin {...)
8. Pendidikan Tertinggi *}
9. Pengalaman Kerja *) (o .
b. ..
Clt
U %
10. Sural Izin Masulk/Tinggal yang dimifiki
a. Visa - Jenls
- Nomor
- Tanggal Dikeluarkan
- MasaBedaku 0000 i,
b, Kartu fzin Masuk (KIM)
- NOMOigpae ™ AN W Wi
- Tanggal Dikeluarkan  ©..coviciiiininnne.
- Masa Beraku .
¢. Surat Tanda Melapor Diri (STMD}
- Nomor
- Tanggal Dikeluarkan
- Masa Beraku
d. Surat Kartu Kependudukan
- Nomor
- Tanggal Dikeluarkan oo
- Masa Berlaku

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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Vi

*) Lampirkan copy jazah terakhiranda bukti [ain yang sah.

JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA ASING
1. Nama jabatan

Levet Jabatan Pimpiman/Manajer

)
(...) Profesional
(.--) Supervisor
(...} Teknisi Operator
2. Uraian Jabatan
(tugas, tanggung jawab
dan wewenang)

3. Persyaralan Tertentu Unluk Mengisi Jabatan Tersebut:
a. Pendidikan RN SERE ... R

b. Pengalaman Kerja
4. | okasi Penempatan di Kabupaten/Kola

.....................................

KONDISI KERJA
1. Perjanjian Ketja Berlaku Tanggal
2. Fasilitas dan Gaji yang Diberikan

a. Perumahan : {...) Dapat
{...) Tidak Dapat
b. +fendaraan : : {...} Dapat
{..) Tidak Dapat
¢. Gaji Per Bulan wll £ % el §N

KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU:

PERNYATAAN

(Isi sesuai standar)

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami berianggungjawab akan
kebenarannya.

-.------Pllé}'r“lo-ﬁnonur;--uu--u
Tanda {angan dan nama tera
penanggungjawab di atas materai Rp. 6.000 -
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A. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN REKOMENDASI TA.01

W he =

o o

-

Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari TKWNAP yang bersangkutan.

Riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Rekaman jazah dan / atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris
atau ferjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

-Rekaman akta atau risaiah RUPS tenlang penunjukan/ pengangkatan untuk jabatan direksi.

Rekaman SK RPTK yang berlaku,

Rekaman Surat Keputusan perusahaan tentang pengangkatan sebagai karyawan dan penunjukan
sebagai TK! pendamping.

Rekaman KTP TKI pendamping yang masih berlaku.

Bukti Exit Permit Only (EPO)copy IMTA unluk TKWNAP yang pemah bekerja di Indonesia
sebelumnya.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan danfatau yang mengurus permohonan tidak
ditakukan oleh pemohon sendiri.

B. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN IMTA BARU

N O e L3N e

8.

GOy B Lo

|

Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Rekaman SP PMDN/PMA dan perubahannya.

Rekaman paspor lengkap yang masih beriaku.

Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit.
Program pendidikan dan pelabhan TKI pendamping.

SK RPTK dan perubahannya.

Sural Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.

Rekaman VITAS/Telex.

. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA

Surat Keputusan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
Rekaman paspor fengkap yang masih beriaku.

Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) dan Nota Kredit.
Rekaman RPTK yang masih beraku

Pas pholo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Laporan realisasi-pelaksanaan program pendidikan dan latihan danfatau program pengindonesiaan
tenaga kerja.

Surat Kuasa bermaterai cukup, bita penandatangan dan/atau yang mengurus permohonan lidak
dilakukan oleh pemohon sendiri.

Rekaman Karlu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
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Menimbang, :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1TAHUN 2007

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA .
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
"~ PRESIDEN REPUBL]K INBONESIA,
a. bahwa mvestam langsung baik me.lalm pe-

nanaman modal asing maopun penananian

*‘modal dalam negefi mierupakan salah satu

faktor penting dalam- mendorong pertum-
buhan ekonomi, pemerataan pembangunan,
dan percepatan pembangunan untuk bidang-
bidang usaha tertentu dan/ atau daerah-

daerah tertentu;
. bahwa berdasarkan Pasal 31A Uzadang-

Undang Nomor 7 Tahua 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah bebetapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pa-

jak yang melakuken penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di
daerah-daerah tertentu'dapat diberkan fasi-

|nseht@§aP awgﬁsﬁmghamlam,zoog



Mengingat

c¢. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148

Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Peng-

hasitan untuk Penanaman Modal di Bidang-- -~

Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Dae-
rah-Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan dan perkembangan ke-
adaan, oleh karena itu petlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, petlu menetapkan Peraturan Peme-

rintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Terteatu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu; '

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

: Undadg-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-

tang Keteatuan Umum dan Tata Cara Per-
pajakan (Lembatan Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1983 Nomosr 49, Tambahan

. Lembatan Negara Republik Indonesia
‘Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3984);

. Undang-Uadang Nomot 7 Tahun 1983 ten-

tang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

* Republikdndonesia Tahun, 1983 Nomor 50,




“Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lem-
" baran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN  MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TER-
TENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemesintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan
utama uszha, baik untuk penanaman modal baru maupun
petluasan datl usaha yang telah ada.

Aktiva tetap berwmjud adalah aktiva berwujud yang mem-
punyai masa manfaat lebth dati 1 (satu) tahun yang diper-
oleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahuluy,
yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud-
kan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan
dalam rangka peningkatan kuantitas/kualitas produk,
diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam

rangka pengcmbangan kegiatan dan Fprodukﬂ perusahaan.
Insentif pajak Agus Surahman, FH UI, 2009



(1)

Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sek-

tor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam
skala nasional.

Daerzh-daersh tertentu adalah daerah yang secata ckonomis |
mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk pesse-

roan terbatas dan koperasi yang rnelakukan penanaman modal
pada:

- a. b1dang-Bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan

@

dalamn lampiran I Petaturan Pemerintah ini; atau

b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah ter-
tentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Pet-
aturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak

Penghasilan, -

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah : :

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh
persen) dati jumlah Penanaman Modal, dibebankan se-
lama 6 (enam) tahun mamng—masmg sebesar 5% (lima
persen) per tahun; -

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai
betikut :

Insentif pajak...,” Agus Surahman, FH Ul, 2009




Tarf Penyusutan dan Amortisasi |

Kelompok Aktiva Tetap | Masa Manfaat Berdasarkan Metode
Berwujud Menjadi
' Garls Saldo
Lurus Menurun
I. Bukan Bangunan :
Kelompok | 2 tahun 0% 100%
(dibebankan
: sekaligus)
Kelompok Il 4 tahun 25% - 50%
Kelompok il 8 tahun 12.5% 25%
Kelompok 1V 10 tahun 10% 20%
Il. Bangunan :
Permanen 10 tahun - 10% -
Tidak Permanen 5 tahun. 20% -

pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang diba-
yarkan kepada Subjek Pajak Luar Negen sebesar 10%
(sepuluh persen), atau tanf yang lebih rendah menurut
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
dan

kompensasi kerugian yang lebih lama dati 5 (lima) tahun
tetapi tidak lebih dani 10 (sepuluh) tahun dengan keten-
tuan sebagai betikut :

1) tambahan 1 Tahun :

apabila penanaman modal baru pada bidang usaha
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan
di kawasan industti dan kaw_asan berikat;

2) tambahan 1 Tahun :

apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500
(lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5

(lima) tahun berturut-turut;
Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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3)

4)

5)

tambahan 1 Tahun :

apabila penanaman modal batu memerlukan inves-
tast/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan
sostal di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.
10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah);

tambahan 1 Tahun :

apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengem-
bangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan
produk atau efisiensi produksi paling sedikit-5% (lima
persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun; dan/atau

tambahan 1 Tahun :

apabila menggunakan bahan baku dan atau kompohen
hastl produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh
puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

(3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasi-
litas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan
dad Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun
sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk
tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau

b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang men-
dapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut
diganti dengan aktiva tetap baru.

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



Pasal4 -

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak me-
menuhi ketentuan Pasal 3, maka :

a.

b.

(1)

(2

fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Peme-
rintah int dicabut;

tethadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku; dan

tidak dapat lagl dlbenkan fasxhtas berdasatkan Peraturan_
Pemenntah ini. :

Pasal 5

Pe]aksanaanh Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi da-
lam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini d1tempkan

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan

" Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah mernperoleh fas1l1tas perpajakan atas
kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemesintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha
tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemetintah ini.
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Pasal 7

letentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
eraturan Pemerintah ini diatur dengan atau berdasatkan Peratur-

n Menteri Keuangan.
Pasal 8

'ada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
'emetintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak
‘enghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
[ertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara

tepublik Indonesia Tahua 2000 Nomor 265, Tambahan Lem-
raran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan
linyatakan tidak betlaku.

Pasal ¢ |
deraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januad
2007. | |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peangundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januas 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
. ted.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
| REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007 NOMOR 1
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PENJELASAN.
 ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1TAHUN 2007
.~ TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA

; TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pettumbuhan ekonomi, peme-
rataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah
tertentu, pendalaman struktur industd, mendorong penanaman
modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang-
bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, kepada
Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah
tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana. diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini hanya dapat dibetikan kepada
Insentif pajak..., AguS Surahman, FH Ul, 2009



wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan
Koperasi yang melakukan penanaman modal pada bi-
dang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan Pemerinitah ini.
Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagai-
mana ditetapkan dalam Lampiran I dapat dilakukan di -
seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal
pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II harus dilakukan di daerah yang ditetapkan
di Lampiran II tersébut. |
Ayat (2)
Huruf a: e
Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan
selama 6 (enam) tahun teshitung sejak tahun dimulai-
nya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar
5% (lima persen) dan jumlah investasi berupa per-
olehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah vatuk
kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto

- (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau me-
nambah kerugian- fiskal (dalam hal mendapat keru-
gian usaha).

Contoh :

PT ABC melakukan penanaman modal sebesar
Rp 100.000.000.000 berupa pembelian aktiva tetap
berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT
ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan peng-
hasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x
Rp 100.000.000.000 = Rp 5.000.000.000 setiap

~ Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak
~ tahun pembenian fasilitas.

Huruf b :
Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
diberikan urituk aktiva tetap yang-diperoleh dan
digunakan dalam rangka penanaman modal.

Humf c:

| Mlsalnya investor dari negata X memperoleh dividen
dari Wajib Pajak hadan dalam neged yang telah di-
tetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan
Peraturan Pemerintah in1. Apabila investor X tersebut
bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki
Persetujuan Penghindar Pajak Berganda (P3B) dengan
Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat ke-
dudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan
Pemenntah Republik Indonesia dengan tanf pajak
_ dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeni 10% (sepuluh
persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya
~ dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10%
(sepuluh pessen). Namun apabila investor X tersebut
bertempat kedudukan di suatu negara yang telah
memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indone-
sia dengan tatif pajak dividen tetsebut dikenakan Pajak
Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang
diatur dalam P3B tersebut.

Huruf d
Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan
keuntungan dalam 5 (lima) tahun berikutnya sesuai
ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak

Penghasilan; dalam rangka LEema.naman modal yang
Insentif paja Agirs Surahman, FH Ul, 2009
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diberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang
lebih lama yakai datam hal d1penuh1nya persyaratan/
kriteria sebagai berikut :

1.

tambahan 1 tahun :

apabila penanaman modal pada bidang usaha yangl
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a didakukan di
kavwasan industni dan kawasan berikat;

tambahan 1 tahun :

apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya.500
(ima ratus) orang tenaga kerja Indonesia -selama
(lima) tahun berturut-turut. Tenaga kerja Indone-
siz adalah tenaga ketja pada semua tingkat;

. tambahan 1 tahun :

apabila melakukan investasi/pengeluaran untuk
infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha
paling sedikit sebesar Rp 10. 000 000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);

tambahan 1 tahun :

apabtla dalam rentang waktu 5 (ima) tahun pajak,
mengeluarkan biaya penelitian dan. pengembang-

* an yang dilakukan di dalam negeri dalam rangka

pengembangan produk atau efisiensi produksi

paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah inves-
tasi.

. tambahan 1 tahun :

apabila menggunakan bahan baku dan atau kom-
ponen hasil produksi dalam negen paling sedikit
70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat),

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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Ayat (3)
Cukup . jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5 |

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas. -
-Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4675

Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009
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PRESIDEN "
REPUBLIK [NDONESIA !

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG _
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUX PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH

' TERTENTU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

®

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan
; investasi langsung guna mendorong pertumbuhan
ckonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan
percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu
dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu danfatau di Daerah-daerah Tertentu;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu danfatau di Daerah-daerah Tertentu;

Pasal S ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajalc
Penghasilan = {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomeor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);
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Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
daerah Tertentu {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4675);

MEMUTUSKAN:

FERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG  FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG  USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2007 tentang Fasilitas

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/fatau
di Daerah-dacrah Tertentu (Lembaran
Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran MNegars
Republik Indonesia Nomor 46735) diubah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan untuk

Negara Republik

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi

sebagai benkut:

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak
lagi memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1} dan/atau tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

a. [asilitas yang telah diberikan* berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dicabut;
b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

c. tidak - dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

2. Di antara ...
Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



PRESIDEN ’
REPUBLIK INDONESIA

-3-

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 {satu) pasal, yakni
Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang
industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11
Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi
alkibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,
dapat memperoleh fasilitas berdasarkan  Perawran
Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januan 2005.

. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal S berbunyi sebagai
berikut: :

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dicvaluas?

dalamn waktu paling lama 2 {dua) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan.

(2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Lampiran 1 diubah sehingga menjadi scbagaimana
ditetapkan dalam Lampiran [ Peraturan Pemerintah ini, yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

5. Lampiran [I diubah sehingga menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran Il Peraturan Pemerintah ini,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal I

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Agar sctiap . orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

MENTERL HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Bire Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
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PRESIDEN .
REPUBLIK INDONESIA o

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

~ PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUX PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang
melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atan di
daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam
rangka lebih meningkatlcan kepiatan investasi langsung guna mendorong
pertumbuhan  ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan
pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atan daersh tertentu
yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu mengubah Peraturan
Pemerintah Nomeor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu danfatau di

Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap
cakupan bic_lang usaha dan daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall
Angka 1
Pagal 4
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 44
Culkp jelas.
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PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

Angka3
Pasal 5
‘Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
7. Cukup jelas:

Pasal I
Culaup jelas:

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4892
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

'!'OMOR :39 /8K/2007

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

bahwa unfuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 lentang Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, .peru
menetapkan Peraluan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal tentang Pedoidn Dan Tata Cara Permohonan Fasiiitas
Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Moda! Di

Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah
Tertenty;

1.

Undang-Undang Nomor 6§ Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39885},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun .2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik: Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4724},
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 1- Tahun 2007 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-
Daerah Tertentu (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4675);

5. Peraturan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor
16/PMK.03/2007 - tentang Pemberian Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertenty;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PEDOMAN DAN- TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGH
PERUSAHAAN PENANAM MODAL D! BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU.

Pasal 1

(1) Permohonan fasilitas pajak penghasilan diajukan kepada Menten
Keuangan meialui Kepala BKPM oleh wajib pajak badan dalam negeri
yang berbentuk Persercan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang
baru berdiri maupun yang ielah ada, yang melakukan penanaman
modal baik untuk penanaman modal baru maupun peruasan yang
telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pernenntah
Nomor 1 Tahun 2007,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada BKPM dengan menggunakan formulir (sesuai tedampir) yang
dilengkapi:

a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Waijib Pajak;

b. Fotokopi Surat Perselujuan atau lzin Prinsip fentang kegiatan
usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

¢. Laporan Kegiatan Penanaman Modai {LKPM).
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Pasal 2

(1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan permohonan
dan kesesuaian bidang usaha, lokasi, persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemenntah Nomor 1 Tahun
2007 serta tingkat realisasi penanaman modal yang bersangkutan.

(2) Tingkat realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mencapai minima! 75% dari pembangunan fisik yang
direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan, yang
tercantum dalam LKPM. '

(3) Dalam jangka wakiu paling lama § (lima) han kerja setelah
perméhonan diterima: :

a. Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala BKPM mengusulkan pemberian fasilitas pajak

penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal
Pajak;

b. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BKPM mengembalikan permohonan kepada yang
bersangkutan.

{(4) Atas dasar usulan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menter Keuangan
menerbitkan keputusan tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh} hari kerja dan
menyampaikannya kepada yang bersangkutan melalui Unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM.

Pasal 3

Peraturan Kepala BKPM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
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Disampaikan ke BKPM
Datam Rangkap 2 (dua)

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHAS{LAN
BERDASARKAN PP NO. 1 TAHUN 2007

KETERANGAN PEMOHON

Natna Perusahaan

Nomor, Tanggal Persetujuan/
Izin Prinsipfizin sejenis lainnya
instansi yang mengeluarkan
NPWP . :
Nomor dan Tanggal Akte Pendirian
dan Perubahannya

Noamor dan Tanggatl Pengesahan
Badan Hukum

Alamat Kantor Pusat

N G Gaw o=

. RENCANA PENANAMAN MODAL

No Bidang Usaha KBLI Cakupan Produk | DaerahfLokasi

1. Estimasl Mulai Berproduksi {butanftahun)
2, Investasi Proyek (Ruplah/US $)*

3. Modal Perseroan (RupiahfUS $)*
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempalkan
c. Modal Disetor

4. Tenaga Kerja Indonesia : _ orang
* Coret yang tidak peru

PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas melerai yang cukup dan sewakiu-wakiu dapat dipertanggungjawabkan
{ermasuk dokumen/data baik yang lerlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Pemchon, '

Meterai Rp. 6.000.-

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN :
1.  Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. Folokopi Surat Persetujuan alau lzin Prinsip tentang kegiatan usaha alau bentuk perizinan

sejenis lainnya dan inslansi yang berwenang berdasarkan perajuran perundang-undangan;
dan

3. Laporan realisas] penanaman modal,

-
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BADAN KOORDINASI PEHANAMAN MODAL

Nomor C ol IA. 12007 Jakarta,
Lampiran : 1 (salu} berkas
Perhal : Usulan pemberian fasilitas Kepada Yang Terhormat

Pajak Penghasilan Badan Menteri Keuangan

Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007 melalui

: Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta
Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi ........ fanggal

perihal sebagaimana lersebul pada pokok surat, setelah diadakan penelitian
atas permochonan dimaksud maka dengan ini kami mengusulkan :

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Lokasi Usaha/Proyek

Nomor, Tanggal Persetujuan/

1zin Prinsip/lzin sejenis lainnya
NPWP

Alamat Kantor Pusal

Estimasi Produksi/Operasi Komersial

hwpe

oM

untuk kiranya dapat diberikah fasilitas pajak penghasilan badan
berdasarkan Peratluran Pemerintah No. 1 Tahun 2007.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

{ Achmad Kurniadi )

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menleri Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;

3. Kepala Pusat Dala dan Informasi;

4. Perusahaan yang bersangkutan.
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BADAN KOORDINAS! PENANAMAN MODAL

Nomor ‘
Lampiran
Perihal

A, 12007 Jakarta,
: Penolakan Permohonan Fasililas Kepada Yang Terhormat

Pajak Penghasilan Badan PT./Koperasi
Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007

Sehubungan dengan permohonan Saudara fanggal ... perihal
pemberian fasilitas pajak penghasilan badan berdasarkan PP No. 1 Tahun
2007 maka setelah diadakan penelitian alas permohonan dimaksud,
dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam PP No. 1 Tahun 2007.

Demikian agar Saudara maklum.

A_n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modat,
Depuli Bidang Pelayanan Penanaman Modal

{ Achmad Kurniadi )

Tembusan Yih. :

BN

Menteri Perindusirian/Menleri Teknis Terkalt;
Wakil Kepala BKPM;

Kepala Pusat Data dan Informasi;
Perusahaan yang hersangkutan.
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 2/P/2008
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL D1 BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Mehlmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINAS! PENANAMAN MODAL,

bahwa dalam rangka menyederhanakan dan mempercepat
proses pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Uniuk
Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Alau
Di Daerah-Daerah Tertentu sesuai dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana felah diubah
dengan Perattiran Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, periu
menelapkan Peraluran Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal tentang Pedoman Dan Tala Cara Permohonan Fasilitas
Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-
Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertenty;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenfang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 1983 Nomor 48, Tamibahan
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana (elah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4740);

2. Undarnig-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambzhan Lembaran Negara MNomor
3263) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4, Peraluran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 {eniang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di

1 Bidang ...
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Menetapkan

Bidang-Bidang Usaha Tertentu DanfAtau Di Daerah-
Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana - telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomox 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4892),

5. Peraluran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasiitas Pajak
Penghasilan Uniuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU Dl .DAERAH-DAERAH
TERTENTU.

Pasal 1

(1) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan diajukan kepada Menteri

Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)} oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun
yang lelah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk
penanaman modal baru maupun peruasan yang telah ada pada
bidang-bidang usaha tertenlu dan/atau di daerah-daerah tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Peraluran Pemerintah Nomor 1 Tahun
2007 tentang fasifitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62

Tahun 2008.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh Direksi dan disampaikan kepada Kepala BKPM dengan
menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran [ Peraturan Kepala

BKPM ini, yang dilengkapi :

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Waijib Pajak;

b. Fotokopi Surat Persetujuan untuk penanaman modal baru atau
surat persetujuan periuasan penanaman modal yang diterbitkan
oleh Kepala BKPM atau [zin Prinsip tentang kegiatan usaha atau _
bentuk perizinan sejenis lainnya dar instansi yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2 c. Fotokopi ...
Insentif pajak..., Agus Surahman, FH Ul, 2009



¢. Fotokopi akla pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman
modal asing baru; dan

d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan
yang sudah mempunyal kewajiban untuk menyampatkan LKPM.

(3) Terhadap perusahaan yang mempercieh Izin Prinsip tentang kegiatan
usaha atau benfuk perizinan sejenis lainnya dan instansi yang

- berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain dari Kepala BKPM, periu
dilengkapi dengan nncian melipuli bidang usaha, Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBL1), cakupan produk dan
daerah/provinsi sebagalmana tercantum dalam Lampiran Perafuran
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor62 Tahun 2008.

Pasal 2

(1) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) bagi bidang usaha, produk dan daerah tertentu
sebagaimana tercanfum dalam Peraluran Pemerintah Nomor 1 Tahun
2007, berlaku bagi Wajib Pajak atas Surat Persefujuan petanaman
modal basu atau Surat Persefujuan-periuasan penanaman moda!l atau
IZin Prinsip dari instansi yang berwenang yang diterbitkan terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2007.

(2)Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) khusus bagi tambahan bidang usaha, produk
dan daerah fterentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, berlaku bagi Wajib Pajak atas
Surat Perselujuan penanaman modal baru atau Surat Persetujuan
periuasan penanaman modal atau Izin Prinsip dan inslansi yang
berwenang yang diterbitkan terhitung sejak tanggal 23 September
2008, kecuali bagi yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri
semen yang melakukan rekonstruksi akibat bencana fsunami di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepwlauan Nias, Provinsi
Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 1 Januar 2005.

Pasal 3

(1} Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, Kepala BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan
permochonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi, persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah- dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.

(2) Dalam jangka waklu paling lama 5 (lima) hari kefja setelah
permohonan diterima secara lengkap dan benar :

a, Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala BKPM mengusulkan pemberian fasililas Pajak

3 Penghasilan .
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Penghasilan kepada Menteri Keuangan melalul Ditekiur Jenderal
Pajak sesuai dengan Lamplran | Peraluran Kepala BKPM ini; - ~

b. Apablla fidak memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala BKPM mengembalikan permohonan kepada yang
bersangkutan sesuai dengan Lampiran il Peraturan Kepala BKPM ini.

(3) Atas dasar usulan Kepala BKPM sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, Direktur Jenderal Pgjak atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan keputusan tentang pemberian fasilifas Pajak Penghasilan
dalam jangka wakiu paling tama 10 (sepuluh) had kerja dan
menyampalkannya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
tembusan kepada Kepala BKPM.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Ini, Peraturan Kepala BKPM Nomor
BY/SK/2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fastitas Pajak
Penghasilan Bagi Perusahaan Penanaman Moda! Di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu DanfAtau Di Daerah-Daerah Testentu dicabut dan dinyatakan tidak
betiaku.

Pasal 5
Peraturan Kepafa BKPM ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sétiap orang mengetahuinya, memetintahkan pengundangan Peraturan
Kepala BKPM ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oklober 2008
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPALA,
ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oklober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tid

ANDI MATTALATTA
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Disampaikan ke BKPM ' Lamplran |
Dalam Rangkap 2 {dua) Peraturan Kepala BKPM No. 2/P/2008
Tanggal 13 Oktober 2008

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 2008

i. KETERANGAN PEMOHON

Nama Perusahaan

Nomor, Tanggal Persetufuan/

Izin Prinsipflzin sejents falnhya

instansi yang mengeluarkan

NPWP

Nomeor dan Tanggal Akta Penditian

dan Perubahannya :
Nomor dan Tanggal Pengesahan

Badan Hukum ] : :
7. Alamat Kantor Pusat :

N-l

& taw

fi. RENCANA PENANAMAN MODAL
No Bidang Usaha KBU | Cakupan Produk | Dacrah/Lokasl

Estimasi Mulai Berproduksi (bulan/tahun)
2. Investasi Proyek (Ruplah/US §)*

3. Modal Persevoan (RupiahfUS $)*
a. Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan
c. Modal Disetor

4. Tenaga Kerja Indonesia i orang
* Coret yang tidak periu

HI. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang

berhak di atas materal yang cukup dan sewakfu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang lerdampir maupun yang disampatkan kemudian.

20048

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN :

f.  Folokop! Karlu Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. Fotokopl Sural Persetyjuan atau lzin Prinsip tentang kegiatan usaha alau bentuk perizinan sefenls
tainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraluran perundang-undangan;

3. Akla penditian perusahaan yang telah disahkan oleh Deparfemen Hukum dan HAM, khusus bagi
perusahaan penanaman modal asing baru;

4. Laporan keglatan penanaman modal (LKPM) bagl perusahaan yang sudah mempunyal kewallban
uniuk menyampaikan LKPM;

5.  Surat Kuasa bermateral cukup, apablia penandatangan bukan Direksi,
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Lamplran I .
Peraturan Kepala BKPM No. 2/P2008
Tanggal 13 Oktober 2008

BADAN KOORDINAST PENANAMAN MODAL

Nomor A 12008 Jakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perhal . Usulan pemberian fasilitas Kepada Yang Terhormat

Pajak Penghasiian Berdasarkan Menteri Keuangan

PP No. 1 Tahun 2007 sebagaimana melalul

telah diubah dengan PP No. 62 Direktur Jenderal Pajak

Tahun 2008 di

Jakarta
Sehubungan dengan permchonan PT/Koperasi ........ fanggal ....... perihal
sebagalmana terSebut pada pokok sumt, setelah dladakan penelitian atas
permohonan dimaksud maka dengan inl kami mengusutkan :

.1. Nama Perusahaan

2. Bidang Usaha

3. KBLE Cakupan Produk dan

Daerah (Lokasi UsahaProyek) :
No Produk  ° KBL{ Keterangan

4. Nomor, Tanggal Persetujuan/

Izin Prinsip/lzin selenis lainnya

5. NPWP

6. Alamat Kanlor Pusal

7. Estimasi ProduksiOperasi Komersial

untuk kiranya dapat dibenrkan fasfiitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan

Pemerinfsh No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraluran

Pemerintah No. 62 Tahun 2008.

Sebagai bahan pertimbangan, tedampir kami sampaikan:

1. Folokopi kartu Nomor Pokok Wajit Pajak;

2. Folokopi Surat Perselujuan unfuk penanaman meodal baru alau surat
persetujuan peruasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepata BKPM
alzu instansl lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berfaku. *)

3. Akla pendirian yang telah disahkan cleh Departemen Hukum dan HAM,
khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan teima kasih.
A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Depuli Bidang Pelayanan Penanaman Modal
{ )
Tembusan Yth. :

1. Menleri Perindustian/Menter Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM,;

3. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM;

4. Perusahaan yang bersangkutan.

“) Pilih salah satu.
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Lampiran Il
Peraturan Kepala BKPM No. 2/Pf2008
Tanggal 13 Oktober 2008

BADAN KOORDINASI PEHANAMAN MODAL

Nomor
Lampiran
Perihat

{2008 Jakarta,
: Penolakan Pemohonan Fasilitas Kepada Yang Terhormat

Pajak Penghasian PT.

Sehwbungan dengan permohonan Saudara tanggal ..................
perhal fastitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1
Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Persturan Peinerintah
Nomor 62 Tahua 2008 dan sefelah diadakan penefiian afas permohonan
dimaksud, dengan ! kami bertahukan bahwa pemohonan Saudara
tersebut tidak memenuhl ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan

-Pemerntah tersebut.

Tembusan Yth. :

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Deputi Bidang Pelayanan Peranaman fModal
ub.

Direkiur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

1. Mented Perindusirian/Menter Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM.
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